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BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Mengingat

Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru
tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di  Sulawesi
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tfentang
Penvelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor
30 Tehun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
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11.

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran HNegara
Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan MNasional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 |;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nemor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2435,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Masional [lmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6374), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tghun 2020 tentang HKebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Covid 19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
vang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Neomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402},
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajlan Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
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228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056];

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 MNomor 225, Tamhbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomeor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan



29,

31.

32.

33.

34.

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 172 );

. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
18);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor 927);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi Rancangan
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
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Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 137 Tahun
2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1327),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 439);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tehun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefiliasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi., Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan ([Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 9 Tahun 2009);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomeor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008



Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan 248), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provingi SBulawesi Selatan Nomor 7 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1);

44, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Barru
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 16);

45, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kawasan Emas Garongkong Kabupaten Barru [Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

46. Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2010 Nemor 51, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru MNomor 8|, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Habupaten Barru Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD|) Kabupaten Barru Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupatenm Barru Tahun 2018
Nomor 4);



47. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Nomor 13);

48, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020
tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomaor 6);

50, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomeor 1| Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru
NMomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2021 Nomor 1].

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI EARRU

MEMUTUSEAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Barru.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
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11.
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14.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Daerah  adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DFRD
adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Barru yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi  kewenangan
Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus
enerus dan terencana oleh seluruh komponen di daersh untuk
mewujudkan visi daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan vang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya vang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJFD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 {dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
digingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPIJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Barru
untuk periode 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima} tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat Renja
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19.

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya Vang akan
dilaksanalkan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebik

21

22,

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayat tersebut,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan.

BAEB 11
RUANG LINGEUP RPJMD

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi .

a.

P a0 g

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Pengendalian dan Evaluasi; dan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



BAB III
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3
Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses, dengan
menggunakan pendekatan:
a. teknokratik;
b. partisipatif:
politis; dan
atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom up)

o

=

Pasal 4
Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi, dengan
menggunakan pendekatan :
a. holistic-tematik;
b. integrative, dan
c. spasial.

BAE IV
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5
(1] Dokumen RPJMD terdiri atas :
a. BAB I Pendahuluan;
BAB Il Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB Il Gtambaran Keuangan Daerah;
BAB IV Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah;
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAE VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program PD;
. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
i. BAB IX Penutup.
(2) Ketentuan mengenai Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tHdak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

T m =000 &



BAB V

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA MENENGAH DAERAH

(1)

(2)

(3)

4

(1)

(2)

(3]

(4)

Pasal 6
RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat
Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan
pembangunan lainnya sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 {satu) tahun.
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2021 sampai dengan tahun 2026,
Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
[zatu) tahun.

BAE VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7
Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perencanaan Pernbangunan Jangka Menengah Daerah,
Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda dan Perangkat
Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing.
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi oleh Bappeda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan
sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi oleh Perangkat Daerah untuk
program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2

meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala vang
dihadapi.



(5}

(6]

(7]

(1)

(2}

(3)

(4)

Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan
kepada Bappeda

Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana
pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-
langkah yang diperlukan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} menjadi
bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan
Peraturan Perundang-Un dangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar

Dalam rangka efeltivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa

masa berlaku RPIMD kurang dari 3 (tga) tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,

meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,

konflik sosial budava, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau
perubahan kebiijakan nasional.

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi

pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAEB VIII
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 9

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku
sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.



BAEB IX
PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

4

Diundangkan di Barru
pada tanggal

H KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWES]I SELATAN NOMOR :



L

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

TUMUM

Sesuai amanat Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 264 avat (4), bahwa
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD
merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah
dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas
perangkat daerah yang disertal dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada REJPD dan RPJMN,

RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD
yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka
ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah
dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa
perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan
lingkungan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendekatan teknokratik” adalah
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif® adalah
dilaksanalktan dengan melibatkan berbagai pemanghku
kepentingan,
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “pendekatan politis” adalah
dilaksanakannya dengan menerjemahkan wvisi dan misi
Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama
dengan DPRD.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pendekatan atas bawah (top doumn)
dan bawah atas (bottom up|” adalah hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah PErencanasn
pembangunan.
Pasal 4
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan holistik-temafik”
adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan
keseluruhan unsur/bagian /kegiatan pembangunan sebagai
satu kesatuan fakior potensi, tantangan, hambatan
dan/atau permasalahan vang saling berkaitan satu dengan
lainnya.

Huruf b



Yang dimaksud dengan “pendekatan integratif” adalah
dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan
ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Hurufc
Yang dimaksud dengan “pendekatan spasial’ adalah
dilaksanakan dengan  mempertimbangkan  dimensi
keuangan dalam perencanaan.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pa=al 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KEABUPATEN BARRU NOMOR
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) TAHUN 2021 - 2026

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2021
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LAMPIRAN :

FERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARRU NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah
maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan
jangka panjang, jangka menengah dan atau perencanaan  tahunan.
Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah
tergambarkan dalam satu dokumen daerah yaitun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 Ayat
(2] disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan hkerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 {lima] tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN.

Periode pembangunan daerah Kabupaten Barmu tahun 2021 - 2026
dimulai sejak dilantiknyve Bupati Barru I H.SUARDI SALEH, M.S5i dan
Wakil Bupati Barru ASKA MAPPE pada tanggal 26 Februari 2021.
Sebagaimana amanat Pasal 264 Ayat (4] Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten
Barru berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 paling
lambat & |(enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantilk.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupatenm Barrua
Tahun 2021 - 2026 juga merupakan Periode IV (keempat] ataua tahapan
terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD)
Kabupaten Barru tahun 2003 - 2025 schingga menjadi sangat penting.
Dimana RPJMD Tahun 2021 - 2026 akan mempengaruhi pencapaian target
pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005 - 2025, Adapun
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vizi RPJPD 2005-2025 adalah “Barru Sebagai Daerah Maju Berlandaskan

Kebersamaan dan Bernafaskan Keagamaan®”.

Diari segi proses, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barmu Tahun

2021 - 2026 menggunakan 4 [empat] pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Teknokratis, merupakan pendekatan yang menggunakan
metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.

b. Pendekatan Partisipatif, memupakan pendekatan yang dilaksanakan
dengan melibatkan selurubh pemangku  kepentingan  (stakeholders)
dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan dalam
proses pengambilan keputusan, adanya transparansi dan akuntabilitas
dalam proses perencanaan serta kesetaraan antara para pemanghku
kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam
pengambilan keputusan.

c. Pendekatan politis, adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang
berasal dari proses politik dimana visi, misi dan program pembangunan
daerah yang ditawarkan pada saat kampanye oleh masing-masing calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daecrah vang terpilih kemudian disusun
ke dalam Rancangan RPJMD.

d. Pendekatan Top-Down dan Botfomn-Up, merupakan proses perencanaan
vang dilaksanakan menurat jenjang pemerintahan, dimana hasilnya
diselaraskan melalui musyawarah yvang dilaksanakan mulai dari desa,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional schingga tercipta
sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan

nasional dan rencana pembangunan daerah.

Untuk memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan, maka
penyusunan RPJMD Kabupaten Barmu Tabhun 2021 - 2026 dibuat
berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan yang tercantum di
bagian keempat tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD pada Permendagri
86 Tahun 2017, adapun tahapan kegiatan tersebut vakni :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD [Pasal 41 - 46 Permendagri 86 Tahun

2017)

Tahap ini meliputi Penyusunan SK Kepala Daerah tentang pembentukan

tim penyusun, orientasi RPJMD, penyusunan agenda kerja, penyiapan

data dan informasi berdasarkan SIPD dan penyusunan rancaAngan

teknokratik RPJMID;
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Penyusunan rancangan awal RPJMD [Pasal 47 - 60 Permendagri 86
Tahun 2017)

Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan teknokratik
RPJMD menjadi rancangan awal RPJMD dengan berpedoman pada visi,
misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021 - 2026
dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan;
Penyusunan Rancangan RPJMD [Pasal 61 - 63 Permendagri 86 Tahun
2017)

Tahap ini merupakan proses penyecmpurmaan rancangan awal RPJMD
dan berdasarkan rancangan HEenstra Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi untuk memastikan kesesuaian rmancangan awal Renstra
Perangkat Dacrah dengan Rancangan Awal RPJMD;

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD [Pasal 64 — 65 Permendagri 86 Tahun
2017)

Tahap ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan
program pembangunan daerah  yang telah  diromuskan dalam
pembangunan Kabupaten Barmu mulai dari  ckselutif, legislatif,
organisasi profesi, perguruan tinggi, ormas, unsur pers dan lain-lain;
Perumusan Rancangan Akhir RPIMD (Pasal 66 — 69 Permendagri 86
Tahun 2017)

Perumusan rancangan akhir RFJMD merupakan proses penyempurnaan
rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita
acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

Penetapan RPJMD [Pasal 70 — 72 Permendagri 86 Tahun 2017)

Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
berdasarkan persetujuan bersama DPRED dan telah dievaluasi oleh
Gubermur menjadi Peraturan Dacrah. RPJMD yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi

penyelengegaraaan Pemerintahan Dacrah.

Secara Iebih jelas alur penyusunan RPJMD Kabupaten Barmru Tahun
2021 - 2026 dijelaskan pada gambar berikut ini :
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Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD berdasarkan
Pcrmcndaﬁ.n'. 86 Tahun 2017
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Penyusunan RPJMD Kabupaten Barmu tahun 2021 - 2026  juga
memperhatikan evaluasi kinerja periode sebelumnya. Capaian kinerja
ckonomi makro pada pelaksanaan RPJMD periode scbelumnya menunjukkan
capaian kinerja yang baik. Untuk petumbuhan ekonomi menunjukkan
kinerja yang baik pada tahun 2019 sebesar 7,41, namun mengalami
pelambatan pada tahun 2020 sebesar 087, ini diakibatkan karena pandemi
COVID 19 yvang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan
sosial dan ckonomi seluruh Indonesia dan terkhusus Kabupaten Barra.
Selanjutnya capaian kinerja tingkat kemiskinan Kabupaten Barmu. Pada
tahun 2020 menunjukkan kinerja yvang positif, dimana capaiannya sebesar
8,26 persen. Selanjutnya capaian indikator ekonomi makro pada tahun 2020
schesar 6,39%.

Untuk capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable
Development Goals [TPB/5DGs) sebagaimana yang tertuang dalam dolumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHES) RPJMD Kabupaten Barru Tahun
2021 - 2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian S5DGs tahun 2020,
scbanyak 220 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di
Pemerintah Kabupaten Barru, dengan uraian capaian sebagai berikut : (i)
untuk kategori yang telah melaksanakan indikator TPB dan telah mencapai
target scbanyak 66 indikator atau 30,000; [i) untuk kategori yang telah
melaksanakan indikator TPB tapi belum mencapai target sebesar 57 indikator
atau scbesar 253,91%; (iii) untuk kategori indikator TFB yang belum
dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 5 indikator atau 2,27%; (iv]
untuk indikator yang tidak ada data sebesar 92 atau 41,82%.
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RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 yvang merupakan tahap ke
empat dari RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005 - 2023 seclanjutnya akan
menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Dacrah (Renstra PIDY sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah, dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] dan Rencana Kerja [Renja)
Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan. RPJMD
Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 juga telah berpedoman pada RPJM
Masional 2020 - 2024 dan RPIJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 -

2023,

Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RPIJMD Kabupaten Barmu 2021 - 2026 didasarkan pada

scjumlah landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara
Negara wyang Bersih dan Bebas dari Korapsi, Kolusi dan
Nepotisme ([Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3831)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Komapsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NMomor 42350);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 MNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421};
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66];
Undang-Undang MNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang [Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4T725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846];
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3059) schagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65373]);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S066),
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 MNomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398]);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 MNomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 35387),
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3];

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6374), scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 657.3);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 danjfatau dalam Ranghka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian MNasional
dan/fatau Stabilitas Sistemm HKeuangan ([(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 64835);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Ewvaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor S887)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Peranghkat Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Linghungan Hidup Strategis [Lembaran Megara



1.

22,

23.

24.

25.

26.

a7.

28,

29,

30.

3l1.

RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
1-8

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 594 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah MNomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Momor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 MNomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 617 8);
Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
6322);

Peraturan Pemerintah MNomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Momor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..... I
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden MNomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172 );
Peraturan Presiden Momor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
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Peraturan Presidem Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah MNasional Tahun 2020 - 2024
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengamisutamaan Gender Di Daerah,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri MNomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender D Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam MNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri MNomor 80 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri MNomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Linglkungan Hidup Strategis (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita MNegara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1340);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah |(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daecrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinai Sulawesi Selatan
[Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Seclatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 [Lembaran Daecrah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Prowvinsi
Sulawesi Selatan 248), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinei Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Dacrah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Sclatan Neoemor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 (Lemmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayvah Kabupaten Barmu Tahun 2011-2031
[Lembaran Daecrah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas
Garongkong Kabupaten Barmu [Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Nomor 1};
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47. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD] Kabupaten Barmu Tahun 2005-2025
[Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Daecrah Kabupaten Barru Nomor B8], scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barmu Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Momor & Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ([RPJPD)
Kabupaten Barma Tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2018 Nomor 4);

48. Peraturan Daerah HKabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 13);

49, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan [Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 3);

50. Peraturan Daecrah Kabupaten Barru Nomor & Tahun 2020 tentang
Kabupaten Layak Anak [Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2020 Nomor 6).

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barmu Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1).

Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan MNasional, Rencana Pembangunan Janghka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 — 2026 merupakan
bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari segl waktu dokumen perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu
dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan
RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan
Renstra-PD, serta janghka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan
pembangunan dacrah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :
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Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

i TaHirg

Sumnber : Permendagr B86Twhun 201 7

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barmu Tahun 2021 - 2026 2 yang
merupakan penjabaran dari wvisi, misi dan program Kepala Daerah terpilih
dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Masional 2003-20235,
RPJMN 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Perubahan
Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023, RTRW Provinzsi Sulawesi Selatan, serta
Rencana Tata Ruang Wilayah HKabupaten Barma Tahun 2010-2030.
Seclanjutnya agar RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 — 2026 sclaras  dan
scjalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan
telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
RPJMN yang berhubungan dan atau mempengamhi pembangunan dacrah. i
samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Tabel 1.1

Hubungan Visi Misi RPJM Nasional Tahun 2020-2024 RPJMD Perubahan
Prowinsi Bulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPIJMD Kabupaten
Barmu Tahun 2021-2026

Visi Misi. RPJMN 2020- Visi RPJMD Perubahan
2024 "Terwujudnya Provinsi Sulawesi

Indonesia Maju yang Selatan Tahun 2018- Visi RFJMD Eabupaten Barrm Tahun
Berdaulat, Mandiri, dan | 2023 : Sulawesi Selatan | 2021-2026 : Habupaten Barrn yang
Berkepribadian yang Inovatif, Produktif, | Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan
Berlandaskan Gotong Hompetitif, Inklusif, dan Bernafaskan Keagamaan
Royong” Berkarakter

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan
kualitas pelayanan bidang
pendidikan, keschatan dan
pelayanan dasar lainnyva
[PN.L){PP.4)

1. Mewujudkan

1. Peningkatan Kualitas Pemerintahan vang
Manusia Berorientasi Melayani

dan Inovatif [PM.5;6;7)
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2.

Struktur Ekonomi yang
produktif, mandiri, dan
berdaya saing

R

Mevwujudkan
Infrastruktur yang
berkualitas dan
aksesibel [PMN.3)

2. Menciptakan lingkungan yang
kondusif serta pengembangan dan
penguatan seni budaya lokal (PN.T)

. Pembangunan yvang

merata dan berkeadilan

. Mewujudkan Pusat-

pusat pertumbuhan
ekonomi baru yang
produktif (PMN.2)

3. Meningkatkan Pemerataan
Pembangunan infrastruktur untuk
mendulung pertumbuhan ekonomi
melalui pemanfaatan sumberdaya
lokal (PH.3){PP.2]

. Mencapai lingkungan

hidup yang
berkelanjutan

. Mewvujudkan kualitas

MANusia Vang
kompetitif, inkhusif dan
berkarakter (PN. 1]

4. Meningkatkan daya saing menuju
kemandirian ekonomi dasrah yang
berkualitas dan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan [PN.2)[PP.3]

: o Mcnmgh:',a.ﬂcm : 3. Mewujudkan Pemerataan

3. Kemajuan budaya yang perciiackieitein el chiyl Pendapatan, pembangunan antar
rpeet maing prochil wilayah dan penan langan
kepribadian bangsa sumberdaya alam yang k:m:;.Elk_'i]'l.ELl.'!l 1];;! 3 EEH

berkelanjutan (PN.4) )
6. Mewujudkan tata kelola

6. Penegakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih
hukum yang bebas (good and clean governance) serta
korupsi, bermartabat, layanan publik yang akuntabel
dan terpercaya berbasis teknologl informasi

[PN.G){FP. 1)
7. Perlindungan bagi 7. Mewujudkan masyarakat yang

scgenap bangsa dan
memberikan rass aman
pada seluruh warga

berakhlak mulia yang menjunjung
tinggi nilai-nilai agama
[PN.5;6; 7){PP.1]

Dokumen

RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 -

Sumber : Dokumen RPJMN Tahun 2030 - 2024 doan RAIMD Perubahan Prov.Seisel Tohun 2018 - 2023
Keterangan = PN {Prioritns Nasional), PP (Prioritas Provinsi

2026 ini telah

memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM
Masional dan juga Dolkumen Kajian Linglomgan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Tahun 2021 - 2026. KLHS merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan
dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026,

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (2], Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : [a]
rencana tata ruang wilayah [RTRW)] beserta Rencana Rincinya, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJF], dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah [RPJM) MNasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan (b} kebijakan,
rencana, danfatau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan hidup. Pelaksanaan KLHS didasarkan pada Peraturan
Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS,
vang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2018 untuk memberikan Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
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Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daecrah, secbagai upaya untuk Iebih mengarshkan pemenuhan amanat
universal yang tertuang dalam Sustainable Development Goals |(SDGs)/ Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan [TPB], maka KLHS berfungsi schagai dokumen
vang mengkaji dan memastikan bahwa indikator SDGs,/TPE tertuang dalam
dokumen penyusunan EPRJMD Kabupaten Barmu Tahun 2021 - 2026.

Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD) Kabupaten

Barru Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan

RPJPD Kabupaten Barmu Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati yvang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas

daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
Adapun tujuan penyusunan RPFJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 -

2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagal pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra
Perangkat Dacrah.

2. Sebagal pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk
satu tahun.

3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAFPED).

4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Barru.

5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung
aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas
pembangunan daerah.

6. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten
Barru berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas
nasional yvang ditetapkan dalam RPJMN.

T. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target
kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian

tjuan dan sasaran pembangunan daerah.



1.5

RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
1-15

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan REPJMD Kabupaten Barmu Tahun 2021 - 2026
disusun dengan sistematika sebagaimana tertuang dalam Lampiran C.2
Penyajian Dokumen RPIJMD pada Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Ewaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut :
EBAB I. PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan penyusunan REPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 -
2026,
EBAE II. GAMBARAN UMUM EONDISI DAERAH
Bab ini menjelaskan dan menyajikan sccara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi
serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab ini berisikan
tentang Aspeck Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat,
Aspeck Pelayanan Umum, serta Aspek Daya saing Daerah.
BAB III. GAMBARAN EEUANGAN DAERAH
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap
pengelolaan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan
pembangunan daerah. Bab ini berisikan tentang Kinerja Keuangan masa
Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Serta Kerangka Pendanaan.
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab Permasalahan dan isu strategis daerah memuat berbagai permasalahan
pembangunan dan  isu  strategis yang akan menentukan  kinerja
pembangunan dalam 5 [lima) tahun mendatang. Penyajian Permasalahan
dan isu-isu strategis daerah pada bab ini terdiri dari Permasalahan
Pembangunan Daerah dan Isu Strategis.

BAEB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta
perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai kepala dan wakil
kepala daerah Kabupaten Barmu hingga akhir periode RPJMD ini.
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BAE VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam
mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan
kebijakan dalam rangks pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing
strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan
daerah menggambarkan kepaduan program priorites terhadap sasaran
pembangunan melalui strategi yvang dipilih.

BAE VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta
seluruh  program wyang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah
beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat dacrah penanggung
jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daecrah dan wakil kepala dacrah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU] daerah dan indikator kinerja penyelenggarsan pemerintahan
daerah yvang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci {IKK)] pada akhir
periode masa jabatan.

BAB IX.PENUTUP

Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani
kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah
dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian
target kinerja vang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH
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BABII
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Barru

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barmu adalah salah satu dari 24 Kabupaten Kota yang

terdapat di Provinai Sulawesi Selatan. Kabupaten Barmu merupakan jalur
perlintasan trans sulawesi yang terletak di pesisir pantai Barat Provinsi
Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 Km arah utara Kota Makassar dengan
luas 1174,72 Km2.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2021

2y el
Sumber; Bappedo Kab. Barru Tohun 2021
Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di

Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas-batas wilayahnya

masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan
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tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Barma sebagai beriloat:
-  Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
-  Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
-  Scbelah Barat dengan Selat Makassar

Secara administratif Kabupaten Barma terbagi atas 7 (Tujuh) Kecamatan
yvaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru
(Tbukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Hecamatan Mallhusetasi,
Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15
Kelurahan dan 40 Desa yvang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa
. Kabupaten Barru Tahun 2020

731101 Tanete Riaja =] 1 174.29 . 1483 35.7032
731102 Tanete Rilau B 2 79,17 6,74 37. 788
731103 Barru 5 3 199,32 16,97 44,746
731104 Soppeng Riaja 5 2 78,90 6,72 18.548
731105 Malhusetasi 3 3 216,58 1B.44 27.746
731106 Pujananting & 1 314,26 26,75 13.355
7Aal1107 Halusu 5 I 112,20 9,55 19.507

."'.-'rl.r.rrnllmr Kﬂbll’pl'l:l!‘]‘l:- E-a.rruﬂ-m'n'm -"'I.n;gl'mlil'nm:r:l 2‘5:2
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan Pujananting adalah
kecamatan yvang terluas di Kabupaten Barru vakni seluas 314,26 Km2 atau
scbesar 26,75% dari total wilayah Kabupaten Barmu, sementara Kecamatan
Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Barru
yvakni hanya seluas 78,90 Km3 atau sebesar 6.72% dari total wilayah
keseluruhan.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Barm terletalk diantara koordinat
470.5°35"-4"47353"LE,119°35300"-119"49"16"BT. Kabupaten Barmu mempunyai
wilayah vang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah
dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barmu terbentang daerah
dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas
permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan seclat
Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0 — 20 meter di
atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barmu memilikd
kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga

bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - »40%.
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2.1.1.3 Topografi

Topografi mermpakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang
untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbulkit
memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi
yvang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Secara topografis, Kabupaten
Barru mempunyai wilayah bervariasi yvang terdiri atas wilayah laut, dataran
rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0-1.700
meter diatas permukaan laut [(mdpl]. Keadaan wilayah Kabupaten Barru
berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang dibagi dalam 5 (lima)
kriteria yaitu 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m dan z 1000 m
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan Laut
Kabupaten Barru Tahun 2021
E I 5 & g . iy e

Tanete Riaja 1.132 4547  6.082 5153 5 17.429

1

2 Tanete Rilau 3.B30 2113 1.974 - - 7917
3 Barru 3.454 3113 9.363 1.BD6 196 19.932
4 Soppeng Riaja 3.137 1.171 2771 811 o 7.B90
=3 Alahysetasi 2.583 2.4 11.10:0 5.575 = 21.658
L] Pujananting 275 21.723 8 368 1.060 31.426
7

Balu=u J.411 1.428 5.003
Sumber - Knbupaten Borru Dolom Angicn Tahinn 2021
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase luas wilayah yang

paling besar adalah wilayah dengan ketinggian antara 100-300 m yaitu
sebesar 58.016 Ha sedangkan vang paling sedikit adalah wilayah dengan
ketinggian z 1.000 m yaitu sebesar 1.842 Ha Secara spasial dapat dilihat pada
gambar berikut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2021

Sumber: Buppeda Kab. Barru Tahun 302 1
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Selanjutnya keadaan wilayah Kabupaten Barmru berdasarkan kemiringan
meliputi 4 (empat) kriteria yaitu kemiringan 0-2%, 2-15%, 15-40%, >40%,
sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Keadaan Wilayah Berdasarkan iri Barru Tahun 2021

5,552 3.299 17,429

1
2 Tanete Rilau 1,159 3,369 2,B57 532 7917
a Barru 1.458 7,538 7.B72 3,064 19932
4 Soppeng Riaja TE&E 3,419 2,687 996 7.820
5 Malusetasi 611 4,360 9.371 7316 21,658
& Pujananting 239 5,730 15,718 9,739 31,426
T Halusu 1,084 4 D00 4,764 1,372 11,220
TOTAL 5,032 117,472

33,968 51,254 26,318

Sumber Kalaspaien Besru Dolam Angka Tahun 2021
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barru
berdasarkan kemiringan tanah/lereng lebih didominasi oleh wilayah dengan
kemiringan antara 15%-40% yaitu scbesar 43,60%, sedangkan yang paling
sedikit yaitu dengan kemiringan antara 0-2% hanya sebesar 5.053%. Secara
spasial kemiringan lereng wilayah HKabupaten Barru dapat dilihat pada
gambar berikut.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2021

Sumber : Bappeda Kab. Barre Tahun 2021
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2.1.1.4 Geologi

Pegunungan yang ada di Kabupaten Barmu sebagian besar merupakan
batuan gunung api yvang bagian selatannya lebih tinggi, tetapi ke utara
menyempit dan merendah. Secara bersama batuan itu menyusun Formasi
Camba yang tebalnya sekitar 5.000 m. Sebagian besar pegunungan terbentulk
dari Formasi Camba yvang menindih tak selaras Formasi Tonasa.

Terobosan batuan beku yang terjadi di Kabupaten Barru semuanya
berkaitan erat dengan kegiatan gunung api. Bentuknya berupa stok, sill dan
retas, bersusunan berancka dari basal, andesit, trakit, diorit, dasit dan
granodiorit yvang diperkirakan berumur pada kiasan Miosen Akhir.

Endapan Holosen yang luasannya berupa endapan aluvium, danau dan
pantai terdiri atas lempung, lanau, lumpur pasir dan kerikil di sepanjang
sungai besar dan di sepanjang pantai. Endapan pantai setempat mengandung
sisa kerang dan batu gamping koral. Secara umum endapan aluvium terdapat
di sebelah barat atau pesisir pantai dari daerah Kabupaten Barru.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Barra

PETA QRO OaGa
EABURLTEM BARRAL

Sumber : Buppeda Kab. Barru Tohun 2021
Struktur regional Kabupaten Barmu terdiri atas struktur lipatan dan

struktur sesar dimana struktur lipatan adalah suatu bentuk deformasi
pada batuan sedimen, batuan wvulkanik dan batuan metamorf yang
memperlihatkan suatu bentuk bergelombang dan struktur YANE
berkembang di Kabupaten Barmu adalah struktur sinklin. Sedangkan

struktur sesar merupakan suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami
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pergeseran schingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang
berhadapan dan arahnya sejajar dengan bidang patahan. Secara spasial
peta geologi Kabupaten Barma dapat dilihat melalui gambar diatas.
Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat tektonik inilah yang
menyebabkan potensi pertambangan di Kabupaten Barru sangat besar dari
segi bahan galian batuan, mineral dan logam. Bahan galian yang bernilai
ckonomis tersebar dari Utara hingga selatan daerah Barmi. Kromit ditemukan
dalam batuan ultrabasa di timur Barm, terutama pada bagian yvang berlapis
berupa lensa, tanah pelapukannya mengandung apungan kromit. Khusus di
sebelah Selatan daerah Barmu di Kecamatan Pujananting dan Tanete Riaja

potensi bahan galian yang bemilai ekonomis banyak dijumpai antara lain:

emas, galena, mangan dan batubara.

Gambar 2.5
Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barma Tahun 2021

Sumber: Boppeda Kab. Barru Tahuan 202 1

Tabel 2.4
Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan Kab.Barru Tahun 2021
= ST 5 S iy P = A R TR s e e e R T A e S S e S L e e T e m el Ty S L e Ty S e
Batubara, kromit, batugamping, pasir kunrss, marmer,serpentinit, tanah

: Taciedn Hing lint, batupnasir, pasir, dan batu sungai

2 Tanete Rilan Pasir besi, pasir sungai. tanah list den serpentinit

3 Barru Bamgamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu Sungai

4 Soppeng Riaju Pasir dan batu sungai

5 Mallusetasi Tras, pasir besi dan batu sungai
Bl e e e
T Balusu Batugamping dan tanah limt

Sumber - Bappeds Kab. Baru Tohun 2027
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Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan

daerah Barm, seperti yang terlihat pada tabel 2.4.

Jenis Tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4

[Empat] bagian yvang terscbar di beberapa Kecamatan yaitu :

a.

Jenis Tanah Alavial Muda, dari bahan induk Aluvium, tekstur
beranekaragam dengan kesuburan sedang hingga tingei.
Penycbaran jenis tanah ini di daerah daratan Aluvial Sungai, daratan
Aluvial Pantai dan di daerah cekungan [depresi). Jenis tanah ini
meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan
terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.

Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk
batuan beku atau batuan sedimen keras, solum dangkal, tekstur
beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya
di wilayah dengan tofografi berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barr
jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja
vang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barma.

Jenis tanah Regosol meliputi 35,12 persen dari luas wilayah
Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini
masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal dari
bahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng
volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk- gumuk pasir.
Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur
keras (Limestone] dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur
umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di
Kabupaten Barmu jenis tanah mediteran ini meliputi 2768 persen
terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

Dari ke empat jenis tanah tersebut, digambarkan dalam tabel berilout.

Tabel 2.5
Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2021
1. Aluwvial 14.659 12,48
2. Litosaol .43 24 72
% Regosaol 41.254 35,12
4.

editeran 32.516 27,68

Sumber : Knhiipaten Bermu Dolom Angka Eobupaten Barm Tahen 2021

Dari tabel diatas, diantara ke 4 (empat] jenis tanah, yang memiliki

persentase terbesar adalah Regosol sebanyak 35,12% dan terkecil adalah

Aluvial sebesar 12 48%.
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2.1.1.5 Hidrologi

Air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hajat hidup manusia
maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru
vang dapat dimanfeatkan wuntuk kehidupan adalah air hujan, air
permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain
aimya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga
sungai-sungai vang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air ([PLTA)
dan untuk budidaya perikanan. Berikut data sungai yang mengalir menurut
lokasi:

Tabel 2.6
Bunga.'l. M:nga.llr Mcnu.:ur. I..ukasu Kahupatcn Ba.rru: Tahun 2021

Wo  NamaSungai  Panjang ~ Lokasi  Ketinggian  Kerendahan

1 Lisu 38 Km Tanete Riaja 4 M 3M
2 Jampue 20 Km Barru 45 M IM
3 Nepo 1B Km Mallusetasi 35M 25 M
% Lampoko 18 Km Balusu 4 M 25 M
5 Mamuba 23 Km Mallusetasi 3 M 2M
G Woesmi 24 Km Tanete Rixjn 4 M 25 M

Sumber - Kobupaten Barru Dalam Angka  Kabupaten Bormu Tahun 2021

Untuk menentukan status daya dukung air di Kabupaten Barmu yaitu
dengan menghitung selisih antara jumlah ketersedisan air dengan jumlah
kebutuhan air di Kabupaten Barru. Ketersediaan dan kebutuhan air pada

sctiap Kecamatan di Kabupaten Barm dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabu t::n Barru Tahun 2020

: = Estersediaan Air n Afr Imhhhin
No Hecamatan e {m3)

Tanete Riaga

195.661.363 46

81.654.160,28

114.007.203,18

Tanete Rilau

BT. 76637869

50.709. B50,85

37.056.527 64

3 Barru 231.B06.923 49 TB.743.615,956 153.063.307 .53
4 Soppeng Riaja 119.005.762.91 35.9461.5032,11 B3.544.260,80
5 Mallusetasi 264.204 914 68 45.266 824,14 21B8.938.090,54
] Pujnnanting 368 . B10.276 56 SE.609 474 BB 310.110.801,69
7  Balusu 159. T46.620,21 41.699.448 62 11B.047.171,59

Sumber : Dinas Linghungon Hidup Kab. Barma Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan
hidup untuk menyediakan air dari setiap Kecamatan tertinggl di Kecamatan
Pujananting dan terendah di kecamatan Tanete Rilau. Kebutuhan air dalam

perikehidupan manusia dibagi menjadi 2 yaitu kebutuhan air untuk lahan
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dan kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan air
tertinggi di Kabupaten Barma yaitu pada Kecamatan Tanete Riaja sebesar
81.654.160,28 m? disebabkan tingginva kebutuhan air untuk lahan pada
Kecamatan tersebut waitu 79.542.630,68 m® sedangkan kebutuhan air
terendah yaitu pada Kecamatan Soppeng Risja scbesar 35.461.502,11 m?
dengan kebutuhan air untuk lahan sebesar 332.971.534,11 mi.

Pada tabel diatas juga diketahui bahwa masih terdapat selisih daya
dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air di Kabupaten Barru
dengan kebutuhan air bagi perikehidupan penduduk pada setiap Kecamatan
di Kabupaten Barmu schingga dapat disimpulkan bahwa status daya dukung
penyediaan  air bagi penduduk Kabupaten Barmu belum terlampaui pada
setiap kecamatan. Berdasarkan jumlah ketersediaan air di Kabupaten Barru
(123.237.206,00 md), jumlah populasi penduduk maksimal vang dapat
didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Kabupaten Barru adalah
12.151.281 jiwa populasi, masih surplus sekitar 11.969.008 jiwa populasi
penduduk dari total penduduk eksisting tahun 2019 sebanyak 182.373 jiwa.

Gambar 2.6
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barma

| PETA BTATUS DAYA DUKLNG PENTEDUAAN AR .
HABUPATEN BARRL '
T e =i L

e Py -

=
-5
-

Sumber: Dinas Linghungon Hidup Kob, Boeerw (2021)
Pada gambar disamping menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah
yvang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampauan alam
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menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang
digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat
diwilayah tersebut. Rincian hasan status daya dukung wilayah penyediaan
air disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barrua

Status Luas wilayah Luas Wilayah tidak

— Batas (Ha) Pe)  (Ha) ]
Tanete Riaja 1.343.976 1.296. 795 17.205 18 B5.B 2 B52 BE 14,2
Tanete Rilau 4654.133 395.121 4.321.,40 64,3 2.510.53 37,
Barra 1.8B12.225 1.730. 508 16,187 B2 B0, 1 4.0025.20 199
Soppeng Riaja OR4.197 945057 6.579,90 Bl1.5 1490 69 185
Malhisetasi 2.560.383 2.508 465 . 540.56 919 1.836.05 8.1
Pujananting 3.601.8BB7 3.576.145 J0.813.B0 a7.8 BE1,26 232
Balusu 1. 384 SB0 1.347.65T7 B.751.68 79,5 2.25507 20,5
Tetal 12.151.381 11.803.748 104.00034 87,0 1565168 130

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2027

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap Kecamatan
di Kabupaten Barru scbagian wilayah dalam kecamatan tersebut sudah tidak

mendukung sebagai fungsi penyedia air.

Klimatologi
Untuk jumlah hari hujan dan curah hujan Kabupaten Barma pada
tahun 2016 s/d 2020 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut.
Tabel 2.9
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Barma Tahun 2016 - 2020
TAHUN :
- VIRAIAR 2016 2017 2018 2019 2020
1 Curnh Hujan {mmj] 3316 3.392 3.529 1.BO4 3.136
2 Hari Hujan 163 165 168 105 152

Sumber : Knbupaten Borme Dalom Angka Tahen 2021

Sedangkan jumlah hari hujan dan curah hujan menurut bulan

sepanjang tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.10
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menumit Bulan Tahun 2020
Curah Hujan
No. Bulan Hari Hujan (mima)
1 Januari - -
2 Februari 16 511
3 Maret 16 248
% April 21 342
5 Mlei 13 258
6 Juni 10 B9
[

Juli 12 110
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No. Bulan Hari Hujan “"“! , “"“,,
B Apustus 2 2B
9 September T 3B
10 Dktober 10 349
11 Movember 15 235
12 Desember 30 928

Sumber ;: Kobupoten Baru Dalom Angka Tahun 202
Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pola miang wilayah merupakan rencana terhadap karakteristik
dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang
meliputi alokasi pemanfaatan ruang, kawasan budidaya, kawasan lindung,
serta kawasan perkotaan dan pedesaan. Luas arahan kawasan budidaya

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
~ Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru TahL}E‘L 2020

1 Hutan Produksi 17.290,03 14,52
2 Huton rakyat 5.923 .35 4,97
3 Kowasan Budidaya Perikanan 2.682.69 225
Tambak 2.682.69 2,25

4 Kowasan Budidaya Perlkeebunan 14 046,91 11,73
Perkebunan 14.046,91 11,79
Kownsan Budidaya Pertanion 19 B0, 78 16,69

5 Pertanian lahan basah 14.322,14 12,02
Pertanian lahan kering 1.7B5.70 1,50
Holtikultura 3.772.94 3,17

: Kawasan Budidaya Peternakan 2.290,54 1,92
o Peternakan Besar 2.290.54 1,22
7 Kawasan Permukiman 3.771.64 3.17
Permmukiman 3.771,64 3,17
Kownsan Pertambangonm 1.490 56 1,25

? Pertambangan 1.490.56 1,25

Sumber Dot Bappedo Kobupaten Barru Tahun 2021

Kawasan budidaya dapat diartikan secbagai wilayah yang dapat
dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam
bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub scktor pembangunan yang
terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua
kriteria, waitu kriteria secktoral dan kriteria ruang Kriteria teknis scktoral
kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi
ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas
bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria rmuang kawasan budidaya
menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya wyang menghasilkan
nilai sinergi terbesar untuk kescjahteraan masyarakat dan tidak

bertentangan dengan kelestarian lingkungan.
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Sementara itu, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan hutan lindung juga
merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan
sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin
ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan
scbagaimana dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari :

. Kawasan hutan lindung yang memiliki skor = 1753, yang merupakan
penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap
erosi dan kemiringan lereng. Belain itu kawasan ini meliputi pula
wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut.

» Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa.

. Kawasan sempadan sungai dan danau.

Secara keseluruhan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru seluas
51.969,00 hcktar dan hutan produksi terbatas seluas 17.879 hektar. Secara
lebih rinci luasan kawasan hutan lindung berdasarkan kecamatan di

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
L_uas h’.a.we_m-a.n Hutan Menurut Kl:c_a.mam:n Kabupa.tcn Barru Ta.h1_.1.n .?DEQ
1 Tanets Riaja 3.539,00 B.350,00
2 Tanete Rilan L1] 2. 1EB,00 2.1B8 00
3 Barru 3.272,00 T.057,00 10.329,00
4 Soppeng Riaja 972 1.543,00 2.515.00
3 Mallus=insi 14 16.309,00 16.323,00
6  Pujananting 4. 305,00 19.665,00 23.970,00
7 Balusu 4.505,00 1. 668,00 6.173.00

Sumber Data : Kabwpaiern Bormi Dalom Angloa Tohuen 2021

Sedangkan kawasan perlindungan setempat terdiri dari beberapa
kawasan sebagai berikut:

- Kawasan sempadan pantai ditetapkan berdasarkan pesisir pantai
Kabupaten Barm sepanjang 78 Km yang terdistribusi pada lima
kecamatan, yakni Kecamatan Barmi, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan
Soppeng  Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan
Balusu.

- Kawasan sempadan sungai ditetapkan pada Sungai Barm,

Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai



RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
n-13

Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka,
Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Jalanra.
Kawasan sekitar mata air ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau,
Kecamatan Barmu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu,
Kecamatan Tanete Riaja, HKecamatan Pujananting dan Kecamatan
Mallusetasi.

Kawasan lindung spiritual ditetapkan di kawasan
perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah Kecamatan
Pujananting.

Kawasan rtuang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan [RTHKF] wang ditetapkan menyecbar dan
seimbang dengan memperhatikan fungsi eckologis, sosial budaya,
estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau
publik paling sedikit 20 persen dan Ruang Terbuka Hijau privat paling
sedikit 10 persen dari luas kawasan perkotaan wyaitu PKW, PEKLp
dan PPK.

Kawasan lindung wang sclanjutnya adalah Kawasan Suaka Alam,

Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari :

-

Kawasan pantai berhutan bakau, dengan luasan kurang lebih
343,783 Ha, ditetapkan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan
hiasan kurang lebih 26,322 Ha, sebagian wilayah Kecamatan
Soppeng Riaja dengan mhasan kurang lebih 86,804 Ha, sebagian
wilayah  Kecamatan Bahlhisu (termasuk Pulau Panikiang) dengan
luasan kurang lebih 200078 Ha dan scbagian wilayah Kecamatan
Barmu dengan luasan kurang lebih 30,579 Ha.

Kawasan taman wisata alam, ditetapkan di Pulau Dutungan,
Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi Kecamatan Mallusetasi.
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di
Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu,
Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja,
Kawasan Momnumen Garongkong  di Kecamatan Barru dan
Kawasan Pendidikan Pesantren Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja.
Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah.

Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah

[CAT) Barru di schagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah

Kecamatan Balisu, secbagian wilayah Kecamatan Barru, scbhagian wilayah

Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.
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Untuk Kawasan Budidaya adapun Pengembangan wilayah Kabupaten
Barru diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWHN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
[RTRWPF] Bulawesi Selatan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah [(RTRW)
Kabupaten Barru. Hal ini guna mewujudkan ruang Kabupaten Barra yang
produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan.

Secara hierarki sebagaimana disebutkan dalam UU Penataan Ruang
MNomor 26 Tahun 2007, telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat
perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Masional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah
(PEKW), dan Pusat Kegiatan Lokal [PKL). Wilayah Kota merupakan pusat
kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yvang sering disebut dengan beberapa
istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland dan lain-lain.
Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya vang akan
dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan
dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang
melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuahan wilayah antara lain adalah
kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan scbagai pusat
produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (Kl sebagai
pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
[KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPF) sebagai pusat pengembangan
jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional
[(PEN}, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai
pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Barmu Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-
2031, telah mengatur beberapa Potensi  pengembangan wilayah yvang
berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah. Diidentifikasi wilayah yang
memiliki potensi untuk dikembangkan secbagai kawasan budidaya seperti
perikanan, pertanian, pariwisata, industri, petambangan dan lainnya dengan
berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Adapun dari hasil telaah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barmu maka diperoleh potensi
pengembangan wilayah sebagai berikut.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan petermakan. Dalam Dokumen

RTRW Kabupaten Barru, Penctapan kawasan peruntukan pertanian, dibagi

kedalam beberapa kawasan schagai beriloat.
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a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri dari:
kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah
dengan luasan kurang lebih 14.5327.,07 Ha yang diarahkan pada
scbagian wilayah Kecamatan Balusu, scbagian wilayah Kecamatan
Barmu, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah
Kecamatan Pujananting, scbagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja,
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan schagian wilayvah
Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya  kawasan permuntukan
pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan sekitar
12.781,73 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu,
sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan
Malhisetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, scbagian
wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan
Tancte Riaja dan secbagian wilayah HKecamatan Tanete Rilaw.
Kawasan peruntukan pertanian  hortikultura dengan luasan
kurang lebih 6.305,99 [enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan
puluh sembilan} hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

b) Kawasan peruntukan perkebunan. Kawasan peruntukan
perkebunan terbagi dalam beberapa peruntukan. Pertama,
kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan
luasan kurang lebih 2.202 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, scbagian
wilayah Kecamatan Mallusetasi, scbagian wilayah Kecamatan
Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, scbhagian
wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan scbagian wilayah
Kecamatan Tanete Rilau. Kedua, Kawasan peruntukan
perkebunan kopi dengan luasan kurang Iehih 758 Ha,
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah
Kecamatan Barmu, scbagian wilayah Kecamatan Mallusetasi,
sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah
Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja
dan secbagian wilayvah Kecamatan Tanete Rilau. Ketign, kawasan
peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih
53.278 Ha ditetapkan di secbagian wilayah Kecamatan Balusu,
sebagian wilayah Kecamatan Barri, scbagian wilayah Kecamatan
Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, schagian
wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, scbagian wilayah Kecamatan
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Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilaw.
Keempat, kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao
dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Balusu, secbagian wilayah Kecamatan Barma,
scebagian wilayah HKecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah
Kecamatan Pujananting, scbagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja,
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan scbagian wilayah
Kecamatan Tanete Rilau. Kelima, kawasan peruntukan perkebunan
kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 Ha ditetapkan
di scbagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan
Barru, scbagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, scbhagian wilayah
Kecamatan Pujananting, scebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja,
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah
Kecamatan Tancte Rilau.

c] Kawasan peruntukan peternakan, ditetapkan sebagai kawasan
peruntukan  pengembangan  termak besar dengan laas  sckitar
2.290,54 Ha, ditetapkan di secbagian wilayah Kecamatan Balusu,
sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan
Malhisetasi, secbagian wilayah Kecamatan Pujananting, secbagian
wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan
Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Sementara itu dalam dokumen EPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah

pengembangan untuk kawasan pertanian untuk wilayah Kabupaten

Barru diarahkan untuk sektor unggulan komoditas Tanaman Pangan

padi, sementara untuk komoditas peternakan diarahkan untuk

komoditas sapi potong,

Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

scbagaimana merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan

hiasan kurang lebih 17.879 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 4.505 Ha, scbagian

wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 3.272 Ha,

sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan Iuwasan kurang
lebih 14 Ha, scbagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan
kurang lebih 4.305 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja
dengan luasan kurang Ilebih 972 Ha, dan sebagian wilayah

Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.811 Ha.

Dan untuk pengembangan Kawasan peruntukan hutan rmakyat  di

Kabupaten Barru ditetapkan dengan luasan sekitar 3.923.35 Ha,
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berada di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah
Kecamatan Barma, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian
wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng
Riaja, scbagian wilayah Hecamatan Tanete Riaja dan secbagian
wilayah Kecamatan Tanete Rilawu.

Untuk pengembangan komoditas pangan jenis hortikultura, perkebunan
dan kehutanan masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan
konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan
masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun
juga harus didukung dengan komoditas pangan yang lain.

Gambar 2.7
Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru

Sumber - RTRW Boppeda 2021
Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya
perikanan merupaksn salah satu Sumber Daya Alam (SDA)] vang
menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan kawasan
perikanan di  Kabupaten Barmu diarahkan dengan  kebijakan
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pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidayva, khususnyva

pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan secbagai

komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan

pangan. Adapun Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di

dalam Dokumen RTRW terdiri dari:

a) Kawasan peruntukan  perikanan tangkap ditetapkan pada
wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir
dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut
Kecamatan Mallusetasi.

b] Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan diarahkan
pada; Pertarma, kawasan budidaya perikanan air payau dengan
komoditas udang dan bandeng ditetapkan disebagian  wilayah
Kecamatan Barma, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja,
sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, secbagian wilayah
Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete
Rilau kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Barmi, sebagian wilayah Kecamatan
Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan

sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, Kawasan
pengembangan minapolitan merupakan kawasan minapolitan
terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah

Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan

Mallusetasi.
c| Pelabuhan Pendaratan Ikan (FPPl} ditetapkan akan dikembangkan

di PP1 Polejiwa di Kecamatan Tanete Rilau.
Sementara itu dalam deokumen EPJMD Provinsi Sulawesi Sclatan, arah
pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan
diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)] Provinsi Sulawesi Selatan yvang meliputi
Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan
Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yvang
meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai,
Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar. Untuk pengembangan
kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya
laut wyang Ilokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten
Bantaeng, Jeneponto, Barmi, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone,
Bulikumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan
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pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau

dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwa Utara, Luwna, Wajo, Bone,

Buhikumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barmua, dan Kabupaten

PFinrang.

Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural

vang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan.

Kebijakan tersebut secjalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi

Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang

menctapkan kawasan industri di kawasan perkotaan yang berfungsi

scbagai pusat kegiatan wyaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan
kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan,

Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota

Makassar.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Barmu untuk Pengembangan

kawasan peruntukan industri terdiri dam :

a. Kawasan peruntukan  industri  besar merupakan  kawasan
industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete
Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barma.

b. Kawasan peruntukan industri sedang merapakan kawasan
industri pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di
schagian wilayah Kecamatan Barmu dan  schagian wilayah
Kecamatan Balusu.

c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan
aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan
perkotaan PELp dan PPK.

Sementara  untuk pengembangan  Kawasan Peruntukan Wilayah

pertambangan di Kabupaten Barra terdiri dari:

a) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan
batubara, yang meliputi : Pertama, wilayah usaha pertambangan
komoditas mineral logam berupa kromit ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Tanete Riaja, scbagian Kecamatan Barmu dan
sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, wilayah usaha
pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, galena dan
emas ditetapkan di scbagian wilayah Kecamatan Pujananting. Ketiga,
wilayah wusaha pertambangan komoditas mineral bukan logam
berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan di
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sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah

Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja,

sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan

Barru dan scbagian wilayah Kecamatan Pujananting. Keempat,

wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras,

kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan di

sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, scbagian wilayah

Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balasu,

sebagian wilayah Kecamatan Barra, sebagian wilayah Kecamatan

Tanecte Rilau, scbagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan

sebagian  wilayah Kecamatan Pujananting; wilayah usaha

pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja.

b] Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan
gas alam terdiri dari wilayah wusaha pertambangan panas bumi
vang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan
wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional

dalam mendukung pengembangan ckonomi nasional melahn

peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan yang inklusf dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah
pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran
wisatawan scbagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan
amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui
diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata

buatan. Pengembangan kawasan peruntulkan pariwisata di

Kabupaten Barru pada beberapa kawasan berikoat.

. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari :

v Kawasan Makam Pajung Tenri Lelcang, kawasan Makam Petta
Fallase-LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan
Masjid Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan
Makam Datu Maddusila To Appaswa dan kawasan Makam
Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;

v Kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H. M. Pudhail

dan kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;
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v Kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di
Kecamatan Mallusetasi;

¥ Kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting;

+ Hawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu.

Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari:

v Kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE,
kawasan Air Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan
Cek Dam Lajulo Indah di Kecamatan Barru.

¥ Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut
Mallusetasi, Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung
MatimbaoE, Bendungan LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang
di Kecamatan Mallusetasi.

v Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam
Batu SitonghkoE di Kecamatan Soppeng Riaja.

¥ Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting.

+ Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung dan Gua
Togenra di Kecamatan Balusu.

v Kawasan Waenungnge, kawasan Batu Mallopic, kawasan Air
Terjun Waesai dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete
Riaja.

¥ Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di

Kecamatan Tanete Rilau.

Sistem Perkotaan

Dalam Dokumen RTRW, Untuk Sistem Perkotaan di Kabupaten Barru

diuraikan sebagai berikut :

aj

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan
yvang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/THNI Negara
Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari; Kantor Komando Distrik
Militer Barru di Kota Parepare, Kantor Komado Rayon Militer di
Kecamatan Barmi, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu,
Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan
Tanete Rilan dan Kecamatan Pujananting, Kantor Kepolisian
Resort Barru di Kecamatan Barma, Kantor Kepolisian Sektor di
Kecamatan Barmu, HKecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balasu,
Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan

Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting.
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Kawaszan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu kawasan
yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa,
terdiri dari:

+ Hawasan perdagangan  skala kabupaten ditetapkan di
kawasan perdagangan Garongkong Kecamatan Barru,
kawasan perdagangan Palanro Kecamatan Malhisetasi,
kawasan perdagangan mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja,
kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan Balusu, kawasan
perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan
perdagangan Doi-doi Kecamatan Pujananting, dan kawasan
perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau.

v Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di
Kecamatan Balusu, Kecamatan Barma, Kecamatan Mallusetasi,
Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja,
Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.

Kawasan peruntukan perkantoran terdiri dari:

v Kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten
diarahkan pada kawasan perkotaan Barmu Kecamatan Barma dan
kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa
diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK dan PPL.

v Hawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada
kawasan perkotaan Barru.

Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri dari:

v Kawasan pendidikan dibagi atas kawasan pendidikan dasar
diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru,
Kecamatan Tanete Rilau, HKecamatan Mallusetasi, Kecamatan
Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja
dan Kecamatan Pujananting, kawasan pendidikan menengah
diarahkan pada kawasan PKLp dan PPK di Kecamatan Tanete
Rilan, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan
Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete HRiaja, dan Kecamatan
Pujananting dan kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada
kawasan perkotaan Barmu di Kecamatan Barru, kawasan
perkotaan Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasn
perkotaan PekkaE di Kecamatan Tanete Rilau.

v Kawasan peruntukan pelayanan  keschatan terdiri dari
puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada hkawasan

PPL di Kecamatan Barmru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan
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Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja,
Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting dan
pelayanan kesehatan skala regional berupa rmmumah sakit
diarahkan pada kawasan perkotaan Barm di Kecamatan Barr.

v Kawasan pcruntukan olahraga terdiri dari kawasan olahraga
skala kabupaten di arahkan di kawasan perkotaan Barm
Kecamatan Barmu dan hkawasan olahraga skala kecamatan
diarahkan pada kawasan FPK dan PPL secara proporsional.

e] Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman tersebar pada
semua wilayah dan secara spesifik dibagi menjadi dua kawasan
permukiman seperti diuraikan berikut ini.

a. HKawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa
kawasan permukiman wyang didominasi oleh kegiatan non
agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari
sumber dayva buatan seperti perumahan, fasilitas sosial,
fasilitas umum serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.
Kawasan ini ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru
Kecamatan Barru, Kawasan Perkotaan Palanre Kecamatan
Mallusetasi, Kawasan Perkotaan Mangkoso Kecamatan
Soppeng  Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete
Riaja, HKawasan Perkotaan Takkalasi HKecamatan Balusu,
Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilan, dan
Kawasan Perkotaan Doi-Doi Kecamatan Pujananting.

b. HKawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa
kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan
agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang
rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah
terbangun. Kawasan ini ditetapkan di scbagian wilayah
Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barrma,
scbagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, scbagian wilayah
Kecamatan Pujananting, scbagian wilayah Kecamatan
Soppeng Riaja, scbhagian wilayah Kecamatan Tanecte Riaja dan
scbagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Letak gerografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan
Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan
bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor,

kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barm
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tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan

Sulawesi, secara keseluruhan yvang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan

tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain :

1.

o1 ¥

Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di  pinggir
Selatan cekungan  Sulawesi, wujung Barat dimulai dari  Selat
Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa
vang terjadi dalam palhing ini adalah umumnya berasal dari kedalaman
dangkal dan menengah vyang didominasi oleh sesar naik (Thrust
Frault).

Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi
Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi
ini berpusat di tengah lautan dengan magnitude lebih besar dari 0.6
skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari 33 km), serta
gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu
sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami.

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi

tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Barr

terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan

bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kawasan rawan

ombalk besar.

1).

a

3).

Banjir
Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yvang cukup tinggi,
penggundulan hutan di hulu sungai, penyumbatan aliran atau saluran,
tidak berfungsinya tanggul, selokan air yvang tidak dapat menampung
derasnya/ besarnyva debit air pada musim hujan.

Tanah Longsor

Jenis tanah yvang terdapat di Kabupaten Barm terdiri dari tanah regosol,
mediteran, litosol, aluvial, secbagian tanah tersebut berpotensi
mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat
jenis  pergerakan  yaitu; aliran tanak dan  batu batuan, longsoran
atau tanah longsor, muntuhan atau tanah runtuh, amblesan atan
pergeseran  tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan
tanah tersebut antara lain :@: Topografi wilayah ([lereng,/ kemiringan);
Keadaan tanah, bebatuan, struktur perlapisan dan lainnya; Kandungan
air termasuk curah hujan; Vegetasi, flora dan penggunaan lahan.

Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yvang ekstrim dalam sejarah

[distribusi], khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi
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menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atan
vang menimbulkan korban jiwa manusia.
4]. Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April
sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran
masyarakat yvang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan
oleh masyarakat serta musim kemarau vang berkepanjangan.
5). Kekeringan
Kekeringan adalah kondisi dimana Ketersediaan air yang jauh di bawah
kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi
dan lingkungan.
Adapun wilayah di Kabupaten Barru yvang merupakan wilayah rawan
bencana dapat dilihat pada tabel 2.13.

Sesuai  amanah Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2007,
penyelenggaraan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPED) Kabupaten Barmu. Adapun tahapan
proses dalam upaya mengurangi risiko bancana di Kabupaten Barru dimulai
dari fase pra bencana. Tanggap damrat, pasca bencana dan juga dipengaruhi
beberapa hal waitu tingkat sinergitas antara organisasi peranghkat daerah
terkait, instansi lintas sektoral dan pihak dunia usaha dalam proses
pengurangan risike bencana. Juga dibutuhkan kelengkapan dokumen
perencanaan penanggulangan bencana.

Data kejadian bencana di Kabupaten Barmu menunjukkan perubahan
setiap tahunnya. Perubahan kecendrungan dapat dilihat dari frebkuensi
kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yvang memperlihatkan
kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Tingkat Bencana di Kabupaten Barru Tahun 2020

o L ol
1 Tanete Riaja 1.713 Ha 3,2Hn - 0.5 Ha 150 Ha 1866,7 Ha

2  Tanete Rilau 2.607 Ha - 1244 Ha - - 3851 Ho

3 Barru 2.45E Ha 1.5 Ha 333 Ha 0,13 Ha 65 Ha 2857,63 Ha

4  Boppeng Riaja 2289 Ha 2 Ha - 0.5 Ha 250 Ha 2541.5 Ho

5  Mallusetasi 1.197 Ha 0.5 Ha 456 Ha 0.6 Ha &0 Ha 1714.1 Ha

6 Pujamanting * 154 Ha 2 - ; 15,4 Ha

7  Halusu 3.220 Ha - 267 Ha - - 34B7 Ha

Sumber Data : Bodon Penongguimngan Benoann Daerch Takee 2021
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Tabel 2.14

Total Kecendrungan Kejadian Bencana di Kabupaten Barma

1. Banjir 2 3 4 2 2

2, Long=or 7 4 132 - 5

3, Angin Puting Beliung B 7 9 11 12

4,  Gempa - - - -

5. Gelombang Pasang 1 - - -

6. Kebakaran Hutan 3 = <]

7. Kekeringan ¥ - 1 1 1
“Total EE T ‘20 19

Sumber Data - Bodan Penonggulangan Benomna Doesroh Tahun 2021

Diari tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat kecendrungan

peningkatan / penurunan  kejadian  bencana di Kabupaten Barma dalam

rentang waktu tahun 2016 — 2020 yaitu :

1.

Bencana banjir yang diklasifikasikan ke dalam bencana Hydrometeorologi
ini cukup berdampak besar bagi wilayah Kabupaten Barmu hingga tahun
2020. Pada tahun 2016 dengan angka kejadian sebesar 2 Kejadian, pada
tahun 2017 dengan angka kejadian 3 Kejadian, pada tahun 2018 dengan
angka kejadian 4 kejadian, frekuensi tertinggi dicapai pada tahun 2018,
kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 scbanyak 2 kejadian.
Bencana banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di beberapa
bagian wilayah Kabupaten Barmu sehingga mengakibatkan luapan volume
air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau
melimpah dari bendungan sehingga air keluar dar sungai itu.

Bencana longsor adalah gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi
vang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai
tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.
Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor
pendorong dan faktor pemicu Faktor pendorong adalah faktor-faktor yvang
memenganihi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah
faktor yang menyecbabkan bergeraknya material tersebut. Di Kabupaten
Barmu pada tahun 2016 terdapat 7 kasus longsor dan menumun pada
tahun 2020 scbesar 5 kasus.

Bencana angin Puting beliung adalah angin yang berputar dengan
kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan
lama kejadian maksimum 3 menit. Angin ini dapat menghancurkan apa
saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati
terangkat dan terlempar. Di Kabupaten Barmu pada tahun 2016 terdapat
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6 kasus longsor dan meningkat secara signifikan sebesar 12 kasus pada
tahun 20200

Bencana Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar vang terjadi di
permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yvang
menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh
pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Kejadian gempa bumi tercatat
tidak pernah terjadi di Kabupaten Barru selama kurun waktu 5 Tahun.
Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah
pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak. Bencana gelombang
pasang terjadi hanya pada tahun 2016 sebanyak 1 kejadian.

Bencana kebakaran hutan adalah api yvang tidak terkendali di daerah
memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Kejadian kebakaran hutan hanya
terjadi pada tahun 2016 sebanyak 3 kejadian dan pada tahun 2020
scbanyak 6 kejadian.

Bencana Kekeringan disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami
hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah
hujan di bawah normal, sechingga kandungan air di dalam tanah
berkurang atau bahkan tidak ada. Kekurangan sumber air menjadi
penychab bencana ini. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sebanvak 3
kejadian.

Adapun gambaran wilayah relokasi bencana untuk 7 kecamatan yvang

telah ditentukan oleh BPFBD Kabupaten Barmu dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kabupaten Barru
Tanetes Riaja Longmor Lapangan Sepak Boln Ralla
Cuaca Extrim (Banjir, Angin Putting
P Ralls
Beliung, Gelombang Pasang) -
Kebakaran Pleg Marualka
Tanete Rilan Longar Lapangan Sepak Hola Pekkas

Cunca Extrim [Banjir, Angin Putting
Beliung, Gelombang Pasang)

SMA Aroppoe

Kebakaran Lapangan Sepak Bola Pancana
Lapangan Sepak Bola Sumpang
Harru Longsor s
Cunca Extrim (Banjir, Angin Putting SMA Lajulla

Beliung, Gelombang Pasang)

Kebaknran

MAN Magempong

Soppeng Rinjn

Longear

Lapangan Sepak Bola Mangkoso

Cunca Extrim (Banjir, Angin Putting
Beliung, Gelombang Pasang)

SMP 3 Siddo

Kebakaran

Lapangan Sepak Bola Siddo
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Bencana
b Balusu Longsor Lapangan Sepak Boln Taldn lnsi
Cunca Extrim [Banjir, Angin Putting
Belung, Gelombang Pasang) SMK Bulu Lampoko
Kebakaran Lapangan Sepak Bola Madello
G. Pujananting Longsor Lapangan Sepak Bola Doi Doi
Cuaca Extrim {Banjir, Angin Putting
Beliung, Gelombang Pasang) PGK Halln
Kebakaran SMP Diod Doi
T Mallhusetasi Longsor Laponngnn Sepak Hola Palanro
Cuaca Extrim [Banjir, Angin Putting
Beliung, Gelombang Pasang) SMEK Baojo
Kebakaran MAN Lakalita
Sumber Data - Badan Penangguelangan Benoona Daerab Tahun 2021
Gambar 2.8

Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barm

Sumber Data - Bodan Penongguiongen Bencana Doerch Tahen 2021

Pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir
adalah meliputi ekosistem yang di dalamnya mengandung unsur pengaturan
pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa
tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi
yang rapat dapat mencegah areca peningkatan aliran permukaan yang
menyebabkan banjir di hilir. Selain it bentuk lahan secara spesifik
berdampak langsung terhadap sumber bencana, secbagai contoh banjir

umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial.
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Gambar 2.9
Peta Kinerja Ekosistern Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
Banjir Kabupaten Barru Tahun 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barr (2020)

Secara umum di Kabupaten Barru lashan vang mampu
melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dapat
dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi - sangat tinggi),
kategori sedang dan kategori rendah [sangat rendah — rendah). Lahan yang
berpotensi tinggi - sangat tinggi dalam pengaturan pencegahan dan
perlindungan bencana banjir memiliki luasan sebesar 55.221 88 Ha atau
45,76% dari keseluruhan lahan di Kabupaten Barmu. Kategori sedang
seluas 2.211.43 Ha ([1.83%) dan kategori rendah sehuas 63.208 71 Ha
(32,41%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan
pencegahan dan perlindungan bencana banjir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Banjir di Kabupaten Barru Tahun 2020

i .1_1_ e S

Tancie 14.275,43
Toanete Rilan 577593

5.670,08
781,20

Barru 9.235,13 10.351,58  8,58%
Soppeng Riaja 4.362 31 350275 2,90%
Mallusetasi B.ATE,42 1370382  1136%
Pujaranting 1647252  13,66% 550,71 D4EY 1446283  1198%

el - B U ] ]

4 308 96

Pada tabel diatas memberikan informasi bahwa Kecamatan dengan

lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan
perlindungan bencana banjir dengan kategori tinggi (tinggi-sangat tinggi)
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yaitu Kec. Pujananting dengan luas 14.462,83 Ha (11,98%), sedangkan
kecamatan dengan lahan terluas wyang memiliki kinerja pengaturan
pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah [sangat
rendah-rendah) juga Kec. Pujananting dengan luas 16.472,52 Ha (13,66%:]).

Secara umum di Kabupaten Barma lahan yang mampu melakukan
pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dapat dibagi
menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggli — sangat tinggi), kategori
sedang dan kategori rendah [sangat rendah - rendah). Lahan yang berpotensi
tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor
memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha [19.24%). Kategori sedang secluas
69.603,17 Ha (57,60%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah -
rendah) seluas 235.340,68 Ha (21%). Rincian distribusi luas kinerja jasa
lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan
Bcnca Longsor di I{nhua. Barru Tsh 2020
S o iy : ' o I" e

B ' SR ...:_l._.. ~ |\=a}
10,12 5.623,57 2.31B8,74
3,26 1.775,40 147 1.322,78 L,10

12.205,75
3.933.75

T.423.08 6.15 0035, 90 BE.29% 2.794.05 232
2.639. 26 2,19 2. 793 47 2.32% 2 637 B 0,40
£.400.95 6,26 10.151.39 BA41% 4.124.27 3,42
16.354 80 13,56 737336 6.11% 1766, 90 544

2.286,06 1,89 3.806,72 3, 16% 4.913,9% 4,07

Sumber: Dinas Lingfoungan Hidup Koh. Barme Tahun 2021
Gambar 2.10
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2020

Sumber: hnas Lingiangom Hidup 2021
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan dengan lahan
terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan
bencana longsor dengan kategori tnggi (tinggi - sangat tinggi) yaitu
kecamatan Pujananting dengan luas 7.766,90 Ha ([6,44%) sedangkan
Kecamatan dengan lahan terluas wyang memiliki kinerja pengaturan
pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori rendah
[sangat rendah - rendah) yaitu kecamatan Tanete Riaja dengan luas 7.408.46
Ha [6,14%).

Untuk Fungsi Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Kebakaran dimana kinerja jasa pengaturan
pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa
chkosistermn didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastrubktar
alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana
khususnya kebakaran.

Secara umum di Kabupaten Barm lahan yang mampu melakukan
pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran dapat dibagi
menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi - sangat tinggi), kategori
sedang dan kategori rendah [sangat rendah — rendah). Lahan yang berpotensi
tingei dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran
memiliki lasan sebesar 25.698,16 Ha (19,67%). Kategori sedang seluas
69.603,17 Ha ([57,60%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah -
rendah) seluas 25.340,68 Ha [(21%).

Adapun rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan
pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran disajikan pada tabel
berikout.

Tabel 2.18
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Kebakaran di Kabupaten Barru Tahun 2020

Tancis Rinja " 91743  0.76% 13,358.00 1107 20165 O.17H

1

2  Tanete Rilau 0.00% 577503  4.79% 4T4.80 0.39%,
3 Barmu 7.73 0.01% 932740 T.65% 626.31 0.52%
4  Soppeng Riaja 433.52 0.36% 392879 3260 205.53 017
5  Mallusetasi 2,121.08  1LTé% 6,757.33  5.60%W 9438 0.08%
6 Pujananting 1,289,532 1.07% 1518300 1259%  550.71 0.46%
=

Balusu 0.0 4.208.956 3.49% 49.05 0.04%:

Suwmber: Dinas Lingkengaen Hidup Kab. Boere Tahun 2021
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Gambar 2.11
Peta Kinerja Ekosistern Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2020

e e
FERLETLESE FIECELARER § DS BCwhIaN §RNCAN AELALEAS '

i T

Sumber: Dinas Lingfongan Hidup 2020
2.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Barmu menunjukkan

adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun
periode 2016-2020 secbesar 1,74 persen, dimana Jumlah penduduk
Kabupaten Barru pada Tahun 2016 sebesar 173.163 jiwa meningkat menjadi
sebesar 187.392 jiwa pada Tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Barru

dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, seperti diuraikan

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19

I Taneie Riaja 11920 12409 Q11976 12467 12162 12715 12239 1L761 12,6495 13087 1388

1 Tanete Rilau 17044 17755 17079 17959 ITB&D 1E570 18031 1B.642 1B.639 19.149 20,14
3 Barmu 1957 10442 19933 200 10910 3231657 21,216 22061 22018 1278 2342

4  Soppeng Rinjn .18z BA77T B3IT B9} BATS 9337 ATE: 9400 8,044 G604 992

5 Mallusetnsi 12870 13456 12920 13448 133223 13745 1349 13751 13.700 l446  15.02

&  Pujananting 6.164 B3ID 63231 6.41% 6332 6569 6402 BELS 6,606 6.749 7.18

7  Hahmsu a771 o391 8812 D480 92 9708 9352 9BES 9441 [0.066 1046
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Data kepadatan penduduk Kabupaten Barmu berdasarkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan babhwa pada tabun 2020
dengan jumlah penduduk sebesar 187.392 jiwa, kepadatan penduduk
Kabupaten Barru sebesar 168 Jiwa,; Km?.

Distribusi penduduk di Kabupaten Barmu pada Tahun 2020 ini terlihat
sangat tinggi di Kecamatan Barmu yvalmi scbesar 44.746 jiwa atau 23 88%
penduduk, lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 37.788 jiwa
atau 20,17, Kecamatan Mallusetasi sebesar 27.746 jiwa atau 14.81%,
Kecamatan Tanete Riaja sebesar 25.702 jiwa atau 13,72%, Kecamatan Bahisu
sebesar 19.5307 jiwa atau 10,41%, Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 18.548
jiwa atau 9,90% dan Kecamatan Pujananting sebesar 13.355 jiwa atau 7, 13%.

Komposisi penduduk menumit umur dalam arti demografi adalah
komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur
dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

A. Usia belum produktif [ kelompok umur <14 tahun)

b. Usia produktif (kelompok umur antara 15 - 64 tahunj,

. Usia tidak produktif | kelompok umur > 64 tahun)

Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab.Barru

00-14 Tahun
1; [Usin MudnNon Produksi) 23.480 21.998 45478 24.23T%

2. 15-64 Tahun |Usia Produktif) 61.363 64.2TG 125.639 67 ,05%

=65 Tahun (Usin Tua/Noo
Produktif)

7.120 9.155 16275 B,69%

Sumber : Dinizs Kependusdukan dan Pencatatan S Kab. Barma Tahun J021

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih
didominasi oleh penduduk yang berusia produktif yaitu sebesar 125.639
Orang atau sebesar 67,05% dari total penduduk Kabupaten Barma.

Jumlah penduduk menurit jenis kelamin adalah penduduk yvang dibagi
menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki — laki dan perempuan. Struktur
penduduk menurut jenis kelamin disuatu wilayah dapat dianalisis dengan
menghitung rasio jenis kelamin (sex ratio] di wilayah tersebut. Rasio jenis
kelamin merupakan angka yang didapat dari perbandingan jumlah penduduk
laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam
kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terakit penyediaan lapangan
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kerja, sarana dan prasarana serta tingka kesejahteraan penduduk di wilayvah

tersebut. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat
pada tabel-tabel berikut.
Tabel 2.21
Eaam Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barmu Tahun 2016 s.d EDZU

No  Tahun i e I Rasio

= L P Total =

1 2016 B4.523 B&.640 173.163 95

v | 2017 B5.468 B9.403 174,871 96

3 2018 BR.213 92 396 180509 o9&

4 2019 B9.248 93.125 182.373 96

5 2020 91.936 95429 187.392 o6

Sumber : Dinas Kependudikan don Pencototon Sipdl Kob. Barre Tahun 3021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih

banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada

tahun 2020 yang sebesar 96 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 96

orang laki-laki.

Fumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sckelompok

orang vang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan

persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk mengetahui struktur penduduk

berdasarkan jumlah rmumah tangga pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Tahun 2016 - 2020

e Hecamatan 2016 2017 2018 2019 2020

731101 Tanete Rinjs 6.893 7.060 7.420 7.692 2.191
731102 Tanete Rilau 10.115 10,288 10958 11.308 11.874
731103 Harmu 11.719 12.044 12.803 13.321 14.033
731104 Soppeng Rinja 5.132 5.195 5.571 5.754 5.993
731105 Mallusetasi T.642 7.7T75 B.205 8438 B.893

731106 Pujonanting 3.547 3.621 3.8B6T 4014 4.242

731107 Balusu 5455 5.537 5.BE3 6.130 65.435
TOTAL 50.503 l‘.l..!:l.ﬂ um Ilail‘f 50.661

Su miber * Dhinns .hept'nduduknn dan Fencatatan Sl,m' Kab. Barru Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga di tiap

tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2016 sebesar 50.503 RT

meningkat sampai dengan tahun 2020 sebesar 39.661 RT.

Tingkat pendidikan

penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan

memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah

tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barmu pada tahun 2016 - 2020

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.23

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru
Tahun 2016 s.d 2020

2016 2017 2018 2019 2020
1 Belum Tidak Punya ijazah 55.531 55.401 59 606 60425 62,996
2 Tamat S0 54.094 54.012 54 136 54 058 54.021
3 Tamat SMP 23126 23.841 23.939 24.110 25.353
e Tamat SMA 29035 29,700 300832 30.573 31 .448
5 Diploma 2 631 2.6T6 2.734 2. T4 2.TBO
=1 Sarjana 51 B.265 B.TIG 0.432 o B4 10.143
T Sarjana 52 466 s09 558 590 630
=] Sarjana 33 14 17 az 24 21

Total 173.163 174.871 180.500 182.373 187.302

Sumber - Dines Kependudickan dan Penoatmon Sipd Kob, Berma Tohun 2021
Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan,

penduduk Kabupaten Barmru masih banyak yang belum memiliki ijazah yakni
scbesar 62.996 jiwa di Tahun 2020. Sementara untuk pendidikan tertinggi
yvakni strata 3 pada tahun 2020 hanya sebesar 21 Jiwa.

Berdasarkan pengelompokan umur tersebut dapat diketahui rasio beban
tanggungan (dependency ratio) yvang dapat digunakan untuk melihat angka
ketergantungan suatu wilayah. Rasio beban tanggungan adalah angka yang
menunjukkan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif dengan
penduduk usia produktif. Persentase rasio beban tanggungan (dependency
ratio] wyang rendah menunjukkan rendahnya beban yang ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produldtif
dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Tabel 2.24
_ Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 i:’:fh S 47712 44974 44776 45.478
g Jumish Peoduguk: usleGY 9500 13.562 15.285 16.340 16.275
tahun
Jumilah Penduduk Usia Tidak P
2
Sl ki 61.353 61.274 60.259 61.116  &1.753
4 t‘fl‘];’:l'_l“h Pendudule Usin 15-684 0 pnn 111493 120250 121257  125.639
5 Rasio ketergantungan (¥ 55,36 54,96 5011 50,40 49,15

Sumber : hnos Kependudukan dan Penminten Sipd Kob. Baru Tahoan 2021

Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah
bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas eckonomi
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dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor
produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat
dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi,
pengeluaran, dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku
dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB
nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode
penghitungan, dan bertujuan wuntuk melihat strukiur perekonomian
sedangkan PDRE atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan
PDREB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan
untuk mengukur laju pertumbuhan PORB (pertumbuhan ekonomi), angka
yangditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh pendapatan
yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam17
scktor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, scktor
Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor
Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, scektor Konstruksi, scktor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor
Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan
Asuransi, scktor Real Estate, scktor Jasa Perusahaan, sckitor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor
Jasa Pendidikan, sektor Jasa Keschatan dan Kegiatan Sosial, dan
sektor Jasa Lainnya. Untuk mengetahui nilai dan distribusi produk
domestik regional bruto (PDRE] menurut lapangan usaha berdasarkan
harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 25

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK)] Kabupaten Barru | Miliar Rupiahs. 2016 — 2020

TR o SN T S| 2 010 3030
 Fertanian, Kehutanan dan a0 o120 158131 165372 1.662,67
Perikanan
47 Freriambanmmn dan 11972 125,04 130,68 138,15 139,11
Penggalian
3 Industri Pengolahan 21267 222,58 232,09 253,70 247,14
4 Pengmdann Listrik dan Gas 5.34 5,70 6.10 6,39 6,80
Pengadann Air, Pengelolnan
5 Sampah, Limbah dan Daur 4.05 4,28 4.62 5,10 5,79
Ulang
6 Konstruksi 580,17 648,67 714,30 TES 792,83
Perdagangan Besar dan
7 Eceran, Reparasi Mobil dan 389,85 422,90 460,26 505.36 497,56
Bepeda Motor
gy (Teansporisa dan 569 08,83 111,50 126.16 112,19

Pergudangan
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i Tahun

Be Raptingen Dunha 2016 2017 2018 2010 2020
Penved Akommodasi o

9 A L R BRBI 39,17 43,32 48,28 48,24
Makan Minum

10 Imformast dan Komuanikas: 211,94 232,78 255,89 2E1.43 313,08
=

jy Moes - Kmangen dam  y1za7 117,76 120,72 124 64 137 94
Asuransi

12 Renl Estate 135,71 145,36 153,34 15582 160

13 Jasa Perusahaan 0,96 1,04 1.14 1,25 1,1E
Administrasi

14 Pemernntahan, Pertahanan 293,58 209,79 338,93 375,96 371,71
dan Jaminan

15 Jasa Pendidikan 158,64 165,05 173,78 166,48 195,61

g Juee o (Kescheban.  dan g 103,55 108,28 117.30 125,65
Kegiatan Sosial

17 Jasa Lainnya 2517 27,29 30,29 33,68 1,60

Jumlah FDRE

-uu,u'a.m,nt't.mu'mm;ﬂ.m

Sumber - Kabupaten Borru Dafom Angla Kabupaten Barre Tahun 2021

Berlaku [ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2016-2020

Tabel 2. 26
Produk Domestik Regional Bruto Menurt Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Tahun (Miliar)
2016 2017 2018 2019 2020
y FPerimnion, Kehutanan dan o p5p49 916234 233300 245899 2.582,15
Perikanan
g Forimsstnmn dan 906 192,71 20658 31909 22539
Penggalian
3 Industri Pengolahan 275,20 298 48 319,94 355,33 348,63
4 Pengadaan Listrik dan Gas 4,83 566 6,20 G444 6,84
Pengadnan  Air, Pengelolann
5 Sampah, Limbah dan Daur 5,14 566 6.1& 6,96 7,93
U
] Konstralesi 927 .52 1.042 34 1.221.39 1411,25 1.428,09
Perdagmngan Besar dan
7 Eceran, Reparasi Mobil dan 468 54 532,23 605,56 686,75 688, 31
Sepeda Motor
g Venosgmiteel danyam 67 152.01 173,04 197,96 181,39
Pergudangan
g  [Pemyprdien Ak O gy 56.88 63.73 73,23 75,78
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 227.09 257.98 289.39 322,33 359,36
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 168 B8 184.43 197,73 211,34 217,16
12 Real Estate 191,05 207 96 226,44 233.45 241,06
13 Jasa Perusahaon 1,28 1.36 1,51 1,74 1,67
Administrasi
14 Pemerintahan, Pertnhanan 43070 467 BB 533 .93 612 616,47
dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 20312 219,08 235,93 257,93 273,55
16 ‘loss Koechatan den Kegatan  yon 00 j3330 0 14543 162,08 1BOST
Sosial
17 Jasa Lainnya 36,97 41,64 47, ThH 549,37 51,94
Jumlah FDRB 5,458,753 5.961,95 6.614,10 T.2T1.22 T.432.30

Sumber : Kobupaten Borrn Oalom Angko  Knbupaten Berra Tohun 2021
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Tabel 2. 27
Distribusi Presentase PDREB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Berlaku |ADHB) dan Harga Konstan |(ADHK) (Persen), 2016-2020

2018 2017 T 2019 2030
" =% = - % = %= oW % =% |

y FPertanian, Kehwtanan dan 3795 3548 36,10 3578 3558 3540 338F 3445 3402 3436
Perikanan
Pertambangonm dan s =

T et 330 306 324 300 339 302 301 ITBE 303 287

3 Industri Pengolahan 505 544 5001 535 506 529 489 529 469 511

4  Pengadasan Listrik dan Gas 0,100 0,04 0,10 004 @10 014 009 0,03 0,09 0,14
Pengadann Adr,

5  Pengelolaan Sampah, 0,10 0,10 010 010 009 000 000 011 011 0,12
Limbah dan Dowur Ulang

6 Konstruksi 1698 1481 1744 1554 1659 1558 1941 1636 1921 16,34
Perdagangan Besar dan

7 CEceran, Reparmsi Mobil B73 1009 915 10,30 964 1067 944 10,53 926 10,28
don Sepedn Motor

g Toespmiag dan 554 235 255 238 274 243 277 061 244 233
Pergudangan

g Penyediman =~ Akomodosi  pgq pes 100 094 099 085 L0l 101 1,02 1,00
dan Makan Mimam

10 Informosi don Komunikasi 420 542 433 559 438 570 443 S5ET 464 64T

1 Jasa Memmngan dan o4 95 310 283 323 289 291 260 292 264
Asuransd

12 Real Estate 356 3,47 355 349 361 352 32 335 334 331

13  Jasa Perusahaan 002 002 002 002 002 002 002 003 002 002
Adminastrasi

14 Pemerintvhan,Pertvhanan 790 7,51 7,85 744 792 724 842 T84 829 768
dan Jaminon Sosml Wagik

15 Jasa Pendidikan 373 406 370 397 369 396 355 389 36 404

16 Jasa Kesehatan dan 554 351 334 246 224 242 223 345 343 260
Kegiatan Sosinl

17  Jasa

Lainmya 0,70 0,64 0,70 0,66 074 0.67 0,75 0,70 0,70 0,65

100 100 100 100 | 100 100 100 | 160 100 100

_PDRB o0 4
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Anghn  Kabupaten Barru Tahun 2027

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produk domestik
regional bruto [PDRB] baik berdasarkan harga konstan maupun harga
berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2020, sedangkan distribusi masing-masing kategori lapangan usaha terhadap
produlke domestik regional bruto (PDRB) berfluktuatif dari tahun tahun 2016
sampai dengan tahun 2020.

Produk domestik regional bruto (PDRB)] berdasarkan harga konstan
digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan  Produk domestik
regional bruto ([PDRB) yvang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan
dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada
tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PORB pada tehun sebelumnya.
Adapun laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha

dapat dilihat pada tabel berikut:



RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
1-39
Tabel 2.28

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2020

5 ; Usaha i : e R 5
- it 2016 3017 3018 3015 3020
1 Pertamian, Kehutanan dan Perikanan 5,02 448 5,34 4 52 0,6
2 Pertambangan dan Penggalian 3,68 444 4,51 5,72 0,69
a Industri Pengolahan 6,11 4,66 4,27 9,31 -2,59
4 Pengadaan Listrik dan Gas 15.3T 5.71 T7.01 4 66 649
Pengmdaan Air, Pengelolasn Sampah, Ay = i T,
5 Limbah dan Daur Ulang 7,65 5,68 Tl 10,47 13,63
6 Konstrulesi T.87 I18] 1o,12 9,50 1
. Perdagangan  Besar dan  Eceram, y
! Reparas: Mobil dan Sepeda Mator 2,05 8,48 B84 9,80 154
B Transporiasi dan Pergudangan T.&8l 7.79 12,83 13,14 -11.07
g ;e myediaan Akomodas: dan  Makan 463 609 10,59 1,45 0,08
inum
i) Informasi dan Komunikas: 9,78 983 993 098 11,25
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 15,56 2,25 2,51 3,25 265
12 Real Estate B.04 7.10 5,49 1,62 2.68
13 Jasa Perusahsan 3,21 T.63 0,67 10,27 -5.B
& Administrasi Pemerintahan, Periohanan y ol )
14 i Jakeci s il W 1,18 5,52 9,41 10,93 1.54
15 Jasa Pendidikan 4,15 404 529 T3l 49
16 Jazn Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,47 4,48 5.58 B33 7.12
17 Jasa Lainnya 3,24 B8.42 11,01 11,19 6,18
Froduk Domestik Regional Bruto 8,01 a,48 T,11 741 0,87

Sumber - Kobupaten Borru Dalom Angke  Kaobupaten Barru Tohun 2021

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing scktor
lapangan usaha pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berfluktuatif
namun cenderung meningkat. Dan karena pandemic covid maka di tahun
2020 beberapa sektor mengalami kontraksi diantaranya sektor industry
pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, secktor penyediaan
komodasi dan makan minum, scktor jasa lainnya. Sementara itu
perbandingan PDRB atas Harga Konstan [ADHEK] dan Atas Dasar Harga
Berlaku [ADHE] Kabupaten Barmu dengan Wilayah sekitar diuraikan pada
tabel berikut ini

Tabel 2.29
Perbandingan PDRBE Atas Harga Konstan (ADHEK) dan Harga Berlaku [ADHE|)
Kabupaten Barru dengan wilayah sckitar Tahun 2018 — 2020 (milliar RF)

‘Hota 2018 2019 2020 __ 3018 3019 2030
1 Kab. Barru 661410 7.371,22 T.432.30 4. 466,54 4.797.43 4 839,12
2 Kota Pare-pare 6.602,36 7.230,40 7.323,65 4.639,40 4947, 79 4.944.03
3 Kab. Soppeng 10.005,94 10.:937,39 11.382,12 6.494 30 6993 51 7.146,65
4 Kab. Sidrap 12937 37 13.603,72 14.07343 B.O075,03 £.450,69 B.401,06
5 Kab. Pangkep 23,944 89 15.990,11 25.662,55 16. 168,91 17.205.16 1691523
B Kab. Bone 33.120,53 36.034,84 36.560,64 20.660,07 22.108.04 232.053,74

Sumber : indikoior Sosinl Ekonom Trizculon | Tahun 2021
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Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan dan atas
dasar harga berlaku seperti yang diuraikan pada tabel diatas menunjukkan
bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten /kota wilayah sekitar, Kabupaten
Barru memiliki PDRE baik ADHK maupun ADHB yang Ilebih kecil
dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan
digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik
regional bruto ([PDRB) yvang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan
dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada
tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PORB pada tahun sebelumnya.
Adapun laju pertumbuhan PDRE Kabupaten Barra, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan
MNasional Tahun 2016 — 2020

741707 741 g,57
502
I I I == e 3 207
2016 2017 2018 2019 E.
m Kab.Barru B Prov. Sulsel ® Masional

Sumber: Knbupaten Barre Dalom Angka Tehen 2027
Grafik diatas menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Barmu bertumbuh lebih cepat dari Nasional dan Provinsi Sulawesi
Selatan. Selama kurun waktu tahun 2016 - 2020, kondisi perckonomian
Kabupaten Barma, sebelum terjadinya Pandemi Covid 19, menunjukkan trend
peningkatan dari angka 6,01 pada Tahun 2016 meningkat menjadi 7,41 pada
tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Masional capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2019
telah melampaui capaian MNasional meaupun Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif dalam kurun waktu lima tahun
ini dan telah mencapai target yang ditentukan memiliki faktor keberhasilan
yakni Pertumbuhan konsumsi masyarakat, Investasi yang mulai tumbuh, dan
intensifnya perbaikan serta pembangunan infrastruktur.  Selain itua
kondusifnya kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan
juga memberikan atmosfer segar bagi perolehan PDRB Kabupaten Barmru di
tahun 2019 yang lebih baik.
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Pada Tahun 2020 karena adanya pandemic covid 19 mempengarahi
semua  scktor, yang kemudian berimbas dengan terjadinya kontraksi
perekonomian. Capaian 2020 pertumbuhan ekonomi Masional dan Provinsi
bertumbuh negatif diangka -2,07 untuk nasional, sementara Provinsi berada
pada anghka -0,70. Untuk Kabupaten Barru sendiri PE tahun 2020 berada
diangka 0,87. Angka PE Kabupaten Barmu masih positif meskipun tumbuh
melambat dipengaruhi cleh sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang
menyumbang share terbesar tetap berproduksi dengan pencapaian yang
maksimal.

Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatazan langsung
vakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng, Kab. Sidrap, Kab.Bone dan Kota Parepare,
Laju pertumbuhan ekonomi (PE] Kabupaten Barru meskipun pada tahun
2016 lebih rendah, pada tahun 2019 berada pada posisi dua setelah
Kabupaten Soppeng. Dan jika dicermati, diantara enam Kabupaten Kota ini,
Laju PE Kabupaten Barru dari tahun 2016 - 2020 secara signifikan
mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tabunnya jika
dibandingkan dengan wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif.

Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan data pada gambar 2.12 tercermin gambaran terkait kondisi
perekonomian Kabupaten Barm, dalam lima tahun terakhir terjadi fluktuasi
dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barmi. Jika dibandingkan dengan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional capaian Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Barru pada tahun 2019 telah melampaui capaian Nasional
maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar
(Kab. Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota Parepare), Laju pertumbuhan
ekonomi [PE)] Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2016 lebih rendah,
pada tahun 2019 berada pada posisi dua setelah Kabupaten Pangkep. Laju PE
Kabupaten Barmu dari tahun 2016 - 2020 secara signifikan mengalami
percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan
dengan wilayah sekitar vang cenderung fluktuatif. Dan pada Tahun 2020, laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru tetap bertumbuh positif meskipun
terjadi Pandemi Covid, jika dbandingkan dengan daerah tetangga yakni
Kabuaten Pangkep, Sidrap, Bone dan kota Parepare yang bertumbuh negative,
hanya Kabupaten Barmu dan Soppeng yvang bertumbuh positif, seperti yang
terlihat di grafik di bawah ini.
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Grafik 2.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barmu dengan Wilayah Sekitar
Tahun 2016 - 2020

025 219
0597 D!U'd_-um
s — (87
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2017 1 e
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2016 . 1
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®Soppeng ®WBone  mSidrap ™ Parepare Pangkep m Barru

Sumber - Indikntor Sosinl Ekanoms Trisulan | Tahum 2021
Produk domesktik regional bruto (PDRB] berdasarkan harga berlaku

digunakan untuk mengetahui struktur perckonomian suatu daerah dengan
melihat peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap produk
domestik regional bruto [PDRB). Struktur perekonomian Kabupaten Barru

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30
Distribusi PDRB Menurit Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Barru Tahun 2016 - Tahun 2020

I s i e " 3
1 Pertanian, Kehutanan dan Pertkanan 7. 16 3627 3527 33.82 34,24
2 Pertambangan dan Penggalismn 3,30 3,23 3,12 3.01 3,05
3 Industri Pengolanhan 5,044 5,01 4,84 4,89 4,72
4 Pengadann Listrik dan Gas 0,09 0,049 0,09 0,04 [
5 Pengadasn  Air, Pengelolann Sampah, 0,09 0,09 0,09 0.10 a.11

Limbah dan Daur Ulang

5] Konstrulksi 16,99 1748 1847 19.41 19,33
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

T Mobil dan Szpedn Motor o555 a0 30 s 9,32

B Transportasi dan Pergudangan 2,54 2,55 2,62 2,72 2,46

a Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuoam 0,94 0,95 0,96 1,01 1,03

10 Informasi doan Komuonikas: 4.16 4 33 4 38 4 43 4 BT

11  Jasa Keruangan dan Asurnnsi 3,09 3,09 2,949 291 294

12 Real Estate 3,49 3,55 3,42 3.21 326

13 Ja=a Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan =

14 d B9 7.B5 B.OT B.42 & 34
dan Jaminan Sosial Wajib :

15 Jasa Pendidikan 3,72 3,67 3,57 3,55 3,70

I6 . Jfa=zs Kesehatan dan Kegiatan Sosinl 2,20 2,24 2,20 2,23 245

17  Jasa Lainnya 0,68 0,70 0,72 0,75 0,07

FDRE 100 100 100 100 100

Sumber : Kabupaten Borm Dalom Angkeo  Kabupaten Barmu Tahen 2021
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2.2.1.2 PDRB Per kapita

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur ataun
indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan
cara membagi nilai PDREBE dengan jumlah penduduk yang tinggal di dacrah
itu. PDREB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan
oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat
perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan
atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan.
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HE) dan harga konstan (HEK)] dari
tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (HB] terus mengalami
peningkatan dari tabun 2016 sampai tahun 2020. Perkembangan FDRB
perkapita atas dasar harga berlaku (HB) mengalami peningkatan dari Ep.
31.807.280 pada tahun 2016 menjadi Rp. 42.470.000 pada tahun 2020.
Peningkatan tersebut menunjukkan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Barmi semakin meningkat.

Grafik 2.3
PDRE Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku [ADHB) Kabupaten Barru
Tahun 2016 5.d Tahun 2020

34,51 = -
! ] I ] l
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah seckitar (Kab. Pangkep, Soppeng,
Pinrang, Sidrap dan Kota Parepare), Kabupaten Barru merupakan yang
paling rendah PDREB Perkapitanya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik
2.4 berikut ini.

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan
FDREB perkapita kabupaten /kota wilayah sekitar, meskipun tiap tahunnya
PDREB Perkapita terus mengalami peningkatan dari tabhun 2016 sampai
tahun 2020, dimana peningkatan tersebut menunjukkan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Barmru semakin meningkat, namun Kabupaten
Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada
wilayah sekitarnya.
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Grafik 2.4
Perbandingan PD'RB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB] Kabupaten

Barru dengan wilayah sckitar Tahun 2016 s.d Tahun 2020 (dlm Juta Rupiah)

2.2.1.3

Sumber : BPS Kabupaten Barma Tohun 2021
Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suathu proses meningkatnya harga-
harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan
mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain
konsumsi masyarakat wyang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar
yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga
akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi
juga merupakan proses menurunnya nilai mata uwang secara kontinyno,
hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli
masyarakat.

Diata laju inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak
dihitung) ocleh Kabupaten Barru Dalam Angka [BPS) hanya ada 5 (lima)
Kabupaten/HKota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu
Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota
Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan
Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota
yvang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi
Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 31
Laju Inflasi Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2D1Er 2020

T — _—

o ten/ X s o o aets aom
1 Kab. Bulukumba I.-1-E 3.B5 2,25 2,30
2 Kab. Bone 1.5 5.54 4,69 1,64 1,80
3 Eota Makassar 3,18 2,11 348 243 2,13
4 Kota Pare-pare 2,11 3,43 1,96 2,45 1,61
5 Kota Palopo 2,74 3,95 4.19 1,91 1,21
Sumber - Kobupaten Barru Dalam Angko Tohun 2021

Berdasarkan tabel diatas inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan
2018 dihampir seluruh kota di Sulawesi Selatan. Tertinggi terjadi di
Kabupaten Bone dan Bulukumba. Namun pada tahun 2020 rata - rata
inflasi berada pada kisaran 2,30 - 1,20.

Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Barru dengan inflasi 1.58 -
2.45 masih dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi antara 6.01 -
7.14 pada rentang tahun 2016 - 2019. Dengan inflasi senilai tersebut masih
dapat mendorong sektor rill untuk berkembang serta sektor perdagangan
berjalan dengan baik. Namun pada tahun 2020 karena dampak COwvid 19
terjadi penurinan pertumbuhan ekonomi hingga 0,87 persen dan inflasi juga
turun di tahun 2020 menjadi 1,61 persen. Secara rinci hubungan antara
inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 2.5
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2016 - 2020

741

1,61
087
2016 2017 2018 2019 2020
= |nfiasi == Pertlumbuhan Ekonomi
Surmber : Indikator Sosial Ekonoms Trieeulon { Teken 2021
Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan
untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan dengan

menggunakan kriteria seperti berikut [Hera Susanti Indikator-

Indikator MakroEkonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

dkic,

1. GR=<0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
2, 0.4=GR<0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
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3. GR *=0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi
Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat
pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru
Tahun 2016 - 2020

0,440
0,420 —
0,400
0380 | — —
0,350
0,340
0,320
2016 2017 018 | 2019 2020
Barru 0,361 0,389 0379 | 0360 0,350
——ProvSukel| 0426 0,407 0,397 0,399 0,389
—Hasioral 0,394 0391 0,384 0,380 0,381

Sumber - BPS 2021
Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi

Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan
pendapatan di Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2017 meningkat
sebesar 0.389, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0.360.
Penurminan Indeks Gini menunjukkan semakin meratanya pendapatan
masyarakat yang berarti semakin inklisif nya pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Barru.

Tabel 2.32
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barm dengan Wilayah Sekitar
Tahun 2016 - 2020

1 Kah. Harru 0,389 0,389
2 Kot Pare-pare 0,384 0,384
3 Kab. Soppeng 0,359 0,35%
2 Kab. Sidrap 0,353 0,325
3 Kab. Pangkep 0368 0,368
] Kah. Hone 0,392 0,391

Sumber : BPS | Inditootor Maokre Sosek Prov. Sulsel Tahun 2021)

Berdasarkan Data yang disajikan diatas, Kabupaten Barmu memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya cukup tinggi bila dibandingkan
dengan kabupaten wilayah sekitar dengan Indeks Gini yang setiap tahunnya
menunjukkan trend yang semakin menumn. Ini mengindikasikan bahwa
sejak  tahun 2016 - 2020 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan
penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam
mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang
mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah  turat
berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah
Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup

besar.
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Pada grafik berikut menunjukkan hubungan antara pertumbuhan

ckonomi dengan indeks gini, dimana pada grafik 2.7 memperlihatkan bahwa
peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 — 2017 tidak terlalu
mempenganihi penurunan Indeks Gini, meskipun pada tahun 2018 - 2019
dengan meningkatnya Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruahi
menurunnya indeks gini Kabupaten Barma, ini berarti bahwa semakin

inklusifnya pertumbuhan cekonomi Kabupaten Barra.

Grafik 2.7
Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 - 2020
oy == ress ;
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Indeks Williamson

Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yvang digunakan
dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif
terhadap perubahan ketimpangan [Rustiadi et al. 2011). Indeks wiliamson
merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat
disparitas antara wilayah secara horizontal. Indeks Williamson akan
menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika ¥Yi = Y
maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan
ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya
ketimpangan ckonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang
dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu
kabupaten.

Menurut Rustiadi et al. (2011), wilayah yang memiliki PDRB per
kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif |kecil, tinghkat
kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDREB per kapita
suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah lain
yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, schingga akan
menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan. Adapun indeks Williamson

Kabupaten Barm seperti terlihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.33
Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2020

Indeks Ketimpangan Williamson 0.25 024 027 0.29 029

Sumber - Dato Olohan tnkun 302 [

Dari tabel diatas terlihat tingkat disparitas yvang terjadi di Kabupaten
Barru berdasarkan PDREB Perkapita per Kecamatan. Dapat dilihat bahwa
tingkat disparitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Barmu pada
tahun 2016 scbesar 0,25 meningkat pada tabun 2020 yang nilainya 0,29,
Meskipun nilai indeks menunjukkan tingkat disparitas wilayah yang
rendah yang berarti bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembangunan
ckonomi wilayah dapat meneckan terjadinya disparitas wilayah, namun
kecendrungan terjadinya peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa
jika tidak diantisipasi di masa mendatang akan rentan terjadi disparitas

wilayah.

Tingkat kemiskinan
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu

indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka

kemiskinan] sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk

yvang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari

hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk

penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

l. Tingkat Kemiskinan;

¢ Indeks Kedalaman Kemiskinan [Poverty Gap [ndex-Pl), merupakan
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk
miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman
Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari
garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan hketimpangan
pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan
dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui
scberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil
nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk
dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan
program;

3 Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk
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miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran diantara  penduduk  miskin.  Indikator Keparahan
Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling
melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin
terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki
insiden kemiskinan vang tinggl tetapi jurang kemiskinannya (poverty
gap] rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden
kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang
tinggi bagi penduduk vang miskin.
Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barmu dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel. 2.34
otk R Rt B ki R0L 0

‘No  Tabun

16 16.245 178.16& 045 90,55

1

2 2017 16.760 174.B71 9.71 90,29
3 2018 15.680 173.451 9,04 0,96
4 2019 14,920 182.373 8.57 21,43
5 2020 15.479 LB7.392 B.26 21,74

Sumher - BPS 32021

Diari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten
Barru menuran, keberhasilan pembangunan di  kabupaten Barru
berkontribusi menyebabkan trend pertumbuhan penduduk miskin semakin
menurun.  Selain itu folus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk
terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang
berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas
pembangunan lainnya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan
Kabupaten Barru.

Dizisi lain kondisi kemiskinan dari indeks kedalaman dan indeks
keparahan kemiskinan menunjukkan kinerja yang menurun. Adapun
indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru
dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.8
indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan
di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

—+H 43 —‘r—'-ﬂ\__ﬁ?___ 1,33

-0.52 0,32 8-37— 021 036
2016 2017 2018 2019 2020
s 1kt5 Hedalaman Kemiskinan (P1) e Ik Keparahan Memiskinn (P2)

Sumber : BFS 2021
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Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran
rata-rata kesenjangan pengeliaran masing-masing penduduk  miskin
terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan
kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas
terlihat bahwa angka Pl dan P2 Kabupaten Barmu berfluktuatif, namun
pada Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali. Peningkatan indeks
keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan ini dipengaruhi oleh
Pandemic Covid 19.

Adapun perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Barm
dengan Capaian Nasional dan Prov.Sulawesi Selatan seperti yang terlihat
pada gambar berikut ini.

Grafik 2.9
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel
dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020

m Kab.Barru Prow. Sulsel m Masional

10,
| azaI 971 9480 5.78
2016

2018 2019

Swmber - BPS Tahur 2021

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan
Kabupaten Barru selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional,
sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan,
pada tahun 2020 berhasil berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi
Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Perbandingan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman (P1l) dan Indeks Keparahan
_Kemiskinan [P2) Kab.Barru dengan wilayah Sckitar Tahun 2018 - 2020

o
1
2  Kota Pare-pare 5.59 0,73 0,17 3,26 0,71 0,15 5,44 0,71 0,15
3  Kaob. Soppeng 7.50 139 047 725 069 0,12 7.0 069 0,12
4  Kab.Sidrap 5,16 094 0,23 4,79 060 0,13 5,05 060 0,13
3  Kab. Pangkep 15,10 3,12 0,92 14,06 1,81 03l 13,96 181 o,31
6  Kab. Bone 10,55 0,38 10,06 0,34 10,68 0,34

Sumber : BPS 2021
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Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan  angka

kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar

terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai

sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan

memberikan  stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk

meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan
perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan presentase

penduduk miskin Kabupaten Barra.

Grafik 2.10
Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi
Tahun 2016 - 2020

12 -
9,45 3,71
10
3.04 57
) 26
8 2,41 8,
[ 711
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a
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087
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—Angka Kemizkinan e Prezrtumbubhan Ekonomi

Sumber : BPFS Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat korelasi sangat erat antara
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 - 2019,
Pada periode teraebut, terlihat bahwa dengan meningkatnya Pertumbunan
ekonomi hal ini sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Meskipun
pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan
hingga di titik 0,87, namun tingkat kemiskinan justru menurun di angka
B, 26, Peningkatan kesejahteraan dan kemiskinan merupakan
permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya
pengentasan kemiskinan haras dilakukan secara komperhensif yvang
mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara

terpadu.

Persentase PAD terhadap pendapatan

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan
pendapatan daerah yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan
digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan daerah.
Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Barru

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.36
Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barma
Tahun 2[!18 2020

R

1 2018 104,627, 706,924 .57 963,311,132, 483.57 10,86 -
2 2019 103,870,138 49726 019,299 &16,845.33 11,30
3 2020 113.328.226.000,00 983,180 85 495,00 11,53

Sumber : BPRAD Kob Barmu Tahun 302

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurit jenis pendapatan yang

terdiri dari I (a) pajak daerah; (b} retribusi daerah; |c] hasil pengelolaan
kekayaan daerah yvang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah. Adapun rata- rata kontribusi untuk masing-masing komponen
adalah untuk pajak daerah sebesar 16,56%, retribusi daerah sebesar 7 8%,
hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan scbesar 8,65% dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 66,8%.

Indeks Pembangunan Manusia [IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM] mempakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan
suatu wilayah. Adapun IPM Kab. Barmru Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat
pada grafik berikut.

Grafik 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPFM] Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi
Selatan dan Nasional Tahun 2016 — 2020

71,92
1.39
70,81 mlﬁ,
Eg m i I I I I I
2016 2017 2018 2019 2020
W Barry Sulsel B Nasional
Sumber : BPS 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa IPM Kabupaten Barru dalam
kurun wakitu tahun 2016 - 2020 menunjukkan trend positif, meninglkat
tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan

Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih berada di
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bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yvang tersaji pada
gambar di bawah ini :

Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barmu dengan
wilayah seckitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone, Soppeng,
Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.12
Perbandingan IPM Kasbupaten Barru dengan wilayah sekitar
Tahun 2016 - 2020

TE AL TEAR mum T L 1]
i e N i sptEray, I’ = i T I g I ““"”h"u.u
2016 017 2018 2013 2020
W Barru Parepare B Soppeng B Sidrap B Pangkep W Bone

Sumber : BPS 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten Barru
untuk IPM berada pada posisi ketiga setelah Kota Parepare dan Kabupaten
Sidrap, dan diatas Kabupaten Bone, Soppeng dan Kabupaten Pangkep.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri Kabupaten Barru berada pada
posisi 8 diantara 24 Kabupaten Kota.

Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2013 metode
perhitungan IPM telah dilakukan revisi/ perbaikan dengan menyesuailkan
metode yang dilakukan United Nation Development Programme [UNDP).
Adapun indikatornya adalah :

2. Indeks Kesehatan

Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama

hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan

pola mortalitas [(kematian] menurut umur. Angka harapan hidup
merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah  dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada uwumumnya, dan
meningkatkan derajat keschatan pada khususnya.

b. Indeks Pendidikan

Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan

rata-rata lama sckolah dimana angka hareapan lama seckolah

mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang
vang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan [dalam tahun]
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yvang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata
lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan tinglkat
capaian penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam
bersekolah. Interprestasinya  bahwa semakin tinggi angka lama
bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.
c. Paritas Daya Beli
Dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP); adalah PDRB il
per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDREB
riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto
daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk.
Perkembangan [IPM berdasarkan indikator pendubkungnya selama 5
(lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kab.Barmu Tahun 2016 - 2020

1 Anghka Harapan Hidup GHE.16 68.30 68 60 68,91 69,02

2 Harapan Lama Sekolah 13.54 13.55 13.56 13,57 13,58

3 Rata-rata Lama Sekolah 7.60 TB5 T.Bb T.96 B23
Paritas Daya Bel

o ._ 10.15 10,91 10,92

Sumber : 8PS 2021
Beberapa statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan
pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama
periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas

pembangunan manusia di Kabupaten Barr.

Indeks Hesehatan

Indeks keschatan digambarkan melalui angka harapan hidup yvang
mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup schat terus
meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan
perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan
hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan
sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Adapun capaian indeks
kesehatan Kabupaten Barru tahun 2016 — 2020 terlihat pada tabel berilkut

Tabel 2.38
Indeks Keschatan Kab.Barru

5

un 2016 - 2020

1 Indeks Kesehatan T4,09% 74.31% 74,77 75,255 T75,42%:

Sumber : BPS 2021
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Sementara Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru jika dibandingkan
antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar

tersaji secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.13
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab.Barm dengan Capaian Provinsi
Sulscl dan Nasional Tahun 2016 - 2020
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Sumber : BPS 2021
Tabel 2.39
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru
:l:ngan v.'nl,a'l.ra.h sekitar Tahun 2016 — 2020

:ﬁw N} T iﬁii T -'-ﬁ*!-f oo mﬁ *.!‘ m{
i M, Bein 68.16 68.3 68.6 68.91 69,02
2 Kota Pare-pare 70.64 70,69 7085 71,18 7127
3 Kab. Boppeng 68,63 68,72 69,02 59,43 69,65
4  Kab.Sidrap 68,69 68,62 69,15 69,59 69,83
5  Kab. Pangkep 65,77 65,86 66,12 6,40 66,66
6 Kab. Bone 66,12 66,22 66,50 6, B8 67,07

Sumber : BPS Tahun 2021
Berdasarkan statistik di atas teriihat bahwa meskipun dengan

pergerakan lambat, AHH Kabupaten Barm selalu meningkat sejak tahun
2016. Namun jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian provinsi
sulsel dan wilayah sekitar, AHH Kabupatenm Barrmu berada di posisi
terbawah, dengan menyisakan Kabupaten Pangkep yang lebih rendah
dibanding capaian Kabupaten Barmu. Pemerintah Kabupaten Barmu perlu
memperhatikan pembangunan di bidang keschatan sebagai investasi untuk
mendukung peningkatan kualitas SDM. Masyarakat yang terbiasa berlaku
hidup bersih dan sechat, berpeluang lebih produktif dan menghemat
pengeluaran biaya berobat sehingga menyumbangkan pelhiang hidup
sejahtera lebih besar.

Indeks Pendidikan

Indikator pembangun IPM Berikutnya adalah Indeks Pendidikan yvang
ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata
Lama Sckolah (RLS).

Untuk angka Harapan Lama sekolah Tahun 2016 - 2020 jika
disandingkan antara capaian HLS Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan

wilayah sekitar disajikan secara berturut-turut berikut ini.
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Grafik 2.14

Perbandingan Harapan Lama Sckolah Kab.Barmu dengan Capaian Provinsi
Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020
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Tabel 2.40

Perbandingan Angka Harapan Lama Sckolah Kabupaten Barru
dengan wilayah schkitar Tahun 2016 — 2020

=

Kab. Barru 13.54 13,55 13,56 13.57 13,58

1

2 Kota Pare-pare 14,45 14,26 1447 14,49 14,50
3 Kab. Soppeng 12,20 12,33 12,57 12,73 12,90
o Kab Sidrap 12,89 12,90 12,91 12,93 12,95
=1 Kab. Pangkep 12,39 12,40 12,41 12,51 12,76
6 Kab. Bone 12,42 12,43 12,67 12,80 12,88

]
;i
]
s

Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa capaian Harapan
Lama Seckolah Kabupaten Barma lebih tinggi jika dibandingkan dengan
capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan begitupun dengan Wilayah
Sekitar. Capaian Kabupaten Barmu hanyva menempatkan Kota Parepare
berada diatas dibanding kabupaten /kota pada wilayah sekitar lainnya.

Selanjutnya masih dari Dimensi Pendidikan, Indikator pembangun
IPM Lainnya adalah angka Rata-rata lama sekolah [RLS). Perbandingan
antara capaian nasional, provinei Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar
lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.15
Perbandingan Rata-rata Lama Sckolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi
Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020

835 838
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Sumber : BPFS Tahun 2021




RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
In-57
Tabel 2.41

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sechkolah Kabupaten Barru
dengan wilayah sckitar Tahun 2016 — 2020
o i .-.\.."':_-\._-'.:f_-\r_ e T T e I ey o W T P R e

1 Kab. Barru Tl 7.85 T.BG 796 BE.23
2 Kota Pare-pare 10,02 10,09 10,29 10,30 13,45
3 Kah. Soppeng 7,06 742 7,63 7,74 7,81
4 Kah._Sidrap T3 7,52 7.1 7,83 7,84
5 Kab. Pangkep 733 748 7,43 T,60 7,66
[i] Kabh. Bone 6.76 6,77 697 693 7.15

Sumber - BPS Tahun 2021
Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa angka Rata-rata lama

sckolah Kabupaten Barmu berbeda dengan capaian Angka Harapan Lama
Sekolah. Untuk sektor pendidikan lainnya yang merupakan pendulkung
IFPM, Rata-rata Lama Sckolah Kabupaten Barm capaiannya lebih rendah
jika dibandingkan dengan capaian Nasional, sementara berfluktuatif jika
dibandingkan capaian Prov. Sulawesi Selatan, dan berada pada posisi
kedua setelah Kota Parepare jika dibandingkan dengan wilayah sekitar.

2.2.2.4 Paritas Daya Beli

Indikator standart hidup layak pada komponen IPM diproksi
berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yvang telah disesuaikan dengan
paritas daya beli. Standar hidup layak menggambarkan tinglkat
kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya
kondisi ekonomi dan pemerataannya. Capaian Paritas Daya Beli
Kabupaten Barru Tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian nasional,
provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah seckitar lainnya disajikan secara
berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.16
Perbandingan Paritas Daya Beli Kab Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel
dan Capaian Nasional Tahun 2016 — 2020 (dlm Juta Rupiah)
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Sumber : BPE Tahun 2021
Tabel 2.42
Perbandingan Paritas Daya Beli Kabupaten Barmu dengan wilayah Sekitar
= _ Tahun 2016 — 2020 _

Wo  Hobupaten/Kotm  ° 3010 3027 @ 30ia | 31s 3030
1 Hah Harm 10,15 10,28 10,63 10,91 10,92
2 Kota Pare-pase 12.9 13.08 13,30 13,64 13.66
3 Kab_Sappeng 8,95 9,06 5,30 04 648
4 KahSidrap 11,09 11.52 11,83 12,04 12.07
5 Kab Pangkep 10,53 10,83 11,30 11,39 1141
6 Kab Hone 786 B0 1 B,32 B.95 B, 96

Sumber : BFS Taohun 2021
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Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa Paritas Daya Beli
Kabupaten Barru telah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya namun
tetap perlu mendapat perhatian, dikarenakan jika dibandingkan dengan
capaian nasional dan provinsi masih rendah, juga dengan wilayah seckitar.

2.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat partisipazi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan
antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK
dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk
mendapatkan peckerjaan. Sedangkan tingkat pengengguran terbuka
merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah
angkatan kerja. TPT yvang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja
yvang tiak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barm dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Barmu Tahun 2016 - 2020

irighut . Parbiineal A,
Kerja [TPAK)

32,63 50,47 56,73 58,55 57.18

2 gkt Pengogmg . | Tertio 7.68 5,60 5.38 579 6,39

{TPT|
Sumber : BPS Pooinsi Sulowes: Seintaon Tehun 2021

Sepanjang tahun 2016 - 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja
[TPAK]) mengalami fluktuatif, namun diakhir periode tetap meningkat dari
52,62% pada tahun 2016 meningkat hanya 58,55% pada tahun 2019
Sementara kondisi ketenagakerjaan akan lebih tergambarkan dengan
Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT di HKabupaten Barmu terlihat
berflukiuasi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2016 yaitu
sebesar 7,608% dan mencapai pengangguran bterendah pada tabun 2018
yaitu hanya 5.38%, untuk kemudian meningkat lagi di tahun 2020 scbesar
6,349,

Grafik 2.17
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barmu dengan
Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020

Y e

53,02 67.26

56,73 EBSS 5718

2016 2017 2019 20
= Barru Jg}flsel ® Na siunajin

Sumber : Kobupaten Bormu Dalom Angka  Kabupaten Barrmu Tahen 2021
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Tabel 2.44
Perbandingan Tingkat Partisipasi Anghkatan Kerja Kabupaten Barmu dengan
w:]a.}-a.h an:ra..rn Ta.hun 2915 EEIEU

ST

1 Kakb. Harru :2.u3 :.'El.-+r 56,73 58,55 57,18
2z Kotn Pare-pare 60,25 BE6,65 ] 63 37 5,53
3 Kab. Soppeng 56, 2% a0, 84 63,64 5747 57.5
4 Kab.Sidrap 53,27 409,17 56,22 55,30 56,92
5 Kab. Pangkep 50,25 50,36 B3 50 61,33 [ -E
1] Kab. Bone 63,30 53,94 57.30 50,84 60,57

Sigmber : BPS Tahun 2021

TPAK yang tinggi memupakan salah satu indikasi tingginya
kesempatan kerja yang tersedia schingga orang terserap dalam lapangan
kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan
usaha. Dari gambar diatas scjak tahun 2015 - 2019 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barm selalu di atas 50%, dengan TPAK
tertinggi yaitu mencapai 59,47% pada Tahun 2019,

TPT adalah persentase jumlah pengangeguran terbuka usia anghkatan
kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan
besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.
TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap
penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya
peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan
lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan
masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT
yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang
tidak terserap pada pasar kerja.

Grafik 2.18
Perbandingan Tingkat Pengangeguran Terbuka Kab.Barru dengan Capaian
Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020

10

E h—-

i =i —ﬁ:l-"'.

3

2016 2017 2018 2019 2020
:-O—Barru 71.68 5.6 £33 579 6,39
'—I—Su-ISEI 5595 5.61 534 457 6,31
I +Nas|una| 618 55 534 5.28
Sumber - Kobupaten Barm Dolem Angio  Kobupaten Borru Takun 2021
Tabel 2.45

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan
mba.vah s:ta.m Tahun EDIE- - ZDED

1 Kakb. Barru 7,68 5.60 5.38

2 Kaota Pare-pare 848 6,47 6,81 ﬁ.*E Tn".]li
3 Kah. Soppeng 2.96 2,71 266 353 4.42
4 Kab Sidrap 6597 217 4, 70 4,75 5,91
5 Kab. Pangkep 7,01 7,05 6,91 5,41 5,18
[] Kab. Booe 4,36 5,50 2,82 3,25 3,20

Sumber : BPS Tahen 2021
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Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa baik TAPK
maupun TPT, capaian yang diperoleh Kabupaten Barru menunjukkan
kinerja yang rendah.

Arthur Okun menemukan bahwa tingkat pengangguran menunin
pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tinggi, sedangkan
tingkat pengangguran meningkat pada tahun-tahun ketika tingkat
pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negative. Secara teori setiap
adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat
menyerap tenaga kerja, schingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.
Untuk HKabupaten Barru hubungan tersebut dapat dilihat pada grafik
berilout.

Grafik 2.19
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi
Tahun 2016 - 2020

m i
8 -
M’ - N
5 639
601 579
56 538 .
4
2
0,87
a - . . = . s
016 2017 2018 018 2020
Tingkat Pengangguran e PErtumbuhan Ekonomi

Sumber : Knbupaten Baoru Dalom Angka Kobupoten Barm Tohun 2021

Berdasarkan grafik diatas hubungan pertumbuhan ekonomi pada
tahun 2016 - 2020 menunjukkan hubungan negative. Hal tersebut
ditunjukkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017
sebesar 0,16 persen mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2,08 persen.
Begitupun pada tahun 2018 kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,73
mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,22, Walaupun pada tahun 2018
pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan namun
semakin kecil bila dibandingkan dengan tahun 2017. Hal terscbut
disebabkan oleh perusahaan yvang awalnya meningkatkan produksinya
melalui penambahan tenaga kerja beralih pada peningkatan penggunasan
teknologi.

Fokus perusahaan yang beralih dari padat karya menjadi padat modal
semakin bertambah pada tahun 2019 hal tersebut ditunjukkan dengan
kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,30 persen tidak mampu
menciptakan lapangan kerja schingga terjadi peningkatan pengguran
terbuka.
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2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG] dan Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG)

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting
untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan
akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua
bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah
undang-undang nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan
dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada
tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar
terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama
periode 2016 — 2020 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan
perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan atau Sustainable Development Goals [(SDG's), terutama
tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Capaian pemberdayaan Perempuan
ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks
Pemberdayaan Gender Kabupaten Barma yvang dapat dilihat pada tabel
berikouat ini.

Tabel 2.46

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2020
S 2019

Mo umen 2o s oo

I Indeks Pembangunan Gender (1PG) - 95.51 95,44 09542 95,532

2 Indeks Pemberdayaan Gender {IDG) - 63.54 60,24 63,31 63,96
Sumber - Thnos OPMDPPEKBPPFPPA Kab. Borru Tahun 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk

mengukur pencapaian dimensi dan wvariabel yang sama seperti Indeks
Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di
bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks
Pemberdayaan Gender [IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah
perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan
politil.

Dari angka IPG dan IDMG pada tabel diatas memperlihatkan
bahwasanya angka untuk IPG dalam periode tahun 2016 - 2020
menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami
penuUMInan.

Selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
Dalam konteks pembangunan, pengamisutamaan gender, dan
pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki
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kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting focusing
terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga
telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barmu Nomor 6 Tahun
2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya

Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

2.2.2.7T Indeks Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan reformasi birokrasi scbagaimana dimanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi tahun 2010 — 2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun
2020 — 2024, Pelaksanasan reformasi birokrasi di Kabupaten Barru telah
berjalan sesuai dengan amanat Pepres 81 Tahun 2020. Nilai evaluasi atas
pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barr
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Ewaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan
evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program
reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan
birokrasi wyang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta
birokrasi wang mampu memberikan pelayanan public secara prima.
Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi
Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barma tahun 2020
adalah 46,34 dengan kategori C. Uraian komponen penilaiannya adalah
sebagai berikut.
Tabel 2.47
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kab.Barm Tahun 2020
A Komponen Pengunglit
i Pemenuhan 20,00 3.B7
II. Hasil Antora Ares Perubahan 10,00 543
Ul Reform - : - 30,00 = 8,25
Total Komponen Pengunghkit 60,00 10,55
B Komponen Hasil
1 Aluntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 6,78
2 Huabitas Pelayvanan Publik 10,00 870
3 Pemerintahyang Bersih dan Bebas KKN 10,00 9.15
3 Kinerja Organisasi 1000 316
Indeks Reformasi Birokrasi [Pengungkit + Hasil) 100,00 46,34
2.2.2.8 Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas
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kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barmu. Tujuan evaluasi ini adalah
untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas
hasil [(Cutcome] terhadap penggunaan anggaran dalam rangka
mewujudkan  pemerintahan yang berorientasi  hasil (result oriented
government] serta memberikan saran yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barma
memperoleh mnilai 553,52 atau predikat CC. hasil evaluasi terscbut
menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
masih rendah jka dihubunghkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebablkan
oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan  penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Barr
belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.
Rincian hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel 2.48

Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntahbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Barma Tahun 2019 - 2020

2.3.
2.3.1
2.3.1.1

No Yang dinilai Bobot 2010 2020
A  Komponen Pengungkit 30 20,79 21,04
B Komponen Hasil 25 10,59 11,04
C  Akuntabilitns Kinerja dan Kruangan 15 9.22 9,28
K] Kualitas Pelayanan Publik L] 3.46 4,18
E Pemerintah

Bersih dan Bebas KKN 20 9,97 9,98

_100 ; -

Aspek Pelayanan Umum
Layanan Urnsan Wajib Dasar
Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak adalah
jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan
suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai
dengan usia 6Glemam) tahun yang dilakukan mulai  pemberian
Tangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut, vang diselenggarakan pada jalur formal,
nonformal dan informal. Perkembangan pendidikan anak usia dini

[PAUD)] dapat dilihat pada tabel berikouat.

Tabel 2.49
Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Tahun 2016 — 2020
Pendidikan Anak Usin o e i s = o
o i 73.91% 7B,28% 7921% BO25% B505%

Sumber : Dénes Pendidikon Kab. Barru Takun 2021
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Diari tabel diatas dapat dilihat angka partisipasi PAUD di Kabupaten
Barru, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah anak usia 3 - 6 tahun
yvang bersekolah pada jenjang TEK/RA/Penitipan Anak dari tahun 2019 ke
tahun 2020, schingga dibutuhkan upaya peningkatan minat orang tua
untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD,

Anghka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar [APK) adalah angka perbandingan antara
banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya
penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen.
Angka partisipasi kasar [APK) vang meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs di
Kabupaten Barmu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Angka Partisipasi Kasar [APK) SD/MI/Paket A
dan SMF',."MTS,.* P's.krt B di K.Elbupa.tl:n Barru Ta_.hu.n. 2016 - EDEG

_No Urafan 2016 2017 w W 2020 [

1 ;‘Eﬁ:‘] Partisipasi Kasar  gn-oon 112876 993206 10049%  100,67H
Angka Partisipasi Kasar s

2 GMP /M 106,03% 113.81% 103,23 107.82% 112,00%

Bumber : Dinas Pendidikan Kab, Borru Tahun 2021
Tabel diatas menunjukkan Anglka Partisipasi Kasar [APK] Kabupaten

Barru pada jenjang 8D Sederajat, dan jenjang SMP Sederajat tahun 2016 -
2019, yang berfluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu
112,87% pada tahun 2017, kemudian jenjang SMP Sederajat sebesar
113,81% pada tahun 2017. Penyebab APK SD Sederajat maupun SMP
Sederajat mencapai lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena terdapat
anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 15 tahun

yang sckolah di jenjang SD/SMP Sederajat.

Anghka Partisipasi Murni [APM)]

Angka partisipasi murni [APM] adalah proporsi penduduk pada
kelompok umur jenjang pendidikan tertentu vang masih bersekolah
terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi
mumi yang meliputi angka partisipasi mumi SD/MI, angka partisipasi
mummi SMP/MTs d di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Murni (APM) 5D/ MI/Paket A dan SMFP/MTs/Paket B di
3 i _Kabupaten E BEII!’I.I Tahun 2016 - 2020 b i
Angka Partisipasi Mum: HFMI
S0 /MIfPaket A
> Angka Partisipasi Mormi  (APM)
SMP/MTs/Paket B
Sumber : Dinas Pendidiban Kab. Barru Tahun 2021

1 B9.46% 9367 92,14% 94.71% 9399

BE 59% B658% B5.61% 9042% 90.50%
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Berdasarkan tabel di atas selama kurun waktu 5 {lima) tahun APM SD
Sederajat dan APM SMP Sederasjat menunjukkan kecenderungan
meningkat meskipun berfluktiatif. Baik APM 5D Sederajat maupun APM
SMP Sederajat belum mencapai angka ideal karena terdapat anak usia
sckolah yvang tidak sekolah dan anak usia ackolah yang sckolah tidak pada
jenjang kelompok usianya.

Angka partisipasi sekolah [APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang
masih sckolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap pendudulk
dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung berdasarkan jumlah
murid kelompok wusia pendidikan yvang masih menempuh pendidikan
dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yvang
telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ulkur
pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika
dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi sckolah [(APS)
SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru, disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 2.52
Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

Angkn Partisipasi Sekolah
{APS] SD/MI/Paket A

B9, 46% 293,67 92,13% 100, 40%, o97.69%

Angka Partisipasi Sekolah

{APE] EMP/MTs/ Paket B B8 .59 &6, 58% BS,61% 107,38% 934 1%

Sumber ; Dinas Pendidikon Koh. Barm Tohun 2021

Diari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 anak usia 07 - 12
tahun yang sckolah pada SD/MI/Paket A menunjukkan angka yang
berfluktuatif, di tahun 2019 mencapai angka 100.40% namun menurun
drastis pada tahun 2020 sebesar 94%. Sementara pada tingkat pendidikan
SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019 mencapai 107.38% dan menurun
pada tahun 2020 sebesar 90%. Kinerja vang diperlihatkan pada tabel
diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk bersekolah telah
lebih baik tiap tahunnya, namun menurun pada tahun 2020 disebabkan
oleh Pandemi Cowvid 19.

Angka Putus Sekolah [APS)
Angka Putus Sekolah [APS) SD/MI dan SMP/MTs merupakan proporsi

anak menumt kelompok usia sckolah yang sudah tidak bersekolah lagi
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atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka
putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.53

A.ngha Putus S:hﬂtnh [APSI SD,FMI B SMP;’ MTs Kab. Elarru Tahun 2016 - 202[:
No. Uraian 2016 2017 2018 2018 2020

1 Angka Putus Sekolah (APS) SDMI 0. 13%: 0_38%: 0, 18%: 0, 38%% 0.449%.

2 Angkn Putus Sskolah (APS) SMP/MTs 04 T, 0.59% D0.35% 1,08%. 1.19%:

Sumber : Dinas Pendidicon Kob. Barru Tohun 3021

Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs
fluktuatif mamun cenderung meningkat dalam wakiu 5 (lima) tahun
terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APtS SD/MI dan
SMP/MTs antara lain yaitu siswa yang motivasi belajarnya rendah, tinglkat
ckonomi keluarga, dan karena alasan sosial budaya lainnya.

F. Angka Keluhisan [AL)

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan
keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik proses
belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Barru dapat dilihat
pada tabel berikout.

Tabel 2.54
Angka Kelulusan [AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barmu
Tahun 2016 - 2020

ey oAk v = P BT R T )
Ne Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Angka Erlulusan (AL} 8D /M1 100 1002 100% OSEBI% 100,
2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100 1009 100% 97.11% 1009

Sumber ;: Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL SMP/MTs

tahun 2016 - 2018 memnunjukkan pencapaian hingga 100%, namun pada
Tahun 2019 mengalami penurunan hanya diangka 97 - 98%. Hal ini
disebabkan karena kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan
sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu
nampaknya aspek mutu lusan kurang mendapatkan perhatian.

G. Angka Melanjutkan (AM)]

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap
jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka
Melanjutkan berguna wuntuk melihat apakah penduduk usia sekolah
menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang
yvang lebih tinggi atau tidak. [dealnya adalah semua lulusan melanjutkan
pendidikannya ke jenjang beributnya. Namun di Kabupaten Barm pada
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tahun 2017 dan 2018, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
melebihi 100% disebabkan karena jumlah siswa /siswi yang masuk sekolah

SMP/MTs lebih besar dari jumlah siswa/siswi yang hulus SD/MI yang
dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.55
AE&"Lca Mclan}uﬂcﬂn [AN]) dan SEI,."M[ dan SM P/ MT:E di Kab. Earn: 2016 - 2020
_Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Melanjutkan  [AM) i 101,73 & 114,23 "
diari SD/MI ke SMP,MTs D6, 52% W 105,81% 5 122 23%

Sumber : hnas Pendidican Kaob. Barmi Tahan 2021
Dari tabel di atas, selama tahun 2016 - 2020 AM SD/MI ke SMP/MTs

selalu menunjukkan peningkatan.
Sekolah pendidikan SDfMI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan
antara jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi
bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yvang
dinyatakan dalam persen. Schkolah mempunyai jumlah ruang kelas yvang
berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu
kondisi baik, musak ringan, rusak sedang dan musak berat. Sckolah yang
mempunyai rmang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan
dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang
kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan operasional
scholah (BOS). Seckolah pendidikan SDyMI dan SMP/MTs kondisi
bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Seckolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik
di Kabupat:n Barru Tahun EDI ﬁ ZDEU

Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI
. Kondisi Bangunan Baik s s 1 s A
2 Jumish Seluruh Sskalah S M1 225 225 225 276 226
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
.3 __hlll baik %) ) 91.56 9556 ) B8.44 : B9 ) )
B SMP/MTs % :
Jumlah Sekolah pendidikan =
1 SMP/MTs kondisi bangunan baik 50 51 26 29 L
2 Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs 52 52 52 53 53
Sekolah pendidikan SMP/MTs
3 kondis ¥ baik (%) 96,15 98,07 50 55 53

Sumber ; Dines Pendidican Kab. Borru Tahun 2021

Selama kumun waktu 2016 - 2020 Persentase Sckolah pendidikan
dengan kondisi baik mengalami penurunan, baik bangunan SDJMI
maupun SMP/MTs. Terutama pada tahun 2018 yang mengalami
penurunan sangat signifikan terutama kondisi sekolah bangunan

SMP/ /Mts, ini discbabkan karena pada tahun 2018 dilakukan perbaikan
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database kondisi sekolah dalam bangunan baik yang sebelumnya tidak
pernah dilakukan di aplikasi dapodik, pada tahun 2018 ditemui hasilnya
bahwasanya sebagian besar sekolah mengalami kerusakan pada bangunan
sckolah.
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sckolah pendidikan
dasar

Rasio ketersediaan sckolah dapat menunjukkan kemampuan untuk
menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah
ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah dan
penduduk usia sckolah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai
berikut.

Tabel 2. 57
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

Rasio Ketersediaan
1 Sekolah fPenduduk Usin Sekolah 11558 122,39 114.07 102,63 102,63
Pendidikan Dasar (S0

Rasio Ketersediaan

2 Sekolah /Penduduk Usia Sekolah 53,10 55,20 33.07 40,59 40,59
Pendidikan Dasar (SMP)

Sumber : Dinas Peadidicon Kab. Barre Tohun 2021

Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan
jenjang pendidikan  per 100000 jumlah murid berdasarkan jenjang
pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar
juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu gum agar tercapai mutu
pembelajaran. Rasio jumlah gur/murid sekolah pendidikan dasar (SD
dan 5MP) Kabupaten Barm disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.58
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barmu
e —T - = o .- I

Rasio Guru /Murid Scholah
Pendidian Dasar 510 920,51 1.011.57 107424 122834 [1.100,34

1
Rasio Gurna /Mursd Sekolah ==
2 Pendidikan Dasar SMP 359,56 T, 60 B19.67 I.109.48  1L.21647

Sumber : Dinns Pendidican Kob. Barre Tahun 2027]
Pada tabel diatas menunjukkan kondisi pada tahun 2020 untuk rasio

gurufmurid sekolah pendidikan dasar SD adalah 1 berbanding 9, artinya

setiap 9 murid sekolah terdapat 1 guru SD. Sementara untuk rasio

gurufmurid sckolah pendidikan dasar SMP adalah 1 berbanding 8, artinya

setiap 8 murid sekolah terdapat 1 guru SMP.

Penduduk vang berusia =15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Proporsi penduduk wusia 153 tabun keatas yang mempunyai

kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huraf lainnya tanpa
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harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk wusia 15
tahun keatas. Penduduk yang berusia =15 Tahun melek huruf (tidak buta
aksara) di Kabupaten Barr dapat dilihat pada tabel berilouat.

Tabel 2.59
Penduduk yang berusia * 15 Tahun melek hurf
[tidak buta aksara) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

Penduduk yang berusia =15 Tahun
melek hurf (tidak buta aksara)

98,5 98,85 98597 99,71 99,03

Sumber : Dinas Pendidikon Kab. Barr: Tahun 2021
Guru yang memenuhi kualifikasi §1 /D-IV

Guru schagai tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan peserta
didik schingga harus memiliki keahlian atau  kulafikasi  atan
kompetensi dalam menjalankan tugas dengan baik untuk
mencerdaskan peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomaor
14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan bahwa guaru
wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (51) atau diploma
empat [D-IV]. Gurma yang memenuhi kualifikasi 51/D-IV di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Guru yang memenuhi kualifikasi 51/ D-IV Di Kabupaten Barma
Tahun 2016 - 2020

Gurna yong memenuhi
kualifikasi 51 /D-1V

1 92 89% 95,15% 20.27% B829% 94897

Sumber - Dinas Pendidikan Kab. Barme: Tahun 2021

Perkembangan jumlah pendidik vang memenuhi kualifikasi 5] /D4
Kabupaten Barma dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun walktu
tahun 2016 — 2020 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik
berfluktuatif.

Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Capaian indikator keschatan antara lain:
Anghka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi [(AKB] adalah angka wyang menunjukkan
banyvaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup
pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi
meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per
1000 kelahiran hidup). Angka kematian bayi (AKB] di Kabupaten Bartu
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.61
Anghka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
- e KahuEatc}ndB;lHu Ta:hu.n 2_|_D] 6 — Z_FIZEII
W Ursian 3016 2017 2018 2019 2020
1 Jumilah kemaotian bn],n I'I:ll.-rumur
kurang 1 tahumn)
2 Jumlah kelahiran hidup 2998 3.044 3.035 3.140 3.069
3 Anghka Kematian Bavi (AKH| Bayi per
1000 kelahiran hidup
Sumber ; inas Keschoinn Kob, Borru Tahun 2021

AKB pada tahun 2016 - 2020 cenderung meningkat. Hal ini

L] G T 31 10

2,00 1,97 2.31 9,87 3

menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB haras tetap
dikedepankan, misalnya program pelayanan keschatan ibu hamil, program
imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI
Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu
hamil dan balita.

Pada tahun 2020, AKEB menurnn secara signifikan yaitu dari 31 orang
menjadi 10 orang. Hal ini discbabkan karena meningkatnya penyediaan
sarana peralatan disemua fasilitas pelayanan kesehatan ibu  hamil,
terkhusus pada layanan/lini terdepan yaitu bidan Desa, yang juga
menurunkan penyakit penyerta/infeksi yang diderita oleh ibu hamil, ibu
melahirkan dan ibu nifas. Ditambah lagi semakin meluasnya cakupan
Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir.

Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup
sampai dengan usia 1 tahun dimana AKHB=1-Angka Kematian Bayi.
Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah
usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada
tahun yang sama. AKHE di Kabupaten Barmu dapat dilihat dalam tabel
berikut.

Tabel 2. 62
) A.ngj:a I{cla.ngaungan Hidup BE"."I [AE(HB] Kab. E.E.rru Tahun 2015 2020
]‘;‘“ﬁ.“" Kelangrungan Hidup 9o80 9980 0977 09,11 99,70
avi
Sumber : Dinas Kesechatan Kab, Borru Tahen 2021

AKHE pada tahun 2016 - 2020 cenderung menurun. Hal ini

menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus
tetap dikedepankan, misalnya program pelayvanan kesehatan ibu hamil,
program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak,
program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan
sehat untuk ibu hamil dan balita.

Pada tahun 2020, AKHE HKabupaten Barru mengalami kenaikan
dikarenakan Pemerintah HKabupaten Barmu  berkomitmen untuk
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menurunkan angka kematian bayi dimana semakin rendah angka

kematian bayi maka angka kelangsungan hidup bayi akan semakin tinggi,

begitupun sebaliknya. Beberapa upaya telah dilakukan seperti:

® Advokasi terkait distribusi tenaga khususnya wilayah yang sulit
dijangkau oleh tenaga bidan;

* Advokasi terkait kelengkapan sarana prasarana vang ada difasilitas
kesehatan dasar;

* Hoordinasi dengan layanan farmasi terkait Penyediaan obat dalam
system layanan keschatan pada ibu dan melatih tenaga kesehatan;

* Meningkatkan pemahaman masyvarakat tentang kehamilan;

# Meningkatkan kesadaran masyvarakat akan pentingnya kebersihan dan
sanitasi ditingkat individu, keluarga dan masyarakat;

* Mendorong dan mengembangkan Ivovasi masing masing disarana
pelayanan dasar.

Anghka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia

0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama

pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka kematian

balita [AKBa] di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Angka Kematian Balita (AKBa],/ 1000 kelahiran hidup Tahun 2016-2020

Jumlah Kematian Balita

2

Jumlah kelnhiran Hidup pada satu

20098 3044 3035 3.140 3.069
tahumn tertentu

3

Angka Kematian Balita per 1000

e 0,67 0,33 0.99 1,59 1

Sumber : hnas Kesechatan Kab, Borru Tahen 2021

Dari tabel diatas terlihat AKBa mengalami perubahan yvang fluktiatif
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Barma
berhasil menurunkan AKBa dari 5 orang ke 2 orang. Hal ini disebabkan
oleh jangkauan pelayanan keschatan mulai dari pelayanan kesehatan anak
balita di Puskesmas, Poskesdes, Posyandu bahkan sampai kunjungan
rumah yang dilaksanakan oleh semua bidan Desa. Selain itu juga semakin
berkurangnya faktor predisposisi kematian balita yaitu komplikasi neonatal,
penyakit menular, diare dan kurang gizi serta gizi buruk.

Anghka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah
banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama [dinyatakan
dengan per 1000 kelahiran hidup]) setelah dilahirkan, dan umumnya
disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yvang diperoleh
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dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan.
Anghka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barma

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran
[ T ST =y
1 Jumlah lkematinon bayi  {berumuar
kurnng 1 bulan)
2 Jumlah kelahiran hidup 2.998 3044 3.035 3.140 3.069
3 Angks kemaotian neonatal per 1.000
keelahirnn hidup
Suwmber ; hnas Keschatan Kab, Borma Tahan 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2020, angka kematian

2 18 10 20 6

734 2,21 329 6,37 2

neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barmu menurun secara
signifikan dari 20 kematian menjadi & kematian. Hal ini disebabkan oleh
meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kompetensi petugas [bidan)
dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu mulai dari pelayanan
Ante Natal Care [ANC]), ibu bersalin dan ibu nifas. Serta terlihat pada kasus
Asfiksia pada bayi baru lahir, Infeksi |sepsis,Pneumonia, tetanus, diare)
pada bayi baru lahir serta Berat Badan Lahir Eendah [BELRE|} yang semakin
menurun/berkurang.
E. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Indikator ini menunjukkan Angka kematian ibu pada saat
hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu
per 100,000 kelahiran hidup DI Kabupaten Barm dapat dilihat pada tabel
berikout.

Tabel 2.65
Angka Kematian Ibu per 100 000 kelahiran hidup Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2020

o, TR o

1 Jumlah ibu hamil yang meninggal 7 7 4 T 5
karena hamil, bersalin dan nifas

2 Jumlsh kefahiran hidup 2998 3.044 3.035 3140 3069
Angka lematian thu per 100,000 4 .

3 el b 23349 65,70 131.80 22293 98

Sumber : hnas Keschaton Knb. Borre Tohun 2021
Angka Kematian ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini disebabkan karena
meningkatnya jangkauan pelayanan keschatan dari tenaga kesehatan yang
kompeten pada ibu hamil baik yang ada dipelosok wilayah yang sulit
maupun yang berdekatan dengan sarana pelayanan keschatan. Dan
adanya pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran [(RTK] pada 2 wilayah
Puskesmas yaitu Puskesmas Pujananting dan Puskesmas Doi Doi untuk
ibu bersalin. Selain itu, untuk ibu nifas, adanya kunjungan mulai KN1,
KMN2, KN3 dan KN4 (lengkap), untuk mendeteksi kelainan dan atan

komplikasi yang dialami ibu selama 42 hari setelah melahirkan.
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F. Rasio posyandu per satuan balita
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat (UKBM)] yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh,
untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan keschatan guna memberdayakan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi. rasio posyandu per satuan balita di

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Rassu Posyandu Persatuan Balita I{,ahuPatcn Barru Tahun 2016 — 2020
o  Umian aoie 3017 3018 2018 E
1 Jumbah posyamndu 249 263 264 265 T
2 Jumbah balita 13.718 13.59T 13.344 13.084 13,343
] Rasio posyandu per satuan balita 18.15 19,27 19.76 40,35 20.01

Sumber - Dnas Kesehatun Kab Borre Tahun 2021
Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Barmu pada tahun 2020

adalah 267 dengan rasio 20. Rasio Posyandu terhadap jumlah balita
idealnya adalah 1 : 50, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Posyandu
di Kabupaten Barm termasuk memadai dalam melayani balita yang ada.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain adanya Alokasi Dana
Desa [ADD) untuk pembangunan Posyandu dan ADS yang merupakan

sumbangan Desa /masyarakat, termasuk wakaf.

G. HRasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu merupakan salah satu
sarana penunjang keschatan dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersedisannya, maka
semakin g memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan
kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu dihitung
berdasarkan jumlah puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per
1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.67
Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah
p:ndudul: Kah‘upau:n Ba.rru Tahun 2016 — 2020

1 016 ]?'3 l'l'ﬂ- 0.069 (i} 0 33 0.19
2 2017 I7T4.8T1 12 0,069 o [1] 33 0,19
3 2018 1BO. 50 12 D.066 i} 1] 33 018
4 %19 1B2.373 12 0.066 a (1] 33 .18
5 2020 1B7.392 12 0,064 (i} 0 33 0.18

Sumber : Dings Kesehaton Kob, Barmu Tahun 2021

Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun
2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Begitupun dengan
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rasio jumlah pustu terhadap jumlah penduduk juga terus mengalami
penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah
puskesmas dan puskesmas pembantu lebih rendah dibandingkan laju
pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2016
hingga tahun 2020 terus mengalami penambahan sementara jumlah
puskesmas dan jumlah pustu tetap. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah
Penduduk tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,069 dan terendah
pada tahun 2020 sebesar 0,064 .
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat
keschatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk vang
menunjukkan tingkat cakupan pelayanan keschatan terhadap jumlah
penduduk di wilayah pelayanannya. HRasio rumah sakit per 1.000
penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.68
Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2016 — 2020

Jumlinh rumah sakit

Jumlah Pendudulk 173.163 174.871 180509 182.373 187.392

ﬁm*ﬁﬁﬁi"%mw
1
2
3

Rasio romah sakit per

1000 penducduk 0058 0.0057 00055 00052 00053

Swmber - Dhinas Kesehaton Kob Berme Tahen 202 1

Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk dari tahun
2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Hal ini disebablkan
karena laju pertambahan jumlah rumah sakit lebih rendah dibandingkan
laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tabun 2016
hingga tahun 2020 terus mengalami penambahan sementara tidak ada
penambahan jumlah rumah sakit. Rasio Rumah Sakit terhadap Jumlah
Penduduk tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 000538 dan terendah
pada tahun 2020 sebesar 0,0053.

Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat
diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000
penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Barra dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Rasm Duktcr P‘crsa'ru ndudul: Ta.hun 21}16 21}20
1 uinlah icdeey 3o 24 a7 25
2 Jumlah penduduk 173.163 174871 1B05049 182.373 187.392
3 Hasin: gokine-:  per 0,15 a,17 0.13 v, 20 013

satuan penduduak
Sumber : Dinns Kesehatan Kab. Barru Tohun 2021
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Rasio Dokter Persatuan penduduk belum mencapai target jika
berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2016
tentang Kriterian daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia,
dimana pada lampirannya disebutkan rasio yang layak untuk
dokter/=satuan penduduk adalah 1 ; 2500, sementara di Kabupaten Barru
masih jauh dari layak terkait ketersediaan tenaga dokternya. Hal tersebut
juga terlihat pada beberapa puskesmas yvang jumlah tenaga dokternya
belum mencapai standar nasional. Adapun beberapa alternatif solusi yang
telah dilakukan adalah melakukan perekrutan tenaga kontrak dokter
daerah dan pendayagunaan dokter internship di 3 tempat yakni RSUD,
PEM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter
pendamping internship).

Rasio tenaga medis per satuan pendudulk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa
besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada
penduduk yang diukur berdasarkan jumlah tenaga medis per 1,000

penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk disajikan dalam

tabel berikut.

1 Jumlah tenaga medis 48 a0 a7 7 57

2 Jumlah penducik 173.163 174871 180,509  182.373  187.3492
3 Himiay’ g, frelin: 0,28 0,23 0.32 041 0.30

satuan penduduk
Sumber - Dinas eschoton Keb. Barme Tehun 2021

Dari tabel diatas terlihat rasio tenaga medis persatuan penduduk
belum mencapai target karena tenaga medis yang ada di RSUD dan
puskesmas jumlah tenaganya masih kurang sementara disisi lain
penduduk terus bertambah. Adapun alternatif solusi yvang telah dilakukan
adalah perckrutan tenaga kontrak daerah , kontrak BOK dan tenaga
sukarela serta pendayagunaan dokter internship di 3 tempat yakni REUD,
PEKM Padonghko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter
pendamping internship).

Cakupan komplikasi kebidanan yvang ditangani

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru  lahir
sebagian besar  terjadi pada  proses persalinan sehingga untuk
menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal salah satunya melalui
persalinan yvang schat dan aman, yaitu persalinan yang ditolong oleh
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tenaga kesehatan yang terlatih. Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berilout.

Tabel 2.71
Ea‘&:upa.n Immphkasl kcb:dana.n yang dllanga.m Tahun 2016 — 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Jumilnb h:-mpl:ib:a:-i lteh:u:l.nnan Fang

I mendapat penanganan  difinitif di sato 451 526 4B0 515 775
wilayah kerja pada kurun wakiu tertemitu

Jumilah ibu dengonn komplikasi kebidanan

':'.

2 di satu wilayah kerja pads kuran waletn GER 6Ty &6E8 G&4 775
Wik ‘SaLITIA

g Daloopen meiplicaei lehidenan yeiK oLy ras BT 749 100
ditangand

Sumber ; Dhnas Keschatan Kab, Barma Tahun 2021
Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah komplikasi kebidanan yvang

ditangani mengalami perubahan yvang fluktuatif setiap tahunnya. Pada
tahun 2020, jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami
peningkatan yang signifikan dari 515 kasus ditahun 2019 menjadi 775
kasus pada tabhun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya
jangkauan pelayanan keschatan pada semua ibu hamil terutama
penanganan difokuskan pada ibu hamil yang mempunvai faktor resiko dan
memiliki resiko tinggi dengan melakukan pemantauan secara berkala dan
mengoptimalkan sistem rijukan terpadu.

L. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga keschatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga keschatan yang memiliki kompetensi kebidanan
[linakes). Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga keschatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Keachatan yang memiliki
I:nrnpl:tl_-nm kch:dan&n Kabupah:n Barru
Jumlah ibu be:rmlln yang ditolong uleh
1 tenaga keschatan di sati wilayah kerje 3.008 3.036 3033 3.133 3.1B1
pada kurun waktu tertenia
dumlah sehiruh sasaran ibo bersalin di
2 satu wilayah kerja dalam kurun wakitu 3228 3173 3279 3.26% 3.246
Ving sama

Cakupan pertolongan persalinan  oleh
] tenaga kesehatan VLI, memiliki o8 18 o5, 68 92 50 a5,99 o8

kompetensi kebidanan [96)
Sumber : Dinos Kesehatan Kaob. Barmu Tohun 2027

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
hal ini disebabkan karena meningkatnya pengetahuan, pemahaman
keluarga dan masyarakat akan manfaat bila ditolong oleh tenaga
keschatan yang memiliki kompetensi khusus (bidan), selain juga berkat

adanya kemitraan bidan dan dukun dalam menggalang dan memotivasi ibu
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hamil sekaligus mengantar ibu ke sarana pelayanan kesehatan jika
taksiran persalinan sudah dekat.
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization [UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization [UCI) adalah
desafkelurahan dimana bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah
mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kumun waktu tertentu.
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization [(UCI di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Eskupan Desa Keluran UCT I(,El.h E-EIII'LI T.Elhu.n E'ﬂlEr Z'DBD

1 Jumilah Desa / Kehirnhan UCT 5-I 5: 44 52 I'B
2 Jumlah Seluruh Desa  Eelurahan 39 55 55 i) 535
3, eigan Resa/hehinihan, . op .5 100 RO 94,55 &

Universal Child Immunization {UCI)

Sumber : thnas Kesehaton Kab, Borma Taohen 2021

Pada tahun 2020, persentase desa kelurahan UCI mengalami
penurunan yang sangat signifikan yaitu dari 52 desa/kelurahan yang
dapat dilayani ditahun 2019 turun menjadi hanya 19 desa/kelurahan, hal
ini disebabkan karena adanya kekosongan vaksin IPV dan MR, dan adanya
pandemi covid 19 yang berdampak pada pelayanan imunisasi dimana
banyak posyandu yang tertutup.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah puskesmas
sudah melakukan pemberian imunisasi ganda guna percepatan target,
dilakukan sweecping imunisasi dan memenuhi ketersediaan vaksin.
Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang
mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan keschatan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah keseluruhan balita yang
ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus

persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74
P‘cracntaac Ball.'ta Gizi Eumk Kabu;:_na.tcn Barru ‘Tahun 2[]16 EEIZD -
1 Jumlah I:|.1.I|!:|. izl burul-t
2 Jumlah seluruh balita IJ.?]E I3.597 13.344 ].'!.IJE-i 13..343
3 Persentase balita Ei.:i. bl (6] 0,05 009 0,032 0,03 0,02

Sumber : Dinas Kesrhataon Kab. Borru Tahim 2021
Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten
Bami cenderung fluktuatif, namun masih dibawah angka 1%, termasuk
kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional
yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat
dipengarihi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya
diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan
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adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang
terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengamihi oleh asupan gizi yang
terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang disecrap oleh tubuh
mengakibatkan scorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi
memberikan pengaruh yvang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan
gizi pada balita ini dipengarhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang
gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi
keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, hkonsumsi makanan yang
mengikuti kaidah gizi dan keschatan dan peningkatan keschatan ibu dan
anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan stunting.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita [bayi di bawah lima
tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek

untuk usianya.

Tabel 2.75

Prevalensi Stunting Kabupaten Tahun 2016 - 2020
Prevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek] pada &
1 il di Bl tiias 10,61 9.13 2520 17,43 11,04
tahun /baliia

Sumber : ines Keschoton Kab. Bormue Tehun 2021
Prevalensi stunting balita di Kabupaten Barmu pada tahun 2018

[25,20%) berada pada angka tertinggi artinya lebih buruk dari tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun berikuinya, prevalensi stunting di Kabupaten
Barru mengalami penurunan dari 17,43% pada tahun 2019 menjadi
11,04% pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari komitmen sehiruh
clemen untuk berupayva menanggulangi dan mencegah terjadinya stunting
di Kabupaten Barru Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan,
kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian
menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan
ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama
kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui prakitek pengasuhan
yvang baik, perbaikan layanan keschatan dan peningkatan akses ke
makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah
balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di
sarana pelayanan keschatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang
ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus
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persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
E.Ell-l:upa.n Bal:tsl Gizi Buru.l: ml_-nda.pat p:rawatan Tahun 2016 2020
no_ _ Umian 3017 3018 3019 3030
1 Jumlah  balita gizi bemmk  mendapat
perawatan di samna Pelay. Kes. di satu T 12 3 4 3

wil. Kera pd kourun whkt tertentu

dalam waktu yang sama

Jumlah sefuruh balita gio buruk buruk
2 yang ditemulan di satu wilayah kerja T 12 a 4 3

Cakupan Halita Gid Buruk mendapat

3 100 100 100 100 (1]
perawatan¥)

Sumber : Dines Hesehaton Kab., Barrmm Tahun 2021
Dari tabel diatas terlihat bahwa semua kasus balita gizi buruk yang

ditemukan dalam kurun waktu 2016 - 2020, semuanya telah mendapatkan

perawatan. Dalam penanganan balita gizi buruk ada beberapa upaya yang

telah dilakukan, antara lain :

* Layananan rawat jalan balita (6-39 bulan) dengan gizi buruk tanpa
komplikasi

#* Layanan rawat inap untuk semua bayi berusia kurang dari & bulan
dengan gizri buruk |(dengan/tanpa komplikasi] dan balita 6-39 bulan
dengan komplikasi

# Melakukan pendampingan pada balita gizi buruk fase rehabilatasi agar
kejadian gizi buruk tidak terulang

# Meningkatkan kapasitas petugas dengan mengadakan Pelatihan Tata
Laksana Gizi Burnk.

Persentase anak usia 1 tahun yvang diimunisasi campak

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyvaknya
anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi
campak terhadap jumlah anak usia 1 tahun dan dinyatakan dalam
persentase. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan
imunisasi dasar secbagai perlindungan terhadap penyakit campalk.
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.77

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

ol i
y Jumlsh anak usia 1 tshun yang 377 g.ogs 2.B30 3.036 2706
mendapat imunisasi campak
2  Jumlah anak usia | tahun 307l 3.044 3.030 3.036  2.967
g  Fereeibume meulc ysfe -l iwlig 100 98,03 93.40 100 91

vang diimunisasi campak (3
Sumber : Dinas Kesehoton Kob, Baru Tohun 2021
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Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami
penurunan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 persentase anak
usia 1 tahun yang diimunisasi campak mencapai target 100%, sedangkan
pada tahun 2020 hanya scbesar 91%. Hal ini discbabkan karena adanya
kekosongan vaksin IPV dan MR serta pandemi covid 19 yang berdampak
pada pelayanan imunisasi karena tertutupnya posyandu. Alternatif solusi
yang telah dilakukan adalah puskesmas sudah melakukan pemberian
imunisasi ganda guna percepatan target, sweeping imunisasi dan menjaga
ketersediaan vaksin.

Non Polio AFFP rate per 100.000 penduduk

Acute Flacid Paralys (AFF) adalah gejala kelumpuhan pada anak vang
berumur di bawah 153 tahun yang terjadi secara mendadak [alkut). Non
Polio AFP rate per 100,000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat
pada tabel berikout.

Tabel 2.78
Nun P‘ulm AFP rate per 1040. I:HII'D p-:nduduk K,E.hupat:n Ea.rru
1 Jl.:mJa.'!'J lonsus ."-'|.FZF' non Polio 3 2 2 1 o
yang dilaporkan
2 Jumlah penduduk = 15 tahun 48.331 42,406 42.406 45.563 45.583
a Mon Pokio.fue per 100000 6.21 472 472 2,19 0
penduduk

Simber : hnas Kesehoton Kob, Borma Tahan 2021
Jumlah kasus AFF dari tahun ketahun mengalami penurunan,

puncaknya pada tahun 2020 dimana tidak terdapat lagi kasus AFP. Hal ini
disebabkan karena adanya keberhasilan dalam pencegahan AFP
diantaranya dengan memberikan imunisasi polio secara rutin sesuai jadwal,
menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan mencuci tangan pakai
sabun sebelum dan sesudah makan.
Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru
[alveoli] yang disebabkan terutama oleh bakteri dan merupakan penyakit
saluran pernafasan akut yang sering menyecbabkan meningkatnya angka
kematian balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan
indikator untuk mengetahui proporsi pneumonia balita di suatu wilayah,
sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.79
Cskupan B.ﬂllta Pn:u.m.unm ng ditangani Tahun 2016 — 2020

. G S

.Ju.l:n.uh p-md:nlu pn:l.m:nrun I:mlll:l —
e M 14 19 77 4
2 ::Iﬂ“"‘ Perkinmm penderits prsooaia 3 ggr 1,350 1,360 496 74
g Lmbugen . bl Cpecumoni W e 1.40 441 1233 331
ditananmi (%)

Simber : hnas Kesehoton Kob, Borme Tahan 2021



RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
I1-81

Penderita pneumonia yvang ditangani mengalami penurunan karena
jumlah penderita pneumonia yang datang dan dilayani di sarana keschatan
mengalami penurunan akibat Pandemi Covid 19. Kunjungan masyarakat
ke fasilitas keschatan mengalami penurunan dikarenakan mercka enggan
memeriksakan diri ke fasilitas kesechatan karena takut tertular virus corona
atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyvakit TBC BTA
merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+]) yang ditemukan
dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah
perkiraan penderita baru TBC/BTA [(+]) dalam kurmun waktu yang sama.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di
Kabaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2020

Jumlash penderita THC BTA §+] yang
1 ditemulkan dan diobati di satu wilayah kerjo 156 156 22 282 202
selama 1 tahun
Jumbah perkiraan penderita bar THC BTA |+] 'y ry
2 Al wakto yang 356 356 2122 357 3a8
g Gelajan pebcmuan o fanl,  penggenen gagn 497 100 709 5106

perederitn penyakit THC BTA
Sumber ; Mhnos Kesehaoton Kob, Bor Tahun 2027

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA belum
mencapai target karena jumlah penderita TBC BTA yang ditemukan dan
diobati hanya 202 penderita dari 388 perkiraan penderita. Hal ini
dikarenakan terlambatnya kasus ditemukan dan secara otomatis kasus
terlambat tertangani. Adanya pandemi Cowvid 19 juga menyebabkan pasien
dengan gejala batuk enggan berobat ke fasilitas kesehatan karena takut.

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 pendudulk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang
paru dan merupakan salah satu penycbab kematian dengan jumlah yang
tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosi [(per 100.000 penduduk) di
Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Tingkat prevalensi Tuberkulosi
FE7

O =1

Banyaknya kasus penderita 214 231 233 283 202

! 1OC fliar dan lama)
2 Jumiah penduduk 173.163 174.871 180,509 182.373 187.392
5 mgkat prevalensi -+ 05 £p  g3300 122000 15545 108

Tubercolosis {perl 00,000 pdlk)
Sumber - Dinn= Keschofan Kab. Baeru Tofkun J00T

Populasi vang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi.

Tingginya kasus penderita THB dikarenakan masih tingginya penularan
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kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah
menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjaringan
suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans], peningkatan
pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan
secara aktif, kemitraan para stake holder serta pemeriksaan kontak
serumah penderita TB.

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Angka kematian dan kesakitan akibat tuber kulosis ini masih
cukup tinggi dan menjadi perhatian dunia. Indikator ini dihitung
berdasarkan persentase atas jumlah pasien TB yang meninggal terhadap
jumlah penduduk per 100.000 jiwa. Tingkat Kematian karena Tubercolosis
di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 pendudulk)
Kabupaten Barru T&hu.n 2016 - 2020

_Bo &“““ﬂ A m ‘--’i';m" - mﬁ = ||

1 Jumlah pasien TH yang menin

2 Jumlah penduduk 'I?.].IE|.3 lr"l.ﬂ?] ISEI-.SDQ 1B2.373 187.392

Tingleat kematian leorens
3 Tubercolosis [per10D.000 peddk] 2,88 0 g 3,31 ¥

Sumber ; inos Keschotan Kob. Borru Tahun 2021

Data tahun 2020 menunjukkan tingkat kematian Tubercolosis
meningkat menjadi 7 per 100.000 penduduk {(ada 13 kasus antara lain: 7
kasus meninggal komplikasi DM, 2 kasus meninggal TB_HIV dan 4 kasus
meninggal sementara dalam pengobatan). Hal ini dikarenakan
terlambatnya kasus ditemukan dan secara otomatis kasus terlambat
tertangani serta adanya pandemi Covid 19 wvang menyebabkan pasien
dengan gejala batuk enggan berobat ke fasilitas keschatan karena takut.
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yvang terdeteksi dalam program DOTS

Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dalam Program
Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase
jumlah pasien baru TB/BTA yang diperkirakan ada terhadap jumlah pasien
yvang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS. Proporsi jumlah
kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.83
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
Kabupaten Barru Tahun 2!] 16 : 2020

"ﬁwJ miah Jlﬁiﬂm i HIA - -
humila pa:u:n ul stz A yang i
: mendapat pengobatan melalui DOTS s s i = i
Jumlah passen baru TB para BTA yang B XA
B eint ass 362 atl 35T 3&a
g g jvieh jemes Tubokoloss JARoE. pnege  anan: CZUED O GRGT SZO8

terdeteksi dalam Prnﬁra.m DOTS %)

Sumber : hnaos Kesehoton Kob, Borma Tahun 2021
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Populasi vang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi.
Tingginya kasus penderita THB dikarenakan masih tingginya penularan
kontak serumah. Adapun alternatif sohisi yang dilakukan adalah
menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjaringan
suspeck, pemberdayvaan CBS (Community Base Surveylans], peningkatan
pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan
secara aktif, kemitrasan para stake holder serta pengiriman dan
pengambilan sedimen TBC di PRM.

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program
DoOTS

Proporsi kasus kasus tubercolosis yang di obati dan sembuh dalam
Program Directly Observed Treatment Shortcourse [DOTS]) merupakan
presentase jumlah pasien TB/BTA wyang telah mendapat pengobatan
melalui program DOTS terhadap jumlah pasien yang sembuh. Proporsi
kasus Tuberkulosis yvang diobati dan sembuh dalam program DOTS di
Kabupaten Barm dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 2.84
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
O Kabupaten Ban'u Thhun 2016 — 2020 )
o Ursian” “aoie 2017 2018 ©
Jumilah pasien tuberkulosis ;:lur'u
1 HITA ynrug membnil 178 146

g oJusmish pasicn TR perd BTA yeog g 146 152 233 202
cliobati

Proporsi kasus Tuberkulosis yang
3 dicbati dan sembuh dalam Program 80,18 100 100 a5,62 38.12
DOTS )

Sumber : hnas Keschotan Kab, Borru Tahun 2019
Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh pada tabun 2020

mengalami penurunan dimana dari 202 pasien, yang sembuh hanya
sebanyak 77 pasien (38.12%:). Hal ini dikarenakan adanya pandemi cowid
19 schingga terdapat penderita yang putus berobat, ada yang meninggal
dan ada yang tidak dievaluasi karena masih dalam pengobatan untuk
tahun berikutnya.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan ini merupakan persentase atas jumlah penderita DBD
yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang  ditangani.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyvakit DBD dari
tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
semua penderita DBD telah ditangani dengan baik sesuai S0P, Jumlah
kasus dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Namun penyaldit
DBD ini merupakan salah satu penyakit yvang harus diwaspadai karena
dapat menyebabkan kematian. Cakupan penemuan dan penanganan
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penderita penyakit DBD pada Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel 2.85

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun EGIb 2020

| pmermce w0 W & @
1 sphpEmlGpem i e w o« % =
3 ;art;i:::anpgamn'un dan penanganan penderitn 100 100 100 100 100

Sumber ; Dhnas Keschatan Kab, Borma Tahan 2021
Y. Penderita diare yang ditangani
Indikator ini merupakan persentase penderita diare yang datang dan
dilayani di sarana kesechatan dan kader disuatu wilayah dalam walktu
satu  tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu
wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan
dikalikan jumlah penduduk. Penderita diare yang ditangani i Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.86
P‘cnl:h:nta d.‘lE.'l't yang dlta.'nga.nl. Kabupa.tn:n Barru Ta.hun 20 16— 202[!
ma _ Umaian 2008 | 2017  3goig | 2019 J0a0
Juminh penderita “diare yang datang
1 dan dilayani di sarana kesehatan dan 2.896 2.249 2011 2.953 2024
kaider
Juminh perkiraan penderita  diore
2 (10% dori angka kesakitan diare x 3.679 a.717 4874 4,898 6.721
qumilah pendudulk)
3 Penderita diare yong ditangani (%) TH,T73 60,51 4126 60,29 30.26

Sumber - hnos Kesehoton Kob, Borme Taohan 2021

Penderita diare yang ditangani mengalami penurinan karena jumlah
penderita diare yang datang dan dilayani di sarana keschatan mengalami
penurunan akibat pandemi Covid 19, masyvarakat enggan memeriksakan
diri ke fasilitas keschatan karena takut tertular wvirus corona atau lebih
memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas keschatan.

Z. Angka kejadian Malaria

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui

insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun.

Angka kejadian malaria di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada tabel

berilout.
Tabel 2.87
Angka In:]ad:an Malaria K,ahupatcn Barru Tahun Zﬂllﬁ 2020
F'endudull: Yang m.end:rlia
1 B 19 24 g 23
2 Jumlah penduduk 173.163 174.871 180,509 182,373  1B7.392
g foge kepdmn malhos s hgn 13.72 399 12,58 0.53

e, 000 pemdiudak)
Sumber : Dings Keschatan Kob. Barru Tahun 2027
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Angka kejadian malaria cenderung menurun dari tahun ketahun,
walaupun pada tahun 2019 meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 23
kasus. Kasus penyakit malaria ini terjadi di Kabupaten Barra karena
adanya migrasi dari luar daerah HKabupaten Barmi, karena adanya
mohilitas penduduk. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah
melakukan upaya promotif preventif dalam pencegahan dan pengendalian
penyakit malaria yakni sosialisasi penyakit malaria dan Surveilance
migrasi uniuk kasus malaria. Selain itu periu dilakukan penyelidikan
epidemiologi penderita positif malaria serta penyediaan obat anti malaria di

puskesmas.

AA Tingkat kematian akibat malaria

Tingkat kematian akibat malaria adalah jumlah kematian tersangka
malaria terhadap jumlah pendudulk per 1000 jiwa. Tingkat kematian akibat

malaria di Kabupaten Barm dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.88
Tin t kematian akibat malaria Tahun 2016 — 2020

1 Jurn.'l.u..h kematzan  tersangka o 0 0 o o
malaria

2 Jumlah penduduk 173.163 174.871 180,509 182373 1B7.392

3 Tingkat kematian akibat malana o o 0 o o

|per 1000 pendudk)
Sumber : Dinns Kesehafan Kb, Borru Tahnn XET

Tingkat kematian akibat malaria dari tahun 2016 sampai tahun 2020

adalah O per 1000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penanganan
penderita malaria di Kabupaten Bartru termasuk berhasil karena semua

penderita malaria tidak ada yang meninggal.

BB. Proporsi anak balita yvang tidur dengan kelambu berinsektisida

Proporsi anak balita yvang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah
peracntase banyaknya balita yang pada malam scbelumnya survei tidur
dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida
terhadap jumlah balita keseluruhan. Namun di Kabupaten Barmu belum
ditemukan indikasi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida,
hal ini dapat dilihat pada tabel berilkout.

Tabel 2.89
Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
~ Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

._ : : - s .-,;: T .._,_,,..!I.—:.,-\,:.I-,..i i :_c-"-" i"r-,
Banyakmya balita yang pada maolnm

1 sehedumnyas  survei  tidor  dengan  Tdkada — Tdk mda Tdk ads Tdk ada Tdk ada

menggunakan kelombu yang  sudah data data data data datm
dipmoteksi dengan insektisada
2 <Jumlzh balita 12.969 13.718 13344 13.084 13.343

3 Proporsi anak balita yang tidur dengan
kelambu bermnsekinsida 73] . . = F

Sumber : Dings Keschotan Keb. Barrn Tafhan 2021
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Proporsi anak balita yvang tidur dengan kelambu berinsektisida tidak
tersedia data, karena selama ini tidak pernah dilakukan survey terhadap
balita yang menggunakan kelambu berinsektisida.

CC. Prevalensi HIV/AIDS [persen) dari total populasi

HIV dan AIDS merupakan penyakit vang dapat ditularkan melalui
hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan
dengan keschatan reprodulksi terutama PETEMmpuan. Persentase
Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah pasien HIV dan AIDS terhadap
total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS [persen) dari total populasi
di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Pr:ual:na: HIV/AIDS [persen) dari total pup‘ulaal: Tahun 2016 - 2020

e S Sty (S S T iy

1 .Jumh.h pasien  HIV dan a a
AlDS
2 Jumlah penduduk 173.163 174.871 180,509 182373 187.392

Prevalensi HIV/AIDS  dard

total populasi (%) g 0.003 0,002 0.003

Sumber : hnas Keschatnn Kab Berme Tahun 2027
Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2018 sampai dengan 2020

cenderung fluktuatif, dimana pada tabhun 2018 terdapat 6 kasus lalu turun
sebesar 5307 pada tahun 2019 dan akhirnya naik kembali di tahun 2020
schanyak 3 kasus. Semua penderita HIV/AIDS tersebut adalah perantau
dari luar Kabupaten Barru yang ditemukan saat sudah diperiksa di RSUD
Barru, setelah itu ditindaklanjuti dengan cara dirujuk Ke RS. Wahidin
Sudirohusoedo Makassar.
DD. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Persentase cakupan pelayanan kesehatan mijukan pasien masyvarakat
miskin merupakan pemberian pelayanan keschatan perorangan meliputi
observasi,diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan
menginap di ruang rawat inap dengan sarana keschatan strata 1 dan
jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu
(lumlah Penerima Bantuan Iuran/PBI lokal).

Tabel 2.91
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
K.H.bupat:n Barru T&hun 2[!16 2020

No Omisn " ame | 3007 3018 3019 3mao
Jumbah kunjungan passen meskin
di b e 10.799 20372 16911 B3.025 7.BOB
Jumbinh masyarakat penerima KIS =
di kabu 5 67.626 125.460 124.550 128.122 135.423
g  Dekepen  pelaynoun  kosheten oy 16,24 15,18 B4,58 5.8

rujukan pasken masyarakat miskin

Sumber ; imas Kesehoton Kab. Barru Tahun 2021
Cakupan pelayanan keschatan rujukan pasien masyarakat miskin

Kabupaten Barmu dar tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya program dari
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pemerintah Kabupaten Barmi, yvakni kartu kepesertaan penerima bantuan
iuran APBD, schingga masyarakat miskin yang sakit akan mendapatkan
pelayanan kesehatan secara gratis . Disamping itu Pemerintah Kabupaten
Barru terus mengupayakan mencapai cakupan keschatan semesta ataun
Universal health Coverage (UHC).

Namun pada tahun 2020, jumlah kunjungan pasien miskin di sarana
keschatan strata 1 mengalami penurunan yang signifikan, dimana dari
83.025 jumlah kunjungan pasien miskin, menurun menjadi 7.808 jumlah
kunjungan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 sehingga
masyarakat lebih memilih berada dirumah (social distancing) dan tidak
berkunjung ke pelayanan keschatan.

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang
memperoleh pelayanan keschatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh
bayi lahir hidup disuatu wilayah. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2

020

AT A —

Juminh I'.:unju.r! 0 hayi memperaleh

pelayanan keschatan sesuai standar di swato 3.123 3.104 1045 3.050 2955
wilavah kerja pada kunin waktu terteniu

Jumlah seluruh bayi lahir hidup di swatu
itavah poda kurun u1 yang sama 3.071 1.046 .136 3.140 3,004

3

Calupan Kunjungan Bayi 101,69 101,90 97.10 97,13 95.51

Sumber ;

GG.

Déinas Kesehaton Kab. Barru Tahun 2021

Adanya wabah Covid 19, menyebabkan jumlah kunjungan menurun
pada tahun 2020. Masyarakat takut dan tidak mau membawa bayi dan
anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poskesdes
dan posyandu. Bahkan pada saat tenaga keschatan mengadakan
kunjungan ke rumah, sebagian masyarakat tidak mau menerima untuk
mendapatkan pelayanan keschatan dengan alasan takut tertular Covid 19.
Cakupan puskesmas

Cakupan puskesmas adalah rasio antara jumlah puskesmas
dibandingkan jumlah kecamatan. Untuk cakupan puskesmas dari tahun
2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 171,43
Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jumlah puskesmas
dan jumlah kecamatan. Jumlah puskesmas scbanyak 12 puskesmas
sementara jumlah kecamatan sebanyak 7 kecamatan.
Cakupan pembantu puskeamas

Cakupan pembantu puskesmas adalah rasio antara  jumlah
puskesmas pembantu dibandingkan jumlah seluruh desa/kelurahan.

Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak
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mengalami perubahan waitu sebesar 60,00. Hal ini disebabkan karena
tidak adanya penambahan jumlah puskesmas pembantu dan jumlah
desa/kelurahan. Jumlah puskesmas pembantu sebanyak 33 puskesmas
pembantu sementara jumlah desa/kelurahan sebanyak 55 desa/kelurahan.
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan kunjungan ke-4
ibu hamil dan mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yaitu
paling minim empat kali terhadap jumlah sasaran ibu hamil. Cakupan
kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.93
Eakupan br.unjungan Ihu hamil K4 Th.hun 201 6 — EDEG

Jumlu.h :|'I:|1.1 h.an:ul ynng mcmpml.eh

pelaymrian antenatal K4 3.183 3.104 3.114 3.145 3173

]

Jumilah sasaran ibu hamil 3.439 3.396 3440 3.420 3404

3

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 [2%) 92,56 91.40 90.52 91,96 93.21

Sumber - Dings Kesehatun Ko, Berra Tahun 2021

11.

Cakupan pelayanan keschatan dalam pemeriksaan ibu hamil K4
sesuai standar pada tabun 2020, mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Namun belum mencapai target 100 %, yvang disebabkan
karena masih ada 69 ibu hamil ditemukan dan datang memeriksakan
kehamilan setelah umur kehamilan lebih dari 12 minggu, dan terdapat
162 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan pada bulan Desember vang
tidak memunkinkan K4 sampai akhir tahun 2020.

Cakupan pelayanan nifas

Nifas adalah pericde mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca
persalinan. pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu
nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari.

Tabel 2.94
Cakupan la_?snan nifas Kabupat:n Barru Tahun 2016 — 2020 e

Jumlah peserta ibu nifas yang telah
1 mempercleh 3 kali pelayanan nifas sesumi 2,947 2.938 2975 3.05% 3.112
standar
2 Jumlah seluruh ibu nifas 3.228 347 3279 3.264 3.246
3 Cakupan pelayanan nifos ] 91,29 O 42 9.73 93,57 a5 B7
Sumber © hnos Kesehatnn Knb Borme Tahun 2021

Calkupan pelayanan ibu nifas sesuai standar (kunjungan nifas 3 kali)
mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibanding dari tahun
sebelumnya namun belum mencapai target. Dari 3.246 ibu yang
melahirkan wakni hanya 3.112 ibu nifas yang mendapatkan pelayanan
keschatan 3 kali dalam waktu 42 hari setelah melahirkan atau dalam
prescntase sebesar 95 87 %, jadi terdapat 134 ibu melahirkan [nifas) yvang

belum mendapatkan pelayanan keschatan sesuai standar.
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Hal ini disebabkan karena terdapat 98 orang ibu melahirkan pada
pertengahan bulan Desember . 7 orang ibu bersalin setelah kunjungan
nifas 1 kali pindah wilayah, 12 orang ibu bersalin setelah kunjungan 2 kali
pulang kedaerah tempat kerja, 6 orang ibu bersalin memiliki akses yang
sangat sulit, 4 orang ibu bersalin yang beresiko tinggi schingga
membutuhkan perawatan di rumah sakit dan 7 orang ibu bersalin berasal
dari luar wilayah.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan neconatus dengan komplikasi yang ditangani adalah
neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kumn wakin
tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga keschatan
terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikout.

Tabel 2.95

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang dita.nﬁﬂ' Tahun 2016 - 2020

“No_ 5 020

i = =

19 2020

il SRR (= Lorn
. cumisk Cpeoostus denges g 234 244 268 313
komplikasi yang tertangami
2 Ju:rnl:!h l.elu.ru.h neonahis dengan 450 a57 455 456 313
komplikasi yang ada
g (Celupmn.  neonatus  demgan gy gp  gpan’ Bak8 5447 100

komplika=i yang ditangani (%]

Sumber : Dinas Kesehnton Kob. Barru Tohun 2021

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani oleh tenaga
terlatih [dokter, bidan, perawat) baik dirmumah maupun disarana pelayanan
kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan mencapai angka
100%. Hal ini discbabkan karena meningkatnya kemampuan dan
keterampilan bidan dalam mendeteksi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas
yvang memiliki faktor resiko dan resiko tinggl yang memungkinkan terjadi
komplikasi. Disamping itu juga tenaga pemberi pelayanan sudah memiliki
kompetensi teknis di puskesmas dan rumah sakit seciring dengan semakin
lengkapnya sarana peralatan yang dimiliki puskesmas sebagai tempat
pelayanan dasar serta ditambah dengan komitmen dan penguatan pada
sistem rmujukan terpadu.
Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita
[usia 12 sampai dengan 39 bulan) vang memperoleh pelayanan sesuai
standard. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Barmu dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.96

_Cakupan pelayanan anak balita Tahun 2016 - 2020
----- Uralan 2016 2017 2018 2019 2020

Ju mlnh anak balita WELILE
memperoleh pelayanan pemantauan 11.114 9.233 11.229 9774 T7.750
minimal 8 lali

Jumlah selurub anak balita 10.673 9.927 14.085 12.242 132.788

Cakupan pelayanan anak balita %) 104,13 93.01 T9.72 79 584 &0.60

Sumber :

LL.

MM.

Denns Kesehatan Kab. Barm Tahun 2021

Pandemi Covid 19 membuat masyarakat takut dan tidak mau
membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesechatan di posyandu,
poskesdes dan puskesmas. Bahkan pada saat tenaga keschatan
mengadakan kunjungan rumah, sebagian masyarakat tidak mau menerima
pelayanan keschatan dengan alasan takut tertular Covid 19. Hal inilah
yang membuat jumlah anak balita yang memperoleh pemantauan menurun
pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu
juga dipengaruhi oleh mobilisasi orang tua yang berdomisili dan bekerja
diluar daerah.
Cakupan pemberian makanan pendamping AS] pada anak usia 6 - 24
bulan keluarga miskin

Gizi memegang peranan penting dalam sikhes hidup manusia.
Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menycbabkan Bayi Berat Lahir
Rendah [BELR] dan dapat pula menyebabkan penumunan tinglkat
kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan dari
keluarga miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam
penyediaan pangan di rumah tangga dapat dilihat pada tabel berilout.

Tabel 2.97
pan Pn:m b:na.n M_F_"_ASI Kabupatcn Barn.! Ta.hun E'Dlﬁ _?'E_F_EU
Jumlah .'m:l.h: usia  6-24 bulan

1 keliarga miskin yang mendapat MP- 254 384 o 232 o
ABI

Lk

2 Jumlah :ciluruh. ::.n.ﬂ: usin 6-24 655 5075 o £.605 o
bulan kehiarga miskin

Cakupan pemberian maknanan
3 pendamping ASl pada anak usin 6- 38,TE 642 o 5,04 o
24 bulan kehinrgn miskin ()

Bumber : Dinns Keschaton Keb. Barre Tahan 2027
Jumlah anak usia 6-24 bulan yang mendapat MP ASI pada tahun

2020 tidak ada. Hal ini disecbabkan karena adanya pandemi Cowvid 19
sehingga pengadaan MP ASl tidak dilaksanakan karena refocusing
ANEEAran.
Cakupan penjaringan keschatan siswa SD dan setingkat

Penjaringan keschatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan
kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi
pengukuran tinggi badan,berat badan dan seterusnya. Cakupan
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penjaringan kesehatan siswa 8D dan setingkat di Kabupaten Barmru
dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.98
Cakupan penjaringan keschatan siswa SD dan sctingkat

Jumlah murid S0 dan setingkat
yvang diperiksa |keschatannya
oleh  tenaga kesehatan atan
tenagn terlatih

4.225 5.337 3.948 3.315 10.764

2 Jumlah murid 2D dan setinglkat IT. 415 17.220 17.574 3.571 16.737

Cakupan penjaringan kesshatan

3 2426 30,99 23 4T 92,83 64
siswa 5D dan setingkat (i)

NN.

Sumber : Dings Kesehoton Eob. Borru Tabun 2027
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat wyang

dilakukan oleh tenaga keschatan atau tenaga terlatih gur UKS dan dokter
kecil melalii penjaringan keschatan mengalami penurunan sebesar 28.83%
pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kerjasama dan
koordinasi lintas secktor terutama dengan kepala schkolah pada masa
pandemi Covid 19, selain itu pelaksanaan proses belajar mengajar
dilaksanakan secara onfine schingga untuk pelaksanaan pemeriksaan
keschatan pada siswa sangat sulit untuk dilakukan.
Cakupan pelayanan keschatan dasar masyarakat miskin

Persentase cakupan pelayanan keschatan dasar pasien masyarakat
miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi
observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik tanpa
rawat inap terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam
satu wilayah tertentu (Penerima Bantuan Iuran/PBI Lokal). Cakupan
pelayanan keschatan dasar masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2,99

__Ha

Cakupan pelayvanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab.Barru
e ﬁ A e e Sy = =

1

Jumlah kunjungan pasien miskin di  yp 999 20372 18911 83025 7.E08
sarkes simia 1

2

Jumlah selurch masyarakat miskin 67,626 125.460 124.530 128.122 135.423

3

Ol amer. peyainmcs Mshiabion delms?-~ o gy 16,24 15,18 64,58 5.8
mas meskin (%)

Sumber ; hnos Keschatan Kob, Borma Tahun 2021

Adanya program dari pemerintah Kabupaten Barmru, yakni kartu
kepesertaan penerima bantuan iuran APBD, dimana masyarakat miskin
yang sakit akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,
merupakan salah satu faktor meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin dari tahun 2016 sampai tabun 2019. Disamping
itu pemerintah Kabupaten Barru terus mengupayakan pencapaian
cakupan keschatan semesta atau Universal health Coverage (UHC) .
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Mamun dengan adanya pandemi Covid 19 pada tabhun 2020,
menyebabkan persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyvarakat
miskin turun secara signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih
memilih berada dirumah (social distancing) dan tidak berkunjung ke
pelayanan kesehatan.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana
keschatan (RS)

Indikator ini memberikan acuan pelayanan keperawatan dan
penanganan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan  yang
dilakukan. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang hams diberikan
sarana keschatan (RS] di Kabupaten Barr dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (ES) Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2020

1 Jumlah gawat danarat level 1 1 1 1 1 1
2 Jumlah RS 1 1 1 1 1
Cakupan pelayanon gawat damirat level 1 yang
3 harus diberikan saranan kesehatan [RS) (%) 100 o 100 100 100
Sumber : Dinas Kesshaton Kob. Barru Tohun 2021
Cakupan pelayanan gawat dararat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 telah mencapai
100%..
FP. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yvang dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa ([KLB] vang
ditangani < 24 jam terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yvang dilakukan

1 .J:umluh.KLB .|:|.| desa fkelurahan  yang 2 3 a 2 233
ditangani < 24 jam

7 Ju.mh.lh KLB di desa/kelurahan yang 7 4 & 2 233
terjadi
Cakupan desa ) kelurnhan VONE

3 mengalami KLE Fang dilakukan 100 100 100 100 100

penyvelidikan epidemiclogi < 34 jam {¥)

Sumber : Dinas Keschoinn Kob. Borru Tohun 2021
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi = 24 jam dari tahun 2016 sampai tahun 2020
telah mencapai 100%. Semua kasus Kejadian Luar Biasa [KLBj} telah
dilakukan penyelidikan epidemiologi. Meskipun jumlah kasus KLB dari
tahun ke tahun kasusnya meningkat namun penanganan dan

penanggulangan kasus 100% tertangani.
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Pekerjaan Umum
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Proporsi panjang jaringan jalan merupakan perbandingan panjang
jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan. Jalan
kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu
jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kreteria teknis.
Panjang jaringan jalan terbagi dalam empat kondisi yaitu kondisi baik,
kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondidi rusak berat.
Kondisi pajang jaringan jalan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.102
Knndl.m Panjang ..T&rlnga.n Jalan di Kab.Barm Tahun 2016 - 2020

i S Uraian 32016 = 2017 = 2018 2019 2020

Pan]nng Jaringan J.1J.:|.1'.|

1 Kondizi Daik 379,15 414 406 415,461 438,13 445,05
Panjang Jaringan Jalan o 2

2 Kondisi Rusak Ringan 65,176 53,186 59,331 58,13 57,559
Panjang Jaringan Jalan -

3 Kondini Pizak Sedang 49.4 73,338 77.483 52,76 5447
Panjang Jaringan Jalan

4 e -~ 189,63 142,429 131,080 134.3 136,28
Jalan secara

5 kraelunshan (bupaisg) 683,36 683,36 683,36 683,36 683,36
Proporsa panjang

& jaringan jalan dalam 0,55 0,606 0,608 0,641 0,651
lcondisi baik

Sumber: Dinas Peferjman Umum don Penotoan Buaong Kaob. Barru Tohen 2021
Diari tabel di atas terlihat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dari panjang
jalan keseluruhan.
Perasentase jalan kabupaten dalam kondisi baik [ = 40 KM /Jam])

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas  jalan
dimana permukasan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam
kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan = 6%}, schingga
arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40
km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
Peracntase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik [=40 KM/Jam)]
di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berilout.

Tabel 2.103
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | > 40 KM /Jam)
di Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2020
_No Uraian_ 2016 2017 2018 2019 2020

P:mJa:ng Jalan hab'u F|.:|'|.E'J'I.
1 428,55 467,52 415.461 400,89 502,61
Dielam Kondisi Baik [lem}

Panjang Selurubh  Jalan

2 683,36 683,36 683 36 683,36 683,36
Kabupaten
Persentase jalan kabupaten

3 dalam kondisi baik [ = 40 62,71 68,41 &0.BD 71,72 73,550
KM/ Jam)

Sumber: Dinas Peferjmon Umum don Penatoan Buaong Kob. Boru Tohuen 2021
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Drari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik (=40 Km/jam] yang diasumsikan scbagai jalan dalam
kondisi mantap berdasarkan Permen PU No. 13 Tahun 2011 Tentang Tata
Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan, dari tehun 2016 ke 2020
cenderung meningkat meskipun di tahun 2017 ke 2018 mengalami
penurunan, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kerusakan jalan akibat
umur ckonomis sesuai jenis jalan. Namun pada tahun 2019 kembali
mengalami peningkatan.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat
mengakses sanitasi yvang layak dengan pemahaman akan pentingnyva
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ([PHBS) dan keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tinggal
bersanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Pfra:ntaacﬁw Tinggaj_l Bcra-anitasiKa .Barru Ta..hlﬁ =

e ey

Jumlakh rumab timggal

1. b i 41.342 41.342 46.293 34.2B86 34.2B6
2. Jumlah rumah tinggal 43.723 43.723 48.328 46.252 46.252
3 Persentase 24,55 94,55 95.79 95,79 95,72

Bumber : Dinns Perumohan dan Kowasan Pemukiman Kob, Barre Tahun 2021
Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi

meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah rumah

dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga.

Persentase drainase dalam kondizsi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang
sebagai sistem Euna mementihi kebutuhan masyarakat dan
merupakankomponen  penting dalam perencanaan kota (perencanaan
infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan,
menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase
didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk
mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau
lahan, schingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase
dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada berikut.
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Tabel 2.105

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran

Panjang Drainase
tersumbat

7 N o 15,24 o 2.5 3.5
air | Km)

g  Penjng  Schouh  .aqz4 gagosg £43.054 £43.954 £43.054
Drainase (Kmj : % £ K '

3 Persen 239 3.B8 3.B8

Sumber : Dinas Perumahan don Kowasan Pemukiman Kob. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan Persentase panjang drainase yang
tersumbat pembuangan aliran airnya dengan total seluruh panjang
drainase Kab. Barmu cenderung stagnan, hanya pada tahun 2020
teridentifikasi drainase yang mengalami penyumbatan sehingga terjadi
penurunan persentase, hal ini terjadi dikaremakan masih adanya
masyarakat vang melakukan pembuangan sampah ke saluran drainase
serta adanya tumpukan sedimen yang sehamusnya diselesaikan secara
gotong royvong, namun harus menunggu lagi dari pemerintah, schingga
drainase yang baik dapat berkurang kualitasnya dan mengalami kerusakan
dan penyumbatan.
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Irigasi adalah wsaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan,
irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Irigasi berarti
mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada
sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Persentase irigasi
kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.106
Persentase irigasi kabupaten dEIJ.ELITI H:l:!nd.ia! baik Tahun 2016 - 2020
5. il Uratan _ 2017 2018 2010
1 }]c‘::d’i___i ET:” Babinpaten ~dmlam  onp  gnms 890 3335 34BE
2 Luas Irigasi kabupaten q7a2 97a2 9792 5019 6219
3 Persentase 46,53 46,53 49.94 48,06 50,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum don Penatoan Ruang Kab. Baru Tohun 2021
Irigasi Kabupaten Barru tersebar di 7 kecamatan dengan klasifikasi

berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) vakni Fungsi Primer,
Sckunder dan Tersier dengan persentase dalam kondisi baik pada tahun
2019 mengalami penurmnan akibat berkurangnya luas irigasi kabupaten.
Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan irigasi terutama perubahan
fungsi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan dan pemukiman
serta industri dan lain-lain,setelah dilakukan penelusuran [database
irigasi).
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F. Rasio Jaringan Irigasi
Jaringan irigasi adalah satu kesatuan bangunan dan saluran yang
dipergunakan untuk mengatur jalannya air irigasi, dimulai dari penyediaan,
pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya. Secara umum
saluran atau jaringan irigasi di bagi menjadi jaringan primer, sekunder dan
tersier. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.107
R.El.am Jannga.n Inga&u KEbupE.III_‘I'l El-arru T.Elhun Zﬂll& ZGED
"M “Uraian 2016 2017 2018
1 Irgasi Jaringan primer 22356 22356 22354':! 223 5& 22356
a Irigasi Jaringan Sehunder TAI16T B0120 B34590 G264 D026+
| Irigasi Jaringan Tersier T2L1T TO217 TO21T 79217 T9217
4 Panjang saluran irigasi 177.74 181.683 185.063 191.837 191837
5 Eyui; mum,  Hoddem  gan 9792 9792 6319 €919
pertanian (Ha)
& Rasio 18,15 18,56 18,90 2773 2773

Suember: Dinos Pekerjuan Umum dan Penoftoan Bieang Kab, Borru Tohun 2021
Pada tabel diatas menunjukkan rasio panjang saluran irigasi dengan
luas lahan budidaya pertanian pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan
hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Gabungan Perkumpulan Petani
Pemakai Air (GP3A] Kabupaten Barru. Selanjutnya hal ini diharapkan
dapat dipertahankan dan ditingkatkan partisipasi bukan hanya dari GP3A,
tetapi dari unsur masyarakat lainnya.
G. Persentase penduduk berakses air minum
Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah
penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk
secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum / air bersih adalah
air yvang berasal dari air ledeng/PAM dengan menggunakan meteran
atau tanpa meteran, pompa air/sumur bor, atau mata air yang terlindung
dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal dimana
syarat-syarat air mimim menurut kementerian keschatan adalah tidak
berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat.
Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Barm dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108
P:rs.:nta.s: ._Tuml.ah P:nl:ludu[-c yang Mcndapaﬂ-w.n A.ka-l:s Air Mlnurn
. itz e . s Fizey
NO Urafan 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah penduduk yang
1. mendapatkan akses  oir 92,033 104875 15B.BB4 173.4T71 179.183
MmirLLm
2. Jumlah penduduk 173.163 IT4.871 180,509 182.373 187.392
3, Pemmentam peadudul 53,53 59,97 88,02 95.30 95,61

berakses air minmum
Sumber : Dinps Perumehan don Kowwasan Pemukimon Kb Borme Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan presentase penduduk berakses air

minum pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Alkses 8ir minum yang
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dimaksud terdiri dari akses perpipaan dan non perpipaan dimana non
perpipaan meliputi mata air terlindungi, air kemasan, air di jual eceran dan
penampungan air hujan. Selanjutnya masih terdapat 4,3% penduduk yvang
mengakses air minum tidak layak dari mata air tak terlindungi dan sumur
tak terlindungi.
H. Persentase arcal kawasan kumuh

Permukiman kumuh menurat Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan, pemukiman
kumuh adalah permukiman Yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan vang Hnggi,
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenithi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109
A.rcaj Kawas-&n I{umuh Kabup&t:n BEl'I'l.i TBhLlll Eﬂlﬁ ED?D

1 Luas Kawasan kumuh {Haj 310,62 310,62 3-10.52 31.04 31.04

2 Luas Wilayah Kabupaten (Ha) 117.472 117.472 117.472 117472 117.472
3 Persentoss areal kewasan Kumuh 0,26 0,26 026 0,02 0,02

Sumber : Dinas Perumahon don Kmeasen Pemubiman Kab. Barru Tahun 2021
Pada tabel diatas menunjukkan areal kawasan kumuh berdasarkan

SK penectapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten
Barru Nomor 354 /Bappeda/VIII/ 2014 hingga tahun 2019 tidak mengalami
perubahan namun Pemerintah Kabupaten Barma telah melakukan
beberapa intervensi penganggaran pada lokasi kumuh tersebut, hanya saja
belum pernah dilakukan deliniasi kembali luas areal kawasan kumuh yang
ditetapkan tersebut.

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPFL/HGB dan
Luasan RTH publik secbesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan

Ruang terbuka hijau (RTH]) adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbulka, tempat tumbuh
tanaman, baik yvang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Dalam peraturan pemerintah no. 8 tahun 1953 dan peraturan menteri
agraria no. 9 tahun 1965 menyatakan bahwa Hak pengelolaan (HPL) tidak
ada batas waktu, hanya diberikan atas tanah Negara yvang dikausai oleh
BUMN dan BUMD sedangkan Hak guna bangunan (HGB) dapat diberikan
atas tanah Negara, tanah hak pengelolasn oleh pemerintah atau tanah
milik oleh pemegang hak milik dengan jangka waktu selama-lamanya 30
tahun dan diperpanjang paling lama 20 tahun, HPL/HGE dapat dialihkan
ke pihak lain dan dijadikan jaminan hutang dan jaminan kredit di
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perbankan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling
sedikit 30% dari luas wilayah kota. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Luasan RTH publik dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
berilout.

Tabel 2.110
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGE dan
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas m‘ila_\;ah kota/kawasan

1 Luas ruang terbuka hijoa 204894 204894 204.8%4 204 894 204 894

Luas wilayah ber

e 5,478 5478 5478 5478 5478

g lues  wilaysh ko[ Lo o0 17472 117472 117472 117472
kawasan perkotnan [Ha)

g (Puaia Puang  techols o0 0.004 0.004 0.004 0.004
hijau (1:2]

g Pomentane lomman HTH. e an  a7éea 17442 174,42 174,42

puhblilc {1:3)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kob. Barru Tahun 2021

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta
kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Barmu
dapat dilihat pada tabel berikoust.

Tabel 2.111
- Ras.m Rumah_Lenrak Hum tcrhadap Jumlah Penduduk
g sl Rush Lyl I5R05 44745 44745 45,0849 45 089
Huni
2. Jumlah Penduduk 173.163 174871 180,509 152.373 157.392
3. Rasio o, 15 0.26 035 0,25 0.24

Swmber : Oinas Perumahan don Kowasan Pemuloman Kob, Borru Tohun 2021
Pada tabel diatas menunjukkan rasioc rumah layak huni terhadap

jumlah penduduk berfluktuasi hal ini  disebabkan oleh adanya
penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak beriringan
dengan jumlah rumah layak huni.
Rasio permukiman layak humni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesasn yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendulung prikehidupan dan penghidupan. Rasio
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permukiman yvang layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel

beriloat.
Tabel 2.112
Raam P‘cnnuku'nan La.],-ak HT.u'u T.Elhu.n. 201 I5 EDED
1 Luas Pennukmu.n La}-ah Huni (Ha) AT4D, 6 I740,6 .3?-#0 ] 3740, 6 3?’40.6
2 Luas Wilayah Permnukiman [Ha) ATTLe4 377164 A TTle4 ATTLed 37714
3 Rasio 0,93 0,99 0,99 0,99 0,99

Sumber - Dénas Perumahoan don Kowason Pemekiman Kob. Borru Tafuen 3021
Pada tabel diatas rasio permukiman layak huni stagnan dari tahun
2016 sampai tahun 2020, untuk luas permukiman layak huni didapatkan
dari hasil pengurangan lhas wilayvah permukiman secara keseluruhan
dengan luas permukiman kumuh wyang pengertiannya dipersamakan
dengan permukiman tidak layak huni.

2.3.1.5 HKetentraman dan Hetertiban
1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas]
Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yvakni
100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja
kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas]) di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.113
Cakupa.n petugas P‘:rlnndu.ngan Masyarakat 1L.tnrn&ar T.Elhl.:.n 2016-2020
Mo _ Uraian 2018 2017 20018 3018 J030

1} orang petuges Linmas di Kab f
Kivte daermb prgriknrsn bai, 846 E46 1082 1DE2 898

2 1 Wilayah kerja kabupaten 173.163 174,871 1B0.50% 182,373 187.392
Cakupan petugns Perfindungan

3 Masyaralkat (Linmas) 0.49 048 0,60 0,60 047

Sumber ; Dinas Satpol don PP Kob. Borma Tahun 2021
Pada tabel diatas memunjukkan bahwa cakupan petugas
perlindungan masyarakat (linmas] mengalami penurunan pada tahun
2020, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk namun
mengalami penurunan jumlah personel petugas linmas.
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 [ketertiban, ketentraman, keindahan)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 [ketertiban, ketentraman,
keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran
K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan]
Kahupﬂl:n E-a.rn.: Tahu.n 201 I5 EDED

1 Pelanggaran K3 ‘l"an.g terselesailkan 1% 3 19 14 254
Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan

2 Masyarakat Dan Teridentifikasi 19 3 19 14 254
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

3 {Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 100 Lo 100 L 100

Sumber : Dinas Satpol dan PP Kob. Barru Tahan 2021
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Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 [ketertiban, ketentraman,
keindahan) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kasus pelanggaran K3
meningkat tajam ini dikarenakan konstalasi politik pemilihan kepala
dacrah. Namun semua kasus pelanggaran K3 dapat diselasaikan dalam
kurun tahun yang sama.

Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban
suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat
maupun untuk kegiatan investasi. Angha kriminalitas yang tertangani dari

tahun ke tahun di Kabupaten Barma dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115
ﬁmgka Kr:mmalltas Kabupaten Barru Tahun 2{11 6 - 2020
No  JENIS KRIMINALITAS 3018 3017 3mia 2o 030

I  Kosus Uang Palsua 0 o o o 1
2 Kazus Pembunuhan 1 1 ] 1 2

Kasus Perloosamn | = % 3 2 3

Kejahatan Seksumal b u -
4  Kaosus Perjudian 1 1 2 3 o
= Kosus Pengamisymamn
3 Derat 0 0 o 16 3
6  Kasus Curanmar 33 33 22 15 1B
7 Kasus Narkoba/Mimas 3l 31 20 1 [1]

Kosus Pengrusakan
B Kantor pemerintah / Polri L 1 o o 0

Kasus
9  PengrusakanTempat 0 0 o o o

Ihadah
10 Kosus Penimbunan 1] 1] 1] (1] (1]
11  Kasus Unjuk Basa 14 14 4 2 10
12 Kasus Penjorahon o a o o [1]
13 Kasus Pencurian 31 31 58 76 i)
14 Kasus Penipuan 2B 28 30 23 20

Jumlah Ermminnlites 210 153 139 129 136

Jumlah penduoduk 17T1.217 171.906 180.509 182,373 187.392

Angka kriminalitas - g = =

E| Fx 10,000 12,37 B.90 7.7 7.6 7.25

Sumber : Bakeshongpol deen Linmas Kab. Barra Tahun 2027
Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi
jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah
kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barrua
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.116
Cakupan p-:l.a!.ranan bcncana kebakaran Tahun 2016 - 2020
Ho Uraian 010 3mT 2018 aos 030
Jangkauan Luas 'Pu"ila_'mh T
Marmierien Kebalknran 119.32 62233 BE0.46 1174.7 11747
2 Luas Wilayah 1174.7 11747 1174.7 1174.7 11747
x Dukopeh s Polayem Broewis  pge 52.98 7125 100 100

Kebakaran

Sumber : Safpol PP dan Pemadam Kebakaran Koh. Borru Tohun 2027
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Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 target cakupan
wilayah manajemen kebakaran telah tercapai karena telah dilakukan
pembangunan parkir pemadam dan penempatan armada mobil pemadam
kebakaran di WMK Kecamatan Pujananting, schingga sampai Tahun 2020
ini sudah ada & WMK yvang ada di Kabupaten Barru (Tanecte Riaja, Balusu,
Mallusetasi, Soppeng Riaja, Tanete Rilau, dan Pujananting] serta Posko
Induk yvang ada di Kecamatan Barru, yang diharapkan dapat
meminimalisir kerugian masyarakat atau pun korban jiwa akibat
kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (response time rale] daerah layvanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMEK)]

Penanganan kebakaran merupakan hal YANE diataranya
memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan
kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam
setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response time rate] daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)] merupakan Jumlah Kasus
Kebakaran O WMEK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMEK yang
dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap WMEK dapat dilihat pada
tabel berikout .

Tabel 2.117
Tingkat waktu tanggap [response time rate] daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMEK) K.ﬂbupatcn BEuTu T&hun 2[!1& 2020
W Uralan 3 018~ 2019 2020
Jum!uh K.‘l.‘lu: HrhaJura.n n WMEK
1 ¥Yang Tertongani Dalaom Wakia 19 36 47 112 70
Maksimal 15 Menit
Jumlah Kasus HKebakaran Dalam
Jangkavan WMK
Tingkat Wakiu Tanggap (Respon
3 Time Rate] Daerak Wilayah o0 100 100 100 o0
Manajemen Kebakaran
Sumber : Satpal PP dan Pemadem Fehakaran Kb, Barru Tofwn J02]

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi

peningkatan kebakaran di Kabupaten Barm dikarenakan musim kemarau
yvang sangat panjang dan angin kencang yang terjadi di tahun 2019 serta
masih rendahnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan
bahaya kebakaran.Tingkat waktu tanggap daerah WMK sudah mencapai
100% discbabkan adanyva pemadam kebakaran di tiap Kecamatan.
Peraentase Penegakan PERDA

Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu tupoksi
Satuan Polisi Pamong Praja.
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Setiap PERDA vang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung
jawab Satpol PP dalam Penegakannya. Persentase penegakan PERDA di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Pcrs:nma: P‘cm.- ka.n P‘ERDA. I(,Ethu au:n Ea.rru Tahun 20 16 - 2021}

JumJah anw.-l.csumn Pencg.u.bmn

1 Perda 3 2 2 2 18
2 Jumliah Pelanggaran Perdn 3 2 2 2 18
3 Persentase Penegakan Perda 100 100 100 100 100

Sumber : Satpol PP dan Femadam Kebakaran Kob. Barmu Takun 2021
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penyelesaian

penegakan perda pada tahun 2019 masih sama pada tahun 2018
disebablkan karena terbatasnya personil satpol pp yang mengikuti diklat
PPNS rendahnya pemahaman terkait tugas operasional dan belum

optimalnya kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan perda.

2.3.1.6 Sosial
1. Persentase PMKS yvang memperoleh bantan sosial

Penyandang Masalah Kescjahteraan Sosial [PMKS) adalah sesecorang
atau keluarga yvang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak
dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin
hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya schingga tidak
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial] secara
memadai dan wajar. Persentase PMKS yvang memperoleh bantuan sosial di

Kabupaten Barm dapat dilihat pada tabel berikouat:

Tabel 2.119
Fcrscntasc PMES _ya.ng m:rnp-:ralch hslntuan sueml Ta.hun 20 16 - ZDEG
1 ;:m]“h PMKS ymig dilier] 3008 3434 7109 15522  I7.967
v
Jumlnh PMKS vang belom i
- SRR P 9,326 779 3675 TED 21821
3  Jumlah PMKS yang ada 12,395 11,301 7.626 16291 39,788
g Frosentue PMKS  oq76m  31L.07% 9332 95,68 45,15

mempercikch Bantuan Sosial
Sumber : Dinas Sosionl Kob. Barru Tahwn 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang
PMEKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat tiap tahunnya. Hal ini
membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin
nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

2. Persentase PMKS yang tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMEKS
yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam
persen. Persentase PMKS wvang tertangani di Kabupaten Barmu dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.120
e Lersentase PMES yang tertangani Kab.Barru Tahun 2016 - 2020
No Urainn A oy 2018 9019~ 2030
1 Jumlah PMKS yang tertangani 3008 3434 7109 15.522 21821
2 Jumlah PMKS yang ada 12,395 11.301 T 626 16.201 30.7HR
Penanganan penmyandorng
3 mosaleh  kesejahiersan  sosial 3476 31.07 93.2 05,68 45,15

yang {ertangani
Sumber : hnas Sosial Kb Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang

PMEKS vang tertangani meningkat tiap tahunnya kecuali pada tahun 2020.
Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS
semakin nyata dengan harapan agar mercka dapat meningkatkan
kesejahteraannya sckaligiis memenuhi pencapaian SPM. Namun menurin
pada tahun 2020 discbabkan terjadinya pertambahan PMES karna
terdampak pandemic COwvid 19, juga karena terjadinya perubahan data
dimana telah dilakukan updating data PMKS.

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar
2.3.2.1. Tenaga Kerja
Berdasarkan publikasi ILO [ternational Labour Organization),
penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan
tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja,
yaitu pendudulk usia 15 tahun atau lebih,seiring dengan program wajib
belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi : angkatan
kerja damn bukan angkatan kerja (penduduk yang schbagian besar
kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rmumah tangea, atau kegiatan
lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang
sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan secbagai
pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.
Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja vang
tidak bekerja ataupun mencari kerja.
1. Angka senghketa pengusaha-pekerja per tahun
Angka senghketa pengusaha/ pekerja pertahun adalah perbandingan
jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja dibandingkan dengan jumlah
perusahaan di kali 100 persen. Angka sengketa pengusaha-pekerja per
tahun DI Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Angka sengketa pcngusaha p:l-u:lja per tahun Tabhun 2016 — 2020
N Uraian  catman 3016 3017 3018 2019 2020
1 JPeu:;ﬂ Seogitzt. . Pengrushe Kasus 0 o 1 1 o
2 Jumlah Perusahsan Perusahaan 145 145 323 440 51
g ok Bcigicts Penghmsha- o o 300 002 0

Pekceria per-Tahun
Sumber : Dinas Penanaman Modaol, PTEP dan Tenoga Keno Kab. Barru Tafum 2021
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Perselisihan Kerja
antara perusahaan dan tenaga kerja sampai dengan pada tahun 2020 yang
dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga HKerja dengan bekerjasama dengan Pengawas
Ketenagakerjaan wilayah pare-pare dan Barra.

Besaran pencari kerja vang terdaftar yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yvang terdaftar yang ditempatkan adalah
perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan
jumlah pencari kerja yang mendaftar di kali 100 persen. Data Besaran
pencari  kerja wvang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Barru
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 122
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Kabupatc:n Barru Tahun 2!]16 — 2020

R 2 N =

Jumlah Penca.ri. brrjn yang
1 icongen e 1B 27 B3 619 132
2 Jumlsh Pencari jerjn  yung 47 3E3 514 673 250
mendnftar
3 Pencari Rerja yang ditempatkan 7,000 E50%  16,15h  G2,11% 57.80%

Sumber - Dinas Fenonaman Modal, PTSP don Tenaga Kevja Kab. Barru Tahuen 2021

Jumlah tenaga kerja wyang ditempatkan berdasarkan monitoring
tenaga kerja pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 132 tenaga kerja dari
total pencari kerja 250 tenaga kerja atau scbesar 52,8006,

Keselamatan dan perlindungan

Keselamatan dan perlindungan adalah perbandingan antara jumlah
perusahaan yang menecrapkan K3 dibandingkan dengan jumlah
perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Barru., Keselamatan dan
perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Barmru dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.123
Kl:ﬂi:lﬂ.l‘.l‘tﬂtﬂn ri.a.n p:rlmdung&n h’.ﬂ.bupﬂt:n E-&rru Tﬂh.l.ll'] 2[!16 2020

1 .JLu'nIni'l. pem:.than vang menerapi-:a.n K3 20 20 25 a7 ar
2 Jumlah perusahan di wilayah kabupaten 145 323 323 49 =1
3 Kesslamatan dan Pfr]i.nd.unqa_.n ] 13,79 6,19 7.74 73,51 T255

Sumber : thnaos Penanamon Modal, PTSP don Tenogas Kerja Kaob. Barma Tohun 2021
Kategori perusahaan yang termasuk dalam kewajiban penerapan K3

adalah yvang berbadan usaha dan memiliki pekerja minimal 100 pekerja
atau  berpotensi terjadi Hecelakaan Herja vang tinggi berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP] No. 50 Tahun 2012. Dari 51 perusahaan yang
terdata penerapan SMEK3 telah dilakukan oleh 37 perusahaan, hal ini
disebabkan beberapa tahun terakhir Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan sosialisasi SMEK3

bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
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4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program
Jamsostek adalah perbandingan antara pekerja/buruh  jamsostek
dengan peckerja/buruh secara keseluruhan di kali 100 persen. Data
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek  di
Kabupaten Barru dapat dilhat pada tabel berikut.

Tabel 2. 124

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

o 7 T3 C ¥ AnIR

[ 2011

:ﬁ

: (e e 1017 2018 2015 200
1 Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK 291 515 37.131 J8.111
2 Pelkerja/ Buruh 1212 S9790 TO3328 48.075 48.075
3 Persentases 55.94 4.B7 0,73 77,23 79,27

Sumber : thnas Penonaman Modal, PTSP dan Tenogn Kego Kb, Bormn Tahan 2027
Peningkatan yang signifikan terhadap kepesertaan Jaminan

ketenagakerjaan di Kab Barru meningkat drastis dari 0,73 % pada tahun

2018 menjadi 77,23% pada tahun 2019 dan meningkat lag di tahun 2020

sebesar 79,27%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

# HKerjasama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja dengan BPJS ketenagakerjaan dalam penerbitan izin
berbasis Jaminan Ketenagakerjaan;

® Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan;

*= Coverage Pekerja Rentan yang dikerjasamakan oleh Pemda Kab. Barru,
Baznas dan Fihak perbankan di wilayah Kab. Barru;

®= Coverage Non ASN Pemda Barmru dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam
APBD 2020.

3. Peraelisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Persentase penyelesaian perselisihan burmh dan  pengusaha
terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah perbandingan antara jumlah
penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda
dengan jumlah kejadian perselisahan buruh dan pengusaha dengan
kebijakan pemda di kali 100 persen. Persentase penyelesaian perselisihan
buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak ada
persclisihan. data perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan
pemerintah daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.125
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

T _ umalam " 3apis | aoa? | 3018 | 301s | 3090

1 Jumlnh penyelesaian perselisihan buruh dan o o L o o
pengusaha dengan kebijakan Pemda Kasus Kasus Kasus Kasus Kosus

2 Jumlnsh Kejadian perselisahan buruh dan 1] 1] L ] ]
pengusaha dengan kehijakan Pemda Kazuz  Kasus Kansus Kasus Kasus
Persentase penyelesaian perselisihan Bormh &

3 Pengusaha Terhodap Kebijakan Pemerintah D o 100%: o o
Daerah

Sumber - i Amennman Sedad PTSP don Tenego KNeno Xab, Bumu Tatun 2020
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a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan  berbasis
kompetensi adalah perbandingan tenaga kerja yang dilatih dengan
pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yvang
mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126
Besaran tenaga kerja yvang mendapatkan pelatihan berbasis kompetenai
Kabupaten Barru Tahun 2016 s.d 2020

1 Tenaga kerja yang dilatih 30 15 B0 330 20
2 Pendaftar pelatihan berbasis ompetensi a0 15 B 330 20

Besaran tenaga kerja yang mendopatiomn ) .
3 pelatibhan berbasis kompetensi 100% 100% 100%: 100% 100%

Sumber : Dinos Penanoman Medal PTSF don Temaga Kerfa Kob. Barmu Tohun 2021

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikesi pada
tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Saitu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dan
Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 20 Tenaga Kerja.

7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar
pelatihan kewirausahaan dikali 100 persen. Besaran tenaga kerja yvang
mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barra dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 2.127

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Kab. Barrm
Tahun 2020 - 2021

1 Tenaga kerja yang dilatih 20 113 B0 a0 o

2 Penadaftar pelatihan 0 113 BD 80 1]
Besaran temaga kerja Fang

3 mendapatikan pedatihan 100 100 111 100 o
kewirausahaan

Sumber : Mhnas Penanaman Modal, PTSP don Tenoga Kega Kab. Barm Tohun 2021
Pelatihan tenaga kerja berbasis Kewirausahaan pada tahun 2020

tidak dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dikarenakan adanya
refocusing anggaran karena pandemu covid 19.
B. Rasio lnlusan 51/52/583
Perkembangan rasio lulusan 51/82/83 di Kabupaten Barru selama
lima tahun terakhir dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.128
Rasio lulusan §1,/52 /53 Kabupaten Barmu Tahun 2016 s.d 2020

Jumlah lulusan 31 /82783 10.435 10,177 11.592 10.463 12.763

1
2 Jumlah penduduk 173.163 174 871 180.509 182.373 1B7.392
3 Rasio lulusan 51 /53 /53 602,61 581,97 642,18 573,71 G6E1.08

Sumber : hnas Kependudiscan don Pecataton Sipl Kob. Borm Tahun 2021
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Persentase Partisipasi Perempuan i Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah
proporsiperempuan vang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap
jumlah seluruh pekerja perempuan. pekerja  perempuan  dilembaga
pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase
perempuan  yvang menempati posisi eseclon [-IV. untuk presentase
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129
§ Pn:rsn:nr.asc Pa.rna:pas: Pcrcrnpuan di Ln:mhaga Pemerintah I{,El.h Barru
Bo_ _ Unaian 2006 2017 2018 2009 2020
1 Jumlah  pmrempii Fang 2 3 2 2 3
menempati jabatan eselon 11
3 Jumlah PErEm LA FAnE 27 24 28 aq 30

menempati jabatan eselon 11T

3 Jumilah PErEmpLAE Fang

: 5
menempati jabatan eselon IV T Lys il 21 20
4 Pk EERIR B e 3,307 4,705 4710  40B8
pemerintah
=] Jumlah pekerja perempunn 18,265 23.609 25,413 25.415 21687
g  [rmmentame pelora perempuan g g 400 (8S1% 1659%  1B.SSK

di lembagn pemeriniah

Sumber : hnos DPMODPPKEPPPPPA Kob. Borms Tahun 2021

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah
perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan
jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen.
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Barm dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Pn:\pc\ral: Fcursl }'E.I'LE dldudui-cl. pcr-:rnpu.an i DPR Tahun 2016 - 2020
1 Jum]nh kursi DPED yvang diduduki ] & L] 5 3
perempuan orang orang arang orang arang
2 Jumlah total kursi di keanggotaan 25 25 25 25 25
LOPRLD Orang OCOnE AT Orang OTIE

3 Propaorsi Jeursi yvang  didudula

" ne )
perempuan di DPRD 24% 24% 4% 0% 2006

Fumber : Seiretaris Dewon Kob Barru Tohan 302

Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah perbandingan
jumlah perempuan vang bekerja di lembaga swasta dengan jumlah pekerja
perempuan yvang dinyatakan dalam persen. Untuk partisipasi perempuan
di lembaga swasta dapat dilihat pada tabel di bawah.
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Tabel 2.131
_____ Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2016 s.d 2020
Mo Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
p  palely, peeiianl Cimeg 576 576 60 705 725
bekerja dilembagn swasta
2 Jumlah pekerja perempuan 18,265 23,609 25413 25.715 24 460
g oniadh pelace pommpaen. & 2.4 272 2,81 2,96
dilembagn swasta
miber - s L Tahun A1
Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
sescorang terutama perempuan, yvang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan SeCAra fizik, scksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rmamah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekasn secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT
yvang dilaporkan dalam periode 1 (satu] tabhun perl.000 rumah tangga.
Rasio KDRT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132
] ) Rasio KDRT Kabupaten Barru Tahun 2016 5.d 2020
No Uratan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumiah KDRT j ] T 7 9 -]
2 Jumlah Rumah Tangga 42.375 42 41,070 41.575 41950
3  Rasio KDRT %) 0,024 0,17 0.02 0,02 0,02
Bimber : Dings DFMGPPREFFPPPA Rab. Barre Tahur J027

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perbandingan jumlah
perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan yang
dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133
F"s.rtl.a:pa.a: Angkatan Kerja P‘cn:mpua.n Tahun 2016 - 2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
g Jumish  perempuan  yanE ;400 18591 18,330 18,591  1B.665
belerja
2 Jumlah pendudulk perempuan BT 726 BB &40 B9 403 BO &6ES B9, 770D
3 Persentase pekerja perempuan 1994 097 30.50 20.73 20,85

Suwmber : Dinps DPMOPPKEPPPPPA Kobh Bormu Tahun 2027

Pangan
Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan Pengawasan
dan pembinaan keamanan pangan

Pangan menuruat Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004

adalah segala sesuatu yvang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
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diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan
atanl minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan  atau
minuman. Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein
perkapita dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan
indikator wang digunakan untuk melihat kemampuan meningkatkan
ketahanan pangan. Ketersediaan pangan wutama, energi dan protein
perkapita dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikuat.

Tabel 2.134
Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan Pengawasan
da.n pcrnbmaa:n Eu:ama.n&n panga.n I{ah‘upat:n Es.rru. Tslhun Eﬂ-lﬁ 2020

£l
1 Ketersedinan pangan utama 4243 4178 4366 4379 4379
2 Ketorsedinmn encrg 105,10 10675 11500 11861 11661
9 Protsn pokepita 1445 15,60 185 21,72 21,72
g  Pengmwmaan dan pembinean  no0) gosg po7s D423 0.423

keamanan pangan

Sumber : Dinax Ketnhonon Pangan Kab. Barrie Tahun 302

2.3.2.4. Lingkungan Hidup
1. Tersusunnya RPPLH dan Terintegrasinga RPPLH dalam rencana
pembangunan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ([(RFFLH])
secbagai instrument perencanaan memiliki fungsi  penting uantuk
menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga
yvang secarsa khusus diberi tugas mengelola ligkungan maupun lembaga
lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan
harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tersusunnya RPFLH
dan Terintegrasinya RPPFLH dalam rencana pembangunan di Kabupaten

Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Tersusunnya RPPLH dan Terintegrasinya RPPLH dalam rencana
pcmha.ngunan Kabupaten Barra Tahun 2016 - 2020

No Umfan m 2017 mm,.m 2020

Tidak  Tidak Tidak Tidalk

1 Tersusunnya RPPLH kab /Kota i il e R Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Tidak  Tidak Tidnk Tidak Ad
pembangunan kab/Kota ada ada ada ada el

Sumber - Dinas Linglungen Hidup Tahun 2027
2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P
Regulasi yang mengatur tiap daerah untuk wajib melaksanakan

KLHS ke dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tertuang pada



RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
1-110

Uy No. 32 tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2). Pada ayat ini menyatakan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke
dalam penyusunan atau evaluasi @ [a) rencana tata ruang wilayah [RTRW)
beserta Rencana Rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJF),
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah [(RPJM] Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten/ Kota; dan (b} kebijakan, rencana, dan/atau program yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada
prinsipnya KLHE adalah suatu kajian/penilaian mandiri (self assessment)
untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP)
yvang diusulkan oleh pemerintah danj/atau pemerintah daerah telah
mempertimbangkan  prinsip pembangunan  berkelanjutan. Adapun
terlaksananya KLHS sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan rencana
Program Kabupaten Barmu tahun 2016 - 2020 selalu terlaksana tiap
tahunnya untuk tiap dokumen yang disusun pada tahun berkenaan.

Hasil Pengukuran Indeks hkualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks
kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas
tutupan lahan merupakan indikator pengukuran indeks kualitas
lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang
kualitas linghungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan
yvang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indeks kualitas air adalah nilai yang menunjukkan status mutu air
dengan metode indeks pencemaran, Indeks Kualitas Udara [IKU) adalah
suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut
sifat-sifat unsur pembentuknya yang dihitung berdasarkan emisi dari 2
(dua] polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida
[NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena
memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.
Perhitungan Indeks Tutupan Lahan dilakukan melalui perbandingan
jumlah has tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah Iuas wilayah
Kabupaten Barru.

Tabel 2.136
Indeks Kualitas Lingkun Hidup Tahun 20016 - 2020

Hasil Pengukuran imdeks Tedak ada

s B A 524 £2.22 62,23 s0
B Rempban | heidky Tk 94,02 54,2 93,40 90,59
a ;‘:ﬁtu’.}‘ﬁ“;ﬂ“&h“ﬁ“b Tk adn  arioe 51,1 8377 6977
5 :_’[‘f'df;‘ Ko i - Lengempug, T"d;’:t:d“' fi5,84 69,17 72,19 6985

Sumber : inas Lingkungan Hidup Kob. Bormu Tahun 2021
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Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Barmu pada Tahun
2020 dilakukan pada 3 sungai, yaitu sungai Sumpang BinangaE di
Kecamatan Barru, Sungai BottoE yang melintasi wilayah Kecamatan Tanete
Rinja dan Tanete Rilau dan sungai Takkalasi yang melintasi wilayah
Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu. Setiap sungai memiliki 3 titik
pantau dengan pengambilan sampel minimal 2 kali dalam setahun.
Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD,
Fosfat, Total Coliform dan E.ColifFecal Coli. Pada Tahun 2020 Nilai Indeks
kualitas Air (IKA] Kabupaten barru sebesar 50 berada pada kondisi baik.
Nilai IKA terscbut dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

* Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada
berbagai sumber air.

» ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan
fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global

* penggunaan air, tingkat erosi dan sedimentasi

Kualitas udara ambient di Kab.Barmu dipengaruhi oleh kegiatan
transportasi dan industri. Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi vang
mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas dengan
menggunakan metode passive sampler. Parameter yvang digunakan dalam
perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO2 dan 302.
Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang
terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai
indeks dalam skala 0-100. Indeks Kualitas Udara [(IKU] Tahun 2020 d4di
Kabupaten Barru sebesar 90,539 yang berarti indeks kualitas udara di
Kabupaten Barru = 50 jadi termasuk dalam kondisi baik. Tetapi nilai IKU
terscbut mengalami penurunan dari tahun 2019, dimana pada Tahun 2019
nilai IKU Kabupaten Barru yaitu 93,40. Olech karena itu Pemerintah hars
meningkatkan upayva dalam peningkatan kualitas udara di Kab.Barra
terutama pada lokasi perkantoran dan pemukiman. Berdasarkan hasil
perhitungan terscbut, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH
Kabupaten Barmi pada Tahun 2020 berada dalam status cukup, hal ini
menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan kualitas linglungan hidup
dibanding pada tahun 2017 dan 2018, dimana pada tahun tersebut
kualitas lingkungan hidup Kab.Barmru berada dalam status kurang.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini disebabkan karena berubahnya
status mutu air sungai pada beberapa titik pantau dari tercemar berat
menjadi tercemar ringan dan yang tercemar sedang menjadi memenuhi

baku mutu.
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Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH wyang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah Ketaatan terhadap izin
lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin wang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani dengan Total penanggung
jawab usaha dan atau kegiatan yvang di bina dan diawasi terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH wyang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi wyang dinyatakan dalam persen. Pembinaan dan
Pengawasan terhadap wusaha dan/ataun kegiatan yang mempunyai izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH wyang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penangeung jawab usaha
danfatau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020
M; L'MDV##—‘:-’.%'WJ?%'-‘.-'J};E ¥ 1 e T i}
Pembinaan dan pengawasan  terkoit
ketnatan  penanggung  jawab  usaho
dan fatau kegiatan b 1o diownsi % :
: i-aemj;.fu.nn}'u 1E?haad.np i.:;n Fi:i.n.gkung,an. a BN % e e
izin PPLH dan PUU LH ywang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah
Swmher - Dhnas Linglaongan Hidup Kab, Borre Tahen 2021

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)|

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup di Daerah [PPLHD} terdiri atas Jumlah PPLHD yang
dilatih dan/atau dibina dan Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang
mementthi standar minimum. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah [(FPLHD] di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas
Liny n Hidup di Daerah (PPLHD] Tahun 2016 - 2020
T e s R R,
Peningkatan kapasitas dan sarana

I prasarana Pejabat Pengawas a o 1 o 1
Lingkungan Hidup di Daerah (FPLHD)
Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atoo
dibina;
Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang

1.2
mementhi standar minirmum
Sumber : Dinas Linglkungen Fadup Kab. Barmu Tahun J0IT

1.1
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a. Terlaksananya pemberian penghargaan linglungan hidup
Penghargaan merupakan reward yang diberikan karena telah
memenithi dan/atau melebihi standar nilai yang ditentukan. Pada tahun
2016 — 2020 telah terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup
yakni penghargaan adipura dan adiwiyata.
7. Persentase jumlah sampah yang tertangani
Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang di tangani
di bagi dengan Volume produksi sampah yang dinvatakan dalan persen.
Persentase jumlah sampah wyang tertangani di Kabupaten Barmu dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139
) Persentase Jurnla.h a.arnpah yang E:rtangam Tahun 30] 6 - 2020
NO.|  Uralam 2006 2017 2018 2019 i

j [Feneathes hoiah 97,82 97,932 38.01 80,41 99 00
Sampah yang Ditangani

Sumber : Dings Perumahon don Knuwasan Permikiman Kob. Barre Tahun 2027
Presentase jumlah sampah yang di tangani di tahun 2016 ke tahun

2020 mengalami peningkatan akibat jumlah produksi sampah yang
meningkat secara signifikan.

2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia
17 tahun ke atas yvang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun
ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTFP per satuan penduduk
di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.140
Rasio pcndul:luk Ixr-I{TP‘ p:r Eatuan pcndudul: Tsl.hun 2015 202[]

Jumlah p-enduduﬂ: usia > 17
1 yang ber XD 116013 119.320 ]EE.E"':H 131.640 133033
Jumlah penduduk usin =17
2 TN 125.944 128.2009 129177 131.981 135045
3 Rasio 0,92 0,93 0.998 0,997 0.999

Sumber ; Dinas Kependudukan don Peoatadon Sipf Kob. Bormu Tahun 2021

Kinerja penyelenggaraan umsan administrasi kependudukan dan
Pencatatan sipil di Kabupaten Barmu terus menunjukkan tren positif.
Terkait kepemilikan KTFP terlihat bahwa pada tahun 2020 menunjulkkan
angka 0,999 yang berarti 99 99%.

2. Rasio bayi dan Penduduk berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir
dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada
tahun yang sama. Sedangkan Rasio penduduk berakite kelahiran adalah
perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran
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dengan jumlah pendudulk. Rasio bayi dan penduduk berakte kelahiran di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141
Rasio bayi dan Penduduk berakte kelahiran Tahun 2016 - 2020
1 ‘Ju”;“ﬁgn gt Al i 1386 2144 3503 3506 3506
T Jumlah bayi TR 7335 3505 3606 FA06
3 Rasio 0.96 0,93 087 0,92 0,93

Sumber : hnons Kependudickan don Pecatmion Sipil Kab, Borne Tahun 2021
Sedangkan rasio penduduk berakte kelahiran tahun 2019
perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142
Rasio penduduk berakie kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020
731101 Taneir Riaja .080 7.450 0.82
731102 Tanecie Rilau %.133 11.567 0.79
731103 Barm: 10,538 13.312 0.79
731104 Soppeng Riaja 3.836 5.0 0.73
731105 Mallusetasi &.063 7.998 0.76
731106 Pujananting 3.104% 3,859 0.80
730107 Halusu 4.047 5.4496 0.74

Sumber : Mhnas Kependudiskan don Pecntoton Sipf Kab, Borre Tahun 2027
Diari tabel di atas terlihat kepemilikan akte kelahiran tidak mencapai

angka maksimal. Pemerintah Kabupaten Barmu perlu mengatasi
keterlambatan pengurusan akte kelahiran yang menjadi permasalahan
mengapa tidak pernah mencapai 100%.
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP
Nasional berbasis NIK

KTP berbasis NIK secara Nasional yang sclanjutnya discbut KTP
Elektronik adalah KTF wyang memiliki spesifikasi dan format KTP
MNasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai
identitas resmi yvang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Penerapan
KTPF Nasional berbasiz NIK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
berikout.

Tabel 2.143
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP
Nasional berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No_ 2016 2017 2018 ao0is 2020
Ketersedinan datnbase

1 Ads Ad Ard Ad A
kependudukan skala provinsi a E = &

g Temcrapmn  CETE. Meskoal o gniih ‘Bodeh Sudeh Sudah

berbasis NIK

Sumber - Dines Kependisdukan dan Peoafaeton Sipd Kob, Brorrma Tohun 2021
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk [(KTF)

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjuitnya disebut KTP adalah
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri vang diterbitkan oleh

instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
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Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah
dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib
KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. dapat dilihat pada tabel
berilout.

Tabel 2.144
t‘ﬂkupa.n pcncrl:utan Kﬂ.rru Tanda Pn:ndudul: [KTP] Tahun 2016 - E-DED
2018 2019

. .'
' i 4

.J1.|.r.r.|1nh KTFP b-e:r N[IE

1 116.013 119.320 12B.96T 131.640 135.033
vang diterbitkan [Orang)
Jumlah penduduk wajib
2 KTF [Crang 125.444 12B.209 129,177 135.045 135.045
3 Persen |1/ 2)x100%:) 92 48 92,48 @9 B4 949,74 99,99

Sumber : (hnos Kependudukan don Pecotatan Sipd Tohen 2021

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai
dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara
berkesinambungan. Prasarana yang dibangun haris dapat dimanfaatkan
sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upava pemanfaatan dan
pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat
jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak
tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor
Kualitas Konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang
mempengarithi  berfungsinya  suatu  prasarana dan  sarana adalah
Pengelolan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/
Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila
salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada
kualitas pelayanan dan wmur pemanfaatan wyang akhirnya akan
mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan
dibangunnya prasaran dan sarana tersebut. Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
Kabupatl:n Earru Tahu.n 201& EUED

Jumlah EKantor pemerintahan

: Desa yang Baik = 0

2 Jumilnh seluruh pemerintahan 20 a0 50 a0 20
desa

3 Persen 98 98 ] 100 100

Sumber : [hnas PMDPPKBEPPES Kobh. Barru Tahun 2021
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Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyvarakat
[LEM]

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat [LPM) adalah perbandingan jumlah kelompok binaan LPM
dalam 1 (satu] tabhun dengan jumlah LPM yang dinyatakan dalam
persen. Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
|[LPM] di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
" mas‘l.rarskat 1LPM] Kabupa::n Ela:rru Ta.hun 2016 - 2020 -
‘No  Uralan 2016 2017 2018 32019 2020
.Jum]uh bu:!nmpnk binaan lembagns
pemberdayann masyvarakat [LPM)
2 Jumlah LPM 55 55 55 55 55
3 Rata-rata 1 1 1 1
Sumber - Thnos PHDPPKEPPPA Kob. Boarru Tahun 2021

1 55 55 55 55 55

Rata-rata jumlah kelompok binaan PEKEK
Rata-rata jumlah kelompok binaan PEKK adalah banyaknya
kelompok binean PEK dalam 1 (satu] tahun dibagi dengan jumlah PKEK.
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Barra dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.147

Rata-rata rp..1.r|1LElh ktbnrn]:!uk hmaa.n PEK Kab. Barru Tahun Et}lﬁ E'DED

i H

1

Jumilah kefompok binann PEE ia:IZI 1636 1711 1712 MBS

2

Jumlzh PEK 63 63 63 63 63

3

Rata-mata 24 60 25,979 7,16 27,18 39 44

Suwmber : hnas PMOPPEOPPPA Kb, Barru Tahun 2021

4.

Persentase LPM Berprestasi

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan
Masyvarakat yvang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah lembaga
pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM
berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 148
P:rsl:ntasc LPM Btl‘FITI:EItEB-I. I{ahupat:n Barru Tahun 2016 - 2020
2010 aﬁ* m B w L

1 J1.|.111.I.1.h ]_F‘M Elerpr\c:r.ns:l 55

2 Jumlah LPM 55 55 55 5:|- :.-5
3 Persen 100 100 100 100 100

Sumber : hnos PUDPPREPPPA Koh. Barru Tahun 2021
Persentase PKK aktif

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sckretariat
dan memiliki program kerja. Persentase PKK aktif adalah perbandingan
antara jumlah PKK yang aktif dengan keseluruhan jumlah PKK yang
dinyatakan dalam persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.149
___ Persentase PEHK aktif Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020 )
e _Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah PEK Altif 63 63 63 63 63
2 Jumlah PKK 63 63 63 63 63
3 Persen 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas PHDPPRBFFPA Kab. Barru Tahun 2021

Persentase Posyandu alctif

Persentase posyandu aktif adalah perbandingan jumlah posyandu
aktif dengan jumlah semua posyandu yang dinyatakan dalam persen.
Persentase posyandu aktif di Kabupaten Barm dapat dilihat pada tabel
berikout.

Tabel 2.150
Ferscntasc pu«ayan.du alct:f Kah upau.-n Barru Tahun 2016 - 2020

2016 2017 2018 ~ 2019

"1 Jumlah Posyandu Altif 249 262 262 262 2&2

2 Total Posyandu 249 263 262 2632 262
3 Persen 100 100 100 100 100

Sumber - Dinas PHOPPEAPPPA Kob Borru Tahun 2021
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yvang
memberikan  peluang  sebesar-besamya bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap
program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan
hisa pula berupa bantuan finansial. Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.151
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Kabupall:n Ea.rru. Tahu.n 2016 - EUED
JumJuh swatayn m.a.:\'urakm

1 mendulung Prograum 180 180 180 180 180
pemberdayaan masyarakat
Total program  pemberdayaan
Masyarakat

3 Persen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sumber : Dinas PMDPPEBPPPA Kob. Barru Tahun 2021

Li] =] & =] L]

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan
serah terima  dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan
masyarakat diwajiblkan membentuk Tim pemelihara sehingga apahbila suatu
saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim
pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta
proses pemeliharaannya. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan

masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.152

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Tahun 2016 - 2020 )
_Urajan 2016 2017 ~ 2018 2019 20320

Program  pemberdaoynan masy ::.rakat

1 vang  dikembang dan dipelihara 3 3 3 3 3
masyarnak

3 Total pasca program pemberdayaan & & & & &
masyarakat

3 Persen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Sumber : Dinas PUDPPKBPPPA Kab. Bormu Tahun 2021
2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Rata-rata jumlah anak per keluarga
Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah perbandingan antara
jumlah anak dengan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak
perkeluarga di Kabupaten Barra dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.153

R.E.ta :rata JLI!TI]H.h anak 1:u:r keluar

Tahun 2016 - 2020

"o : 201
1 Jumlah anak 6,038 60,380 60,250  60.350 61280
T T T3.BG0 52,860 53,050 53135 54330
g embeohin il anslk 1.14 1,142 1,137 1,136 1,128

r keluarga
gmber: [Anas 'WHPFFA Keh Borru Tohen 2021

2. Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor
KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen.
Besarnya angka partisipasi KB (|akseptor] menunjukkan adanya
pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Barma
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154
Rasio akseptor KB h’.a.hugat:n Barru Tahun 2016 - 2020

WO Uraian 6 3017 2018 : .
1 Jumlah akseptor KB 21,801 21,344 21,065 20141 19562
2 Juminh pasangan usin subur 30,528 30,803 30,117 29,671 FA361
3 Rasio akseptor KB 6] 71.41 6020 70 67.B8 b6,63

Sumber : [inos PHOPPKBPPPA Kob. Barru Tehur 2027
3. Angka pemakaian kontrasepsif CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive
Prevalence Rate [CPR] adalah persentase perempuan usia reproduktif yvang
menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan]) suatu metode
kontrasepsi pada suatu wakiu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan
untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian
semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau
untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR
adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-
49 tahun) vang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah
seluruh perempuan usia 13-49 tahun yang ditanyakan dalam persen.
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Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.155
Angka p:maka.l.a.n knntraacpal.fCPR hag:t pn:rcrnpuan rm.'n:lkah us:a I5 49
! e
1 Jumlah peserta KB aJ:tif 21 ?3-& 2I.:14-1 2] CI&E- 20 ]4] 19562
2 Jumlah pasangan umia subur 30,511 30 B0O3 F0,117 29671 29361
g ~Anegwn pemakaisn kontraeepni/ CPRL.ba@ 504 600  m09s e7EE  BGSS

rempuan menikah usia 15— 49
Sumber Ems P&Sﬂmﬁ Kah. Bmru Tofkun J07]
4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia
istrinya antara 15 - 49 tahun vang kemudian dibagi menjadi 3 ([tiga |
kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 - 33 tahun dan usia
diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia
terbaik melahirkan adalah antara 20 - 353 tahun, schingga sangat
dianjurkan bagi sectiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun. Dengan
demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur [PUS] yang isterinya di
bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang
isterinyva masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko
tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan.
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di
Kabupaten Barm dapat dilihat pada tabel berikouat.

Tabel 2.156
Cakupan Pasangan Usia Subur [PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Kabu pat:n Earru. Tahu.n 20] ﬁ 2020

Wo _Urafan 016 2017 201

J1.1.TI1J.:I.|'I.. p.asPngan usin subur 250 532 512 508 443

dengan istri di wmur kurang 20 thn

2 Jumlah pasangan usia subur 30,511 J0.,803 S0,117 29.761 29.361
Cakupan Pazmangan Usin Subur

3 [PUS) yang istrinya dibawah 20 1.83 1.73 1.70 1,71 1.51

tahun
“Fumber - Dinas PMOPFREFFPA Rab. Barru Tofun 2027

S Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS wyang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
adalah perbandingan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak
terlayani dengan jumlah pasangan uasia subur yang dinyatakan dalam
persen. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.157
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020
_Ho UOraian 2016 = 2017 2018 2019 2020

.J1.|.|:r.|hh P'LIS yang ingin 'ber ]\E

1 betapi Hidak terlmynni 4.300 5.043 BOT1 5.744 4906
| Jumlah pasangan usia subur 30.511 0803 30117 29.671  29.361
3 Persentase ({1/3)x100%) 14,09 16,37 29.T8 19,35 16,71

Sumber : Dines PMOPPEAPPPA Kok Barn: Tahun 2031
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Perasentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang [(MEJP)

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang [(MKJP) adalah
perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MEKJF dengan
jumlah akseptor yang dinyatakan dalam persen. Persentase penggunaan
kontrasepsi jangka panjang (MEJP) di Kabupaten Barru dapat dilibat
pada tabel berikout.

Tabel 2.158
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MEKJP)
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

Jumlah akseptor KB yang - -
1 £ 3.206 3.137 2889 2.74 2760
menggunakan MEJP = d
2 Jumilah akseptor KB 21.736 21.344 21.065 20141 19.859
3 Persentase |[1/2)x100%) 14,75 14,70 13,71 13.62 13,90

Sumber : Dings PHMODPPKEPPPA Kok, Barme Tohun 2021
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah
perbandingan  jumlah PAsSAngan usia sabar wvang tidak lagi
menggunakan kontrasepsi dengan jumlah akseptor KB yvang dinyatakan
dalam persen. Peresentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
abupaten Barru Tahun 2016 - 2020

Jumlah pasangan = usia
1 subur yang tdok lagi B, 775 8,590 9,540 9.930 9.799
menggunakan kontrasepsi
2  Jumlah ak=eptor KB 21.736 21344 21,065 20.141 19562
3  Persentase {[1,/2pcdD0%) 40.37 4025 45.29 46,38 50.09

Sumber : Dings PMDPPKBPPPA Kob. Barru Tahun 2027
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota hina keluarga balita [(BEKB) ber-KB adalah
perbandingan jumlah anggota kelompok BEKB yang ber-KB dengan jumlah
anggota kelompok BEB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota
bina keluarga balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barm dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2. 160
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Seularpmten Busti: Sabuin BOLO - S0

Mo Uratan 2016 2017 2018 2019 2020

1 dumilah anggota kelompole BREL 5o,y 5oy 3.794 3805 3.642
vang ber-KB

2 Jumlah anggota kelompok BKBE 5802 6,716 6.716 6716 7.672

3 Persentase (1] 3)x100%) 5503 5593 56,49 56,65 45.13

Sumber - Dinas PHDPPERPPPA Kab Borru Tahiun 2021
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Cakupan anggota bina keluarga

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja [BEKR) ber-KB

remaja  [BKR)

ber-KB

adalah

perbandingan jumlah angegota kelompok wang ber-KB dengan jumlah

anggota kelompok BEKR yvang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota

bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 2.161
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Earru. Tahu.n 2016 - 2020

"o 2017 2010 2020
{ amishangeb “'k‘mp"'"‘ HEE  su78 3973 3,984 3.997 3.008
yang ber-KB
2 Jumlah anggota kelompok BEKR 7,659 0 262 0,262 9.266 o902
3  Persentase [[12)x100%) 40.19 4288 43.01 43,13 30,10

Sumber : Thnas PUDPPREPPPA Kaob. Barru Tohun 2021

10. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota bina kelharga lansia ber-KB adalah jumlah anggota

kelompok BEL yang dinyatakan dalam persen.

Cakupan anggota bina

keluarga lansia [BKL] ber- KB di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada tabel

berikout.
Tabel 2.162
Cakupan anggnta Bina Keluarga Lansia [BKL) ber-KB Tahun 2016 - 2020
" No _ Uradan 5 2016 2017 2018 2019 2020
p Jumish anggota lkelompok. BKL g npe  5gsg 5705 2753 2335
yang ber-KB
2 Jumlah anggota kelompok BEL 3913 7346 7,367 7374 TO12
3 Persentase ([ 17 Z)x] 00 ] 27.73 36.32 36.72 aradz2 3316

Sumber : Dinas PMDPPEBPPPA Kob. Barru Tohun 2021

11. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

[PPKS) disctiap

kecamatan adalah perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah

kecamatan yang dinyatakan dalam persen.

Persentase pelayanan

keluarga sejahtera [PPKS] disetiap kecamatan di Kabupaten Barmu dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)] disetiap kecamatan
Kabu patcn Barru Tshl.m ZD'I E| 2020

1 Jumlah PPKS T T
2 Jumlah kecamatan T Fi Fi 7 T
3 Persentase [|1/Zjx]00%) 100 100 100 100 100

Sumber : Dings PUDPPKBEPPPA Kab, Barru Tohun 2021

12. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi

Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat

informasi

remaja/mahasiswa adalah perbandingan jumlah pusat

dan

Dan Konseling Remaja/f

konseling

informasi dan
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konseling remaja/ mahasiswa dengan jumlah kecamatan VANE
dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui calkupan remaja dalam pusat
informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.164
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/

Mahaslswa I{,E.hupatl:n Barru Ta.hun 2016 - 2020

1 Jumlsh PIE R/ M &0 68 70 73 63
2 Jumish kecamatan T T 7 T T

3 Persentase [[1 E?lx 1 D] B57.14 971.43 1000 142 900
mmber - Tinns A Kob. Barru Tafmn J0IT

13. Cakupan PKB/PLKE yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk
perencanaan dan pelaksanaan  pembangunan daerah di bidang
pengendalian penduduk

Calkupan PKB/PLKB yang didayvagunakan perangkat daerah KB untuk
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di  bidang
penegendalian penduduk adalah perbandingan jumlah PEKB dan PLKE yang
didayagunakan dengan jumlah PKB/PKLB yvang dinyatakan dalam persen.
Cakupan PEB/PKLEB wyang didayagunakan di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165
Cakupan PKB /PLKB yang didayvagunakan Perangkat Daerah
Kabupaten Earru. Tahu.n 20] ﬁ 2020

_Ro Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 J:.!mJu.'h FKR dan PLKH wang 24 a7 47 =0 s0
didavagunalkan
2 Jumlah PKB/PLKB 44 47 47 50 50
3 Persentase [[1/2]x100%] 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas PUDPPKBPPPA Kab, Bormu Tahun 2021

14. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) vang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan

keluarga scjahtera (UPPES) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan
jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri dengan jumlah
anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS
peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
I{fluarga Scjahtera [LJPFKS] yang ber-KB II'.I.ﬂl'lI:ltI'l Tﬂj‘tun 2016 - 2020

_No _ Uralan 2016 2017 ~ 2018 2019 2020

1 Juminh anggotn  kelnmpobc

172 52 sl 412 469
UPPKS vang ber-KB mandiri
Jumlah anggotn  kelompok =
2 UPPKS BT& 917 917 917 917
3 Persentase |1/ 3x1000G) 19.63 38.39 42 44,92 51,15

Sumber : Dinas PHMINFPEBEPPPA Kab. Barru Tohun 2021
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15. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (FPKBD) setiap desa/keharahan
Rasio petugas pembantu pembina KB desa [PPEKBD) setiap desa
kelurahan adalah perbandingan jumlah petugas pembantu Pembina KB
desa dengan jumlah desa kelurshan yang dinyatakan dalam persen. Rasio
petugas pembantu Pembina KB Desa ([PPKBD) setiap desa/kelurahan di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.167
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (FPFKBD)
setiap desa/kelurahan MhuEatcn Barru Tahun 2016 - 2020
Jumi;:i: peitugas I':'\.:mi:.r.:.n:tu : & . I
1 Pembina KB De=za 55 as A a5 i
2 Jumlah desafkelumbhon 35 35 35 35 55
3 Persentase (|17 Fx] 00%) 100 100 100 100 100
Sumber : Dings PUMDPPKEPPPA Kob, Barru Tohun 2021
16. Cakupan ketersediman dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk
memenihi permintaan masyarakat
Calkupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi
untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah
alkon per mix kontarsepsi yvang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan
perkiraan permintaan masyarakat yang dinyvatakan persen. Cakupan
ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyvarakat di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.168
: Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrascpsi
Jumliah alkon per mix kontrasepsi
1 vong tersedin di Faskes dan 56900 55315 48 _363 20.588 34.279
gudang Alkon kab /leota
2 Perkirann Permintoan Masyarakat 36,200 55315 48,362 20.588 34.279
3 Cakupan {1 /2]x100%) 100 100 100 10:0 100
Sumber : Dings PMOFPPKBEPPPA Kok, Barme Tohun 2021
17. Persentase Faskes dan jejaringnya [(diseluruh tingkatan wilayah] wyang

bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBEKR sesuai
dengan standarisasi pelayanan
Persentase faskes dan jejaringnya [diseluruh tingkatan wilayah)
yvang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayana KBKR sesuai
dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan
jejaring vang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring
vang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.



RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
I1-124
Tabel 2.169

Persentase Faskes dan jejaringnya [diseluruh tingkatan wilayah)
yang bekerjasama dengan BPJS Tahun 2016 - 2020

| !'\ S i-r!-'-!'- .: - e m L E m?‘ = U 2020
1 Jumlah Faskes dan jejarmg yang 12 14 14 14 14
bekerjasama dengan BPRJS
2 Juminh Faskes dan jejaring 12 14 14 14 14
3 Persentase (i1/2)x]00%) 100 100 100 100 100

Sumber - Dinas PMDPPEBPPPA Kob. Bormu Tohun 2021

18. Cakupan penyvediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa
adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga vang
tersedia dengan jumlah seluruh  informasi data mikro keluarga wyang
dinyatakan dalam persen. Cakupan penyediaan informasi data mikro

keluarga disetiap desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 170
) ) Cakupan pcn}'cu:lman Informasi Data Mlkrcu___l{tluﬂ.rga di setiap desa
Ho Uraian q ‘Z018 3017 | so1s 301 oomn

Jumlah informasi data  mikro

1 i Yo a 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulon 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah seluruh informasi data 5

2 mikmo keluamga 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

3 Persentase ({1 2oc] 009 1040 100 104 1063 1040

“Bumber : Dinms PHOPPREPPFA Kob. Baru Tahn 027

19. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui
8 fungsi keluarga
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga
melalui fungsi keluarga meripakan perbandingan antara jumlah kelompok
kegiatan wyang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi
keluarga dengan jumlah kelompok kegiatan yang dinyatakan dalam persen.
Cakupan Kelompok HKegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8
fungsi keluarga di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171
Cakupan kelompok kegiatan yvang melakukan pembinaan keluarga

melalui 8 fungsi keluarga Kabupatcn B&rru Tahun 2016 - EDED

(Mo " Urafan _ [ | 2017 2018 2010
.J'umlnh klﬂ:rn'l.p-uk kegiatan yang
1 melnkukan pembinann  keliargn 232 249 244 255 253
melahii 8 fungsi kehoarga
2 Jumlah kelompok kegiatan 232 249 249 255 255
3 Persentase ({1 /21x100%:) 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas PMIFPKBEPPPA Kab. Borru Tahun 2021

2.3.2.8. Perhubungan
1. Jumlah ams penumpang angkutan umum
Jumlah amus penumpang umum  adalah  jumlah  keseluruhan
penumpang vang menggunakan angkutan umum yvang keluar masuk
pada suatu daerah selama 1 ([satu] tahun. Jumlah ams penumpang

anghutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.172
) Ju.mla.h _EIJ.‘IJ.EI p:numpﬂ.ng En_gkuta.n LU T‘ahun _E'Dlﬁ 2020
1 ‘é‘j’:“"’h PeRUMPAnE 4 769581 1773098 1,693,893 1682943  &26.600
g (umish pommpang o aae 36.993 23,103 45,387 28.164
Kapal laut
g  Toeal dumlah 4 Jon ges 1810091 1,693,803 1,682,043  B53.764
Penumpang

Sumber : Dinas Pevhubungan Kab. Barru Tahen 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penumpang bis
maupun jumlah penumpang kapal laut berfluktuasi. Untuk jumlah
penumpang kapal laut mengalami penurunan di tahun 2020, hal ini
dipengaruhi karena mercbaknya wabah pandemic covid 19 schingga
menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas bepergian terlebih
menggunakan angkutan umum.

2. Rasio ijin trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa

anghutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
Rasio jjin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang
dikeliarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 173
Raam 1J|:|1 tra}'ck Kabupa.tcn Ba.rru Tahu:n E-EI llEi 21}20
1 Izin TJ'-'.I:,.'\ElI: perkotnan - -
2 lzin Trayek perdesaan 248 41 41 41 41
3 Jumlah Izin Trayek 248 41 41 41 41
4 Jumlah penduduk 173.163 174 871 180,509 1B2.373 1B7.392
5 Rasio lzin Trayek 0,001 44 2,3 2,27 2,24 2,18

Sumber - Dines Perhubungan Kob, Barre Tohen 2021
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ijin trayek dari tahun
2016 sampai 2020 menurun, hal ini di pengaruhi jumlah permintaan ijin
vang berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah.
3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Pelabuhan laut/udara diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk
menerima pesawat/kapal laut dan memindahkan barang kargo maupun
penumpang ke dalamnya. Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana
transportasi  jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan
penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta
mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendarsan umum. Jumlah
pelabuhan laut/udara fterminal bis di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 2.174
._Turntah P:bﬂ.hu.h&n Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016 - 2020
No _Uraian 2016 = 2017 2018 2019 2020
1 JumJuh p-:la'buhun Lot 5 5 5 ] a
2 Jumlah terminal bis 5 5 5 4 a3
Jumlah 10 10 10 9 B

Sumber : hnos Perhubnungan Kob. Baru Tahun 2021
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan

laut /udara/terminal bis cenderung stagnan, hanya saja khusus untuk
terminal biz pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh
adanya pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi
Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat adalah perbandingan antara
jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang yang teranghut yvang
dinyatakan dalam persen. Persentase layanan angkutan darat di

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175
Persentase layanan angkutan darat Tahun 2016 - 2020
: - S ER  S T S
1 Jumlah Anglutan darat 3350 1535 1475 1,788 505
2 el PEMMMPANE 4 7A0.581 1773098 1693893 1,682,943 A25.600
angkutan darat
3 Feraentaae 0,047 0.0R7 0087 0.076 0063

Sumber : Dinas Periinbungan Koh. Borru Tahuwn 2027

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan
darat mulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif, hal
ini di schabkan oleh menurunnya jumlah penumpang angkutan umum
yvang beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya
penurunan jumlah angkutan darat karena kurangnya peremajaan
kendaraan.

Pemasangan Rambu-rambu

Rambu lalu lintas adalah bagian dari periengkapan jalan yang
memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya,
vang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan
petunjuk bagi pemakai jalan.

Tabel 2.176
F‘cmasangan R.ambu :ra.mbu Kabupatcn Barru Tahun 2fl 16 - EEIZCII
Ha ttraian o018 2017 3018 aomis &H
1 Jumbnh pemasangan rambu-rambu AR 1043 TS 156 156
2  Jumbth mmbu-mmbo yeng scharusnys  3gey 3951 3051 3051 3951
tersedia
3 Persen 223 2.53 1.90 3.95 3.95

Sumber : inas Perhubnungon Kab, Beru Tahun 2021
Pada tabel diatas presentase pemasangan rambu-rambu berfluktuatif,

hal ini disebabkan adanya prioritisasi pemasangan rambu-rambu untuk

kategori jalan tertentu yang menjadi kewenangan Kabupaten tergantung
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dari tingkat kerawanan terhadap kecelakaan serta mendukung akses
sarana pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ekonomi.
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang teranghut angkutan umum adalah jumlah
orang atau barang vang diangkut dengan moda transportasi anghutan
LTI LM Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan wmum di

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 177
.Jurnla.h orang/ ba.rang yang teranghkut a.ngk:utan Jamurm Tahun 201 l5 2020
Ne Umian  ame  3w7 3018 3os 2030
..lu.rnhh Orang yang — x i N
1 Teranglast Angloutan Uiium 4.769.581 039,875 036,225 907 035 B25. 600
g Ml . Bty SRR gy 11.278 11235 10,884 B.784

Terangiut Anglutan Umnum

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Borru Tahun 2021
Pada tabel diatas jumlah orang /barang vang teranghut anghkutan

umum cenderming menurun mulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun
2020, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah orang/barang yvang
menggunakan sarana angkutan umum karena beralih menggunakan
kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan
umum karena kurangnya peremajaan kendaraan.
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara,/ terminal per tahun

Jumlah orang/ barang yang melalui dermaga/ bandara / terminal
adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda
transportasi anghutan umum yang melalui dermaga/ bandara dan
terminal. Jumlah ocrang/ barang yang terangkut anghkutan umum di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178

Jumlsh urs.ng,-fbarang melalui d.crmaga,.f bs.ndarag term :II'lEIl per tahun

1 2016 Orang 30,264 4,769,581 4.?9’9.&&5
Barang 17,977 17.977
2 01T Orang 39,074 4. 769,581 4,808,655
Barang 11,3B2.72 13,382 23,765
3 018 Drang 23,103 4,769,581 4,792,684
Barang 12,335.8BT7 132,382 24.717.BT7
& 2019 Orang 45,287 1,682,943 1,728,230
Harang 9,683,355 10,584 9,694,233
& 2020 Orang 45,287 1 682,943 1,728,230
Harang 9,683,355 10,884 9,694,239

Sumber : Dines Perhubungaon Kab, Barrm Tohun 2021
Pada tabel diatas jumlah orang melalui dermaga cenderung menurun

disebabkan pemilihan moda transportasi masyarakat dari kapal laut ke
pesawat udara. Untuk jumlah orang yang melalui terminal menurin sangat
signifikan hal ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan
umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan jumlah
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barang yvang melalui dermaga dan terminal meningkat, hal ini terjadi
karena fungsi dermaga sangat optimal dari sisi pengangkutan barang,
Kabupaten Barru

disamping itu pemilihan pelabuhan-pelabuhan di

menjadi alternatif para pengguna jasa.

Koperasi, Usaha Hecil dan Menengah
Peraentase koperasi aktifl

Presentase koperasi aktif merupakan perbandingan jumlah koperasi
aktif dengan jumlah semua koperasi yang ada dan dinyatakan dalam
persen. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Barma dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.179
No ]
=
| Jumlah koperasi aktif 97 58 58 &3 &5
2 Jumlah koperasi 119 103 103 102 104
| Persentase koperasi aktif B1,51% 56.31% 56.31% 61,76 62,50

Sumber : Dines Koperosi, UKM don Perdognngan Kab. Borru Tahun 2021
Meningkatnya jumlah koperasi aktif® diukur dar indikator kinerja
perbandingan antara jumlah koperasi dengan jumlah koperasi seluruhnya.
Mempakan indikator utama dalan penilaian suatu koperasi dikatakan aktifl
apahbila melalkukan RAT dua tahun terakhir. Jumlah koperasi di Kabupaten
Barru tahun 2019 adalah 102 unit, sebanyak 63 koperasi yang melakukan
RAT dan 39 yang tidak melalukan RAT artinya sebanyak 61,768% koperasi
aktif. Adapun penyebab keberhasilan dari pencapaian indikator adalah :
. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Pembinaan koperasi dan
dilakukan pelatihan terhadap kemampuan untuk menyusun/membuat
laporan pertanggung jawaban keunangan koperasi
. Dilakukannya pengusulan penghapusan terhadap koperasi yang sudah
tidak melakukan operasional usaha.
Persentase UKM non BPR/LKM aktif
Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara
jumlah UKM non BPR/LEM aktif dengan jumlah seluruh UKM non
BPR/LKM yang dinyvatakan dalam persen. Persentase UKM non BPR/LKM
di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berilout.
Tabel 2.180

Persentase UKM non BPFR/LKM aktif Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

D = = " AT S TR TITLE Sy =
N Uralan 3016 2017 3018 3019 3030
1 Jumiah UKM nom BPR FLEKM aktil | BGR 1571 14%4 430 762
Jumbsh  seborah UEM  non -
2 BPR/LEM L BGE 1571 1454 458 790
3 Persentase 100 1040 100 93,66 06,46

Sumber : Dinas Kopermsi, LKM don Perdogangon Knb. Barre Tahun 2021
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Jumlah usaha kecil dan menengah tahun 2019 non BPR/LKM adalah
sebanyak 430 unit dari 4538 unit. Jumlah ini mengalami penurunan karena
sekitar 1.112 unit setelah dilakukan verifikasi ulang mengenai permodalan
dan aset usaha tersebut sudah bukan merupakan usaha kecil melainkan
masuk kategori usaha mikro. Hal ini memupakan penyebab menurunnya
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif.

Peraentase BPR/LKM aktif

Persentase BPR,/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah
BPFR/LEKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan
persen. Persentase jumlah BPR/LEM aktif di Kabupaten Barmu dapat
dilihat pada tabel berikut.

1
Z

Jumilah BPR/LEM aktif 20 20 20
Jumilah sehirub BPR{LEM 25 2B 28
3 Persentase TL43% 7T143% T1.43% TLAIN T143%

Sumber : Dinas Hoperas:, UKM don Perdagungan  Kaob. Barru Tahien 2021

Diata BPR/LKM di Kabupaten Barru adalah sebanyak 28 LKM yakni
20 unit merupakan Bumdes binaan Dinas PMDPPKBP3A sedangkan 8
merupakan binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sudah
tidak aktif karena baik dari usaha maupun pengurus sudah tidak ada.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara
jumlah wusaha mikro dan kecil dengan jumlah selhuruh usaha mikro
dan kecil yvang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen.
Perasentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.182

Scamcnttnn Lsalin M dai Kesl Tabne 2020 - 282,

1 Jumlah Usaha mikro 15.611 17.979 17.820 18.999 95.122
2 Jumlah Usaha Kecil 1.514 1.933 1.434 323 T1B
a Usaha Menengah 79 50 BR 136 72

4 Jumlah UKM 17.204 19.962 19.342 19457 9912
5 Persentass 99, 7AN 99, 75% 09 55% 99, 74% 99,27

Sumber : Dinas Kopemsi, UKM dan Perdogonpon. Knb. Barru Tahun 2021
Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang

mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro da kecil
merupakan akumulasi dari jumlah pelaka  industri, perdagangan,

pertanian, peternakan dan perikanan. Berdasarkan tabel di atas, target
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kinerja yvang ditetapkan adalah 99 74% artinya dari 20.656 unit usaha yag
ada di Barru ada 20.603 unit merupakan usaha mikro dan kecil.

2.3.2.10. Penanaman Modal
1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Investor adalah orang persecorangan atau lembaga baik domestik dan
non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau
jangka panjang. Jumlah investor berskala nasional [PMDN/PMA) di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.183
Jum]a.h mv:atur bcrskala. naalun.a.l 1PMDN,|’PMA} Tﬂj‘luﬂ 2016 - QDED

_No 2018 2019 2020
1 PMDN 325 2640 118
2 PMA = =
3 Total 338 323 335 260 118

Sumber - thnos PMPSPNoker Kob Bamu Tahun 302

Jumlah Persetujuan Investasi ([usaha) tahun 2019 sebanyak 260 yvang
dikategorikan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi lebih
dari 200 juta dan penambahan investasi melalui Laporan Kegiatan
Penanaman Modal Daerah tahun 2019,

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional [PMDN fPMA)

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilalukan oleh
sebuah perusahaan atau perscorangan atau lembaga baik domestik dan
non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi
PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek
inwvestasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui
dinas terkait. Jumlah nilai investasi berskala nasional [PMDN/PMA) di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 184
Jumlah nilai investasi berskala nasional (FMDN /FMA| Tahun ED'I 6 ZDEJD

Tan mmm mm

Bo: Nasional (PMDN/PMA|

i 1 iﬂlﬁ 559 53? 393 SIII OO
2 2017 323 541.582.143.139
3 2018 325 729 568 409 663
+ 19 260 T30.659.151.736
5 2020 I18 B55.316.873.042

Sumber : Dinas PHMPEPNaker Kob. Barru Tehien 2021
Terdapat Peningkatan nilai investasi scbesar Rp. 124.657.721.306

dari nilai investasi tahun sebelumnya atau sebesar 17,060 pada tahun
2020. Peningkatan ini bergerak lambat dari periode sebelumnya. Masih
diperlukan adanya kepastian lahan dan secktor investasi yang dapat
ditawarkan kepada investor dengan penyusunan Rencana Umum

Penanaman Modal Daerah dan Percepatan RDTR untuk seluruh wilayah di
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Kab. Barru , Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS| dan kemudahan [
kebijakan investasi lainnya yang dapat ditawarkan oleh Pemda Kab. Barru

3. Kenaikan / penumunan Nilai Realisasi PMDN {miliar rupiah)

Kenaikan/ penurunan nilai  realisasi PMDMN  dihitung dengan
membandingkan realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi
PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi.
Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Barma dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 185
Kcnmka.nfgcnumnan Nilai Realizasi PMDN {ITI.IJJ.-EI' rupiah
2 “ mmm BT !“. L 5 '.-
L8 it masi :
1 ZDIE SJT.DTD.D-DCI.EZ& B41.535.650.684% -36,18
2 2017 541.582.143.139 537.393.500.000 078
3 x018 T29% 568 409 591.931.425.987 35
4 2019 730.659.151.736 729.568.409. 663 0,15
5 2020 B55.316.B73.042 730.659.151.736 17,06
Sumber : Dinas PHPSFNoker Kob. Bormu Tahun 2021
Terdapat Peningkatan nilai investasi scbesar Rp. 124.637.721.306
dari milai investasi tahun sebelumnya atau sebesar 17,06% pada tahun
2020. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap daya dulkung
investasi di Kabupaten Barru yvang discbabkan oleh beberapa hal, yaitu :

» Peningkatan Promosi investasi ditahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali
pameran investasi baik di dalam maupun diluar Provinsi;

#= Peningkatan koordinasi investasi antar lembaga pemerintah, swasta
dan pihak lainnya;

» Semakin membaiknya pelaporan realisasi penanaman modal daerah
baik yang dilakukan secara manual maupun online;

# Perbaikan percepatan berusaha melalui pembentukan satuan tugas
perocepatan berusaha dan perbaikan  regulasi  perizinan  dan
penanaman modal daerah.

2.3.2.11. Kepemudaan dan Olah Raga

1.

Persentase organisasi pemuda vang aktifl

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah perbandingan antara
jumlah organisasi pemuda vang aktif dengan jumlah seluruh organisasi
pemuda yang dinyatakan dalam persen. Persentase organisasi pemuda di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186
PCI'B-I:I‘.IT.EB-I: nrg,an'l.a-a.al p-:rnud.a \ra.'ng aktif Tahun 2016 - 2020

L nﬁi ETL ﬂ!ﬁ:‘ 2
Jumlah Organisasi Pemuda dl Kecamatan Barru

Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete 1

Hikau 15 26 26 26

1]
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W Uraian [ m__." El* E 2018 E 2015 __ 3030
Jumilah Organisasi Permuda di Kecamatan Tanete ) -
3 Rinja 15 15 a1 a1 21
2 Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan 15 15 16 16 16
Puiananting
- Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan 15 15 21 21 21
Balusu
Jumlzh Organisasi Pemuda di Kecomatan = =
& Soppeng Hiaja 15 15 21 21 21
Jumlah Organisasi Pemuda di Kecomatan = .
7 Malkasetas 15 15 0 L 20
E] «Jumlah organisasi pemuda yong akisl 105 105 167 167 167
g Jumilah =elureh organisasi pemmuds 105 105 167 167 167
10 Presentase organisasi pemuda vang aktil 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Kepermodoen don Olahmeo xb. Barmu Tohan 2021
2. Persentase wirausaha muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan
fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang
baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat
mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun
operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur
mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah
perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah
seluruh wirausahayang dinyatakan dalam persen. Persentase wirausaha

muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187
Persentase wirausaha muda h’.abupati:n Barru Tahun 2016 - 2020
1  Jumlah wirsusahs muda 10 1B 5
1  Jumlah seluruh wirsusaha 1B 23 90 150 55|:I
3  Persen |[1F2jx100%%) 55,56 TR.26 5.56 13.33 13.33

Sumber : Minos Kepemudogn don Giohrogn Keb. Barmu Tahuen 2021
3. Cakupan pembinaan olahraga
Cakupan pembinaan olahraga mermupakan perbandingan jumlah
cabang olahraga yvang dibina dengan Jumlah seluruh cabang olahraga yang
ada fterdaftar yang dinyvatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga
di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188
. _Cakups.n pcmb:naﬂ.n Dlahraga Kabul_:!_s_l_t_:n Barr Tshun 2016 - 2020
Na “Uraian satusn 2016 3017 3018 3018 2030
1 ‘é‘;‘h'::]:h oubmrg - cialrage. YO0, oy a f 13 27 a7
etz e T 19 % 6 29 29

olahrags vang ada/ terdaftar
3 Persen [ 1/ 3]x100%:) Persen 42,10 23,08 50 831 931
Sumber : Dines Kepemudoan dan Nohrogae Kob, Baorru Tahan 2021

4. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara
jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan
dalam persen. Cakupan pelatih yvang bersertifikat di Kabupaten Barru
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 189

Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Barru
Ta.hun 2016 - 2020

Ne Uralan 2016 2017 2018 2019 2020
1 .J'uml:th pelatih bersertifikat 11 11 43 37 57
2 Jumlah seluruh pelatih 15 15 58 75 TS
3 Cakupan pelatih yvang bersertifiknsi 73.33 7333 T4.13 TG TG

Sumber : Dinas Kepemedoaen dan lahroga Kok Barm Tohun 2021
Cakupan pembinaan atlet muda
Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah
pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang
dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan altlet muda di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190
Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2020

No _ Uradan _ 2018 01T 2018 201 2020
1 Jumbah atlit pelajar vang dibina 71 25 401 430 430
2 Juminh seluruh atlit pelajar 130 135 401 [E3) B06
3 Persen |1/ 2)x ] D0%| 54,61 18,52 100 0.9 0.9

Sumber : Dinas Kepemudamn dan ahmga Kob, Borre Tahun 2021
Jumlah atlet berprestasi
Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi
kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah

atlet berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berilout.

Tabel 2.191
_Jumlah atlet berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020
NHo Uraian 2016 2017 3018 3019 2030
Jumbnh atlet yang memenang  kejuaraam
1 tingkat nasional dan intemasional dalam satu 4 T o Li] o

tahun

Sumber ; inas Kepemudoon don Oiohroge Kob. Barre Tahan 202 1
Pada tahun 2018 - 2020 tidak terdapat atlet yang berprestasi
dikarenakan pada tahun tersebut Kabupaten Barm tidak menyertakan
atleinya pada beberapa event olahraga tingkat nasional dan internasional
dikarenakan tidak Ilolos seleksi, selain itu efek pandemic covid juga
menyebabkan beberapa event olahraga tingkat nasional dan internasional
tidak terselenggara.
Jumlah prestasi olahraga
Jumlah prestasi cabang olahraga adalah Jumlah prestasi cabang
olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu
tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2. 192
Jumlah prcatam nlahrag.a Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020
Na Uraian _ @ous  3mT 3018 3019 2030
Juminsh prestasi cobang olshrege  yang
1 dimemanglkan tErmpgicat nassanal dan 3 £ o o o

mternasional dalam satu tabun

Sumber : Dinns Kepemudaan don Qlehroga Kob. Beru Tohun 2021
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2.3.2.12. Statistik
1.

2.3.2.13.

1.

Buku "kabupaten Barru dalam angka™ dan Buku "PDRB Kabupaten Barru”

Buku Kabupaten dalam Angka sebagai sarana untuk menyediakan
data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan
dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak,
baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnyva
digunakan secbagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan
Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDREB) adalah buku yang
memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu
wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.
Adapun ketersediaan Buku Kabupaten Barru dalam angka dan PDRB
Kabupaten Barru pada tahun 2016 — 2020 selalu tersedia.

Persandian
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam
komunkasi Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam
komunikasi antar perangkat daerah memupakan perbandingan antara
jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam
komunikasi dengan jumlah perangkat daerah vang ada di Kabupaten Barrua
dan dinyvatakan dalam persen. Persentase Peranghat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten
Barru dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.193
Persentase Perangkat daecrah yang telah menggunakan sandi dalam
komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2020

AT .1EH!4\' T .'
. 2020

Jumiah perangkat daesrah yang telah mengunakan 1 1 1 1 1
sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah
2 Jumilah total perangkat daerah 39 3T a7 ar ar

3

Persentase Peranglmt daerah Vang telah

menggunakan sandi dalam komunkasi PD A el &7 i 4T

Sumber * Mhnos Komunicesi don Informotike Kob. Barmu Tohen 2021

2.3.2.14. Kebudayaan
1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu  yang
diciptakan manusia mengenai cara hidup vang berkembang pada suatu
kelompok wang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari
generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada kegiatan festival.
Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Barru dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel 2. 194

.Ecnyqtnsw festival scni dan budaya Tahun 2016 - 2020

1 Penyelenggarnan festival budaya 1 Kali 1 Kali 3 Kali 5 kali 5 kali

Eumber : Dinas Pendidikan Kab. Darru Tahin 2021
Diari data diatas terlihat bahwa penyelenggaraan festival budaya tiap
tahunnya mengalami peningkatan.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Menuruat undang-undang no. 11 tahun 2010, cagar budaya adalah
warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan
cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan
cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Benda, situs
dan kawasan cagar budaya wyang dilestarikan dan persentasenya di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.195
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya vang dilestarikan
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

1 Jumlah Benda, Situs dan Eawasan I 11 11 15 15
Cagar Budayn yang dilestarikan
Total Benda, situs & kowasan yang 7S
2 dimililei daerah ar 7 i " an
3 Persentase Bendo, Situs dan KEawasan 40,7 0.6 400 53.57 53.57

Cagar Budayn dilestarikan

Sumber - Dinas Pendidikan Kab. Barm: Tahun 021
Jumlah karya budayva yvang direvitalisasi dan inventarisasi

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya merupakan kewajiban
dalam hal pelestarian budaya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga,
memelihara, membangkitkan serta memperkenalkan kekayaan budaya
yang ada di suatu wilayah. Jumlah karya budaya vang direvitalisasi dan
inventarisasi di Kabupaten Barru yvang dituangkan dalam bentuk dokumen
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
Kab en Barru Tahun 20106 - 2020

B o '-.. ,. e F TR -'.F-'-'f:_ﬂ-ii-'--‘:' w'-"-rhs "I I.-...-'-'-., II“ l" ﬂ“l.

i ! -

Karya budaya yang direvitalisasi

1
dan inventarisasi (Dokumen)

Sumber - Dinas Pendidicon Kab. Barru Tahun 302
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu

Pengelolaan cagar budayva Kabupaten Barmu merupakan kegiatan
rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, hal ini scbagai bentuk
pemeliharan dan pelestarian cagar budaya yang ada. Jumlah cagar budaya
yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
beriloat.



RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
I1-136
Tabel 2. 197

Jumlah Cagar Budaya yvang dikelola secara terpadu
Kabu paten | Ea.rru Tahu.n 201 6 - 2020

e e = e T
_No_ _Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah cagar budaya yang dikelola 11 11 2B 2B 15
secara terpadu Jenis Jemis  Jenis  Jenis Jenis

Sumber : Mhnas Pendidikon Kab. Barru Tahon 2021

2.3.2.15. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya
terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut
sistem tertentu, yvangber tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan
masyarakat serta scbagai penunjang kelangsungan pendidilcan.

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang
berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1]
tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang
mengisi daftar kehadiran atau berdasar data wyang diperoleh melalui
system pendataan PEnNEUNjUNE. Jumlah pengunjung perpustakaan
pertahun di Kabupaten Barm dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.198
Ju.mla.h pcngun_]ung pcrpustakaan pcr tahun Ka'b BEuTu Tahun 2016 - 2020

pla————— O e o T
Jumluh PEOEUNjUNE perpu:lajm:m 121.28
mililkc Pemmerintah Dasrah (pemdi) 146.803 IB7.25 193,601 202.142 &

Jumlah pengunjung perpustakaan

2 o o o a o
miililkk non pemda
3 ;r]":;: pengunjung Perpustakaan  ,,.an3  1g735 193601 F02.142 02 L‘zﬂ

Sumber : Dinns Perpustakaon don enrsipon Doemb Kob, Borm Taohun 2021
2. Koleksi buku dan Judul Buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan
daerah adalah jumlah buku dan judul buku yvang ada di perpustakaan.
Jumlah koleksi buku dan judul buku yvang tersediadi perpustakaan daerah

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 199
Koleksi buku dan Judul Buku yang tersedia di perpustakaan daerah
o B Kabu pal.l:n H-B!'!'L‘i T.Elhu.n 2016 2020
No _Uraian

2017 2018 2019 2020
Jumlah Kolek=i jumlah buku

1 Vg tersedia di 53.096 55.344 56,435 58.685 58,685
perpusinkann doerah
Jumlah kolelksi judul buku
2 yang tersedia diperpustakaan 10.575 10.851 11.119 11.676 11.676
daerah
Swmbwer - Dhnos Perpustakom don Kearsipan Doeroh Kob. Borru Tohaoen 2021

3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Jumlah perpustakaan dihitung berdazsarkan jumlah
perpustakaan umum yvang dapat diakses secara langsung ocleh masyvaralkat
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yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan
persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan

per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk di
Kabupaten Barm dapat dilihat pada tabel berikouat.

Tabel 2.200
Rasm ptrpuatakaan p-:ra-atu.a.n p:nduduk Tahun 2016 - 2020
To Uraian _ 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah perpustakaan 56 56 =] 56 6
2 Jumlah Penduduk 173.163 174871 180,509 182.373  187.392
3 Rasic {1/2*1000] 0,33 0,33 0.31 0.31 0.30

Sumber - Dinas Perpustaokann dan Kearsipan Daerah Kob. Barra Tohun 2021
4. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memilikd sertifikat
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki
Bertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berilout.
Tabel 2. 201

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No ~ Uralan 2016 2017 2018 2019 2020 _
Juminh pustakawan, tenaga

1 teknis doan  peniai  yang 1 1 3 3 3
bersertifikat
Jumlah seluruh pustakawan,

il tenaga teknis d.n.npp-en:ila.i 3 1 # 3 4

| Persentase 33,33% 33,33% 100 1009 100%

Sumber - Dhnos Perpustokom don Keorsipan Doeneh Eob. Barm Tohen 2021
2.3.2.16. Kearsipan
1. Persentase Perangkat Daerah yvang mengelola arsip secara baku
Persentase peranghkat daerah yang mengeloa arsip secara balku adalah
perbandingan antara jumlah perangkat daerah wvang telah menerapkan
arsip secara baku dengan jumlah seluruh peranghkat daerah. Persentase

perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barma
dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2. 202

Persentase Perangkat Daerah yvang mengelola arsip secara baku
Kabupaten Barru Tahun 20] 6 - EUED

No = Uraian S 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Perangkat .Da.-erah yang 17 26 a7 a0 2q
telah menerapkan arsip secara balku
2 Jumilah Perangkat Daerabh 39 37 a7 36 36
3 Persen 43,59 TO.27 T2.97 B1,08 BO,5

Surnber : Dinas Perpustokoon don Kearsipon ODeeraf Kobh, Berme Tohan 2021
2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola HKearsipan Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 203
~ Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2016 - 2020 -
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlalkk  Kegiaton  Peninglkatan &
! SDM Pengelol Kearsipan % i g H L,

Sumber : hnas Perpusinkoon don Kearsipan Doeroh Kab. Barru Tahun 2021
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Layanan Urusan Pilihan
Pariwi

Kunjungan wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah
capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh
kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten wyang dinyatakan

dalam persen. Kujungan wisata D1 Kabupaten Barmru dapat dlihat pada

tabel berikout.
Tabel 2.204

2021 - 2026

Kuny.m_gan wizata Kabupatcn Eta.rru Tahun 2016 EDZD

Jumish capainn kinerja o
1 e i ) SO 26.5 49.35 54,835 117,967 61.519
g  Jumish  sehuub dunjungan 54 4535 54835 117967 61519
wisatn se-kobupaten
Jumlah sehiruh kunjungan
3 wisatn yang direncanmkan se- 26 28 29 500 31,000 33.000
kabupaten
4 Persen 101,92 176325 18588 378,30 186

Sumber - Dinas Pormutsatn Kobrpaten Bormu Tahan 2027

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah persentase kunjungan

wisata ke Kabupaten Barru pada tahun 2019, hal ini dipengaruhi terdapat

beberapa objek/ daya Tarik wisata sebagai tempat pelaksanaan event besar

seperti Lappalaona yang menarik kunjungan sampai 18 907 wisatawan,

terdapat juga beberapa objek/daya Tarik wisata baru yvang berkembang

seperti diana waterpark dengan jumlah kunjungan 47.086 wisatawan dan

embung paccekke dengan jumlah kunjungan 2.552 wisatawan.

PAD sektor pariwisata

Pendapatan asli daerah [PAD] scktor pariwisata merupakan
perbandingan antara PAD scktor pariwisata dengan

dinyatakan dalam persen. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total

PAD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada

tabel berilout.

Tabel 2. 205

2016 23,841,000

iwisata_Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

51,671,673,714.73

total PAD yang

0,05

1

2 2017 25.570.000 130.717.794.632,7 0,05
3 2018 29, 550000 104 62T.706.924,57 0,03
il 2019 34,350,000 110.310.167.038 0,03
5 2020 808.339.360 110.400.938. 084 0,89

Sumber : Dinas Poracisats Kobupaten Barre Tahun 2021
Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah Pemasukan Asli Daecrah

dari sektor pariwisata sebesar 4.800.000 dari tahun sebelumnya yvang
hanya 29.550.000 menjadi 34.3530.000 walaupun secara rasio keseluruhan
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jika dibandingkan dengan PAD Kabupaten tetap sebesar 0.03 %, hal ini
disebabkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten
Barru yang dikarenakan adanya event besar yvang pernah dilakukan dan
juga meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke tempat wisata bar yang

sementara terus berkembang.

2.3.2.2. Pertanian

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan
perbandingan antara produksi tanaman padif/bahan pangan utama lokal
lainnya dengan hias areal tanaman padi/bahan pangan utama local yang
dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan local
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 206
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

y | zm;ae 7 g7 | goae F01% | 3030
Produlks:
Tanaman

j  PadifBahan 110,514.01 116,574.30 121 47007 124.399.04  155.17243

Pangan Utama
Lodeal Lamnnya
{Tamj

Lazas Areal

Tanaman

Padi/Hahan 23,323 22975 23 4BE 23 986 35916
Pangan LUtmma

Lokall {Ha

Produlktivitas

Padi/Bahan

Pangan LUtama 51.15 5413 56.71 56.140 5%.B
Loleal Lainnya

(B Hm)

Sumber ; Dings Pertanion Kob. Barru 2020

Total Pertanaman Padi Tahun 2020 seluas 25916 Ha dengan
merupakan hasil produksi dari Padi Sawah 135.172,43 Ton.

2. Cakupan bina kelompok petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara
jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan
jumlah kelompok tani yeang dinyatakan dalam persen. Cakupan
bina kelompok petani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2. 207
Cskupan bina kelnmpﬂk petam Kabupatcn B&rru Ta_hu.n 2016 EDZD

Jumlah kelompok petani yang
: mendapatkon bantuan Pemda 1k JiLF Lo i o
2 Jumlah kelompok tani &0 705 709 713 720
3 Persen 20,86 16,60 19,75 6.17 11,94

Sumber : Dinns Pertanian Kab. Barru 2020
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Jumlah Kelompok Tani sebanyak 86 kelompok merupakan kelompok
yvang mendapatkan Bantuan Pemda dari beberapa Bidang : Hortikultura

dan Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan.

2.3.2.3. Perdagangan
1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor
dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208
Ekzpor Bersih Pcrdagangan I{ahupat:n Barru Tahun 2016 - 2020

We “fahun  Wilai ekpar  Wilai Impor .ﬂ‘m""ﬂ"ﬁ
1 2006 112_27E.000 L] 112_27E.000
2 2017 127.438.834 [1] 137_438.834
3 2018 128,712,891 L] 128.712.891
4 2009 07264 928 [1] O7. 264,928
5 2020 o7. 264 928 [1] O7. 262 928

Bumber - Dinas Roperusi, URM dan Perdagangan Kabupaien Berru Tahun 2021
2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan
perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal vang
mendapatkan bantuan binasn pemda tahun dengan jumlah kelompobk
pedagang/usaha informal wyang dinyatakan dalam persen. Cakupan
bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Barmu dapat dilihat
pada tabel beriloat.

Tabel 2.209
Cal-r.upan bina kelompok pcdag&ng,ﬂ'usaha informal Tahun 2016 - 2020
Uraian _amis | amaT 3018 3015 3030
.Ju.mLah kelompok pedagang/ usaha
1 informal yang mendapatkan bamtuan 3 6 9 12 12
binaan pemda Tahun m
3 Jumlah kelompok pedogang usaha 30 10 10 39 10
informal
3 Caloupan (%) T.69% 15.38% 13.08% 30, 7% 30,77

Sumber - Dings Koperas:, UKM don Ferdagangan Kobupaten Barru Tolhun 2021

2.3.2.4. Perindustrian
1. Cakupan bina kelompok pengrajin
Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan
antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan
pemdadengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen.
Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.210
Calcl.tpa.n bina kclnmpcrh: pi:ngra]m Kabupatc:n Bar.ru Tahun 20 1lE| 2020
1 C"k""-““ it 20 20 20 20.67 14%,

kelompok pengrajin

Sumber : Dinns Koperasi, UKM don Pendogangan Eobupaten Barru Tahun 2021
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Calkupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2019 sebsar 20,67
menunjukkan bahwa dari 30 kelompok pengrajin yvang ada di kabupaten
Barru terdapat 7 kelompok wyang mendapatkan bantuan/binaan dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Barra.

2.3.2.5. Helautan dan Perikanan
1. Produksi perikanan
Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang
diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Produksi perikanan di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Produksi perikanan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020
Uraian i = ; ] -

=

Jumlah  produksi

L P | 2327907 2414803 2437341 25.648,66 2573390
2 Target Daerah (ton) 2411272 2496864 2587452 26.5B7,30 27324.19
3 Persen 96.54 96,71 94,20 96,46 0417

EBumber : inas Penkanon Kab Barre Tohun 2027
Jumlah produksi ikan terdiri dari jumlah produksi perikanan tangkap

dan produksi perikanan budidaya. Jumlah produksi ikan mengalami
peningkatan dari 24.2373,41 ton pada tahun 2018 menjadi 25.648 66 ton
pada tahun 2019 dengan jumlah produksi perikanan tangkap scbesar
19.450, 2 Ton dan jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 6.198 46
Ton. Peningkatan tersebut dipengarihi oleh dukungan dari peningkatan
sarana dan prasarana pengelolaan perikanan, pembinaan terhadap nelayan
yang semakin intensif serta peningkatan teknologi usaha perikanan.

Walaupun jumlah produksi ikan mengalami peningkatan namun
belum mempu mencapai target daerah yang telah ditetapkan yaitu hanya
scbesar 96,46 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertama, masih
adanya lokasi perikanan budidaya yang rawan terhadap penyakit
disebabkan seringnyva tambak tergenang banjir dan saluran pemasok air
untuk tambak sama dengan saluran pembuangan air sawah sehingga
terjadi kontaminasi air tambak dengan zat kima limbah pertanian. Kedua,
adanya Batasan kewenangan dalam pengawasan sumberdaya perikanan
schingga penangkap ikan seccara illegal masih sering terjadi dan yvang
terakhir jumlah nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional masih
lebih besar dibandingkan vang menggunakan alat tangkap modern.

2. Konsumsi ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi
ikan dengan target daerah yang dinyvatakan dalam persen. Persentase
konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.212
; ; Konsumsi ikan Kahup&tcn Barru Tahun 2016 - 2020
 Jumiah ilan Daerah
Kg kg :
1 016 T.TRT.T40 7.804,53 99.7T8
2 2017 T.TET.T40 7.804,53 0. 78
3 2018 7913736 T.917 209 9,96
4 3019 7.929.362 7.029.561 99,53
5 2020 4. 580000 4553000 99,44

Sumber : Dinas Perikonon Kab, Boou Taohun 2021
Cakupan bina kelompok nelayan

Calkupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan
antara Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan
target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina
kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 213
Cslf.upan I:una kclnmpuk n:la}'sn Kabupaten Barru Tahun "-‘Clll G - ZCIED
No ) m:l 2016 2017 2018 2019 m

Juml:th kelompok Nelaoyan  yang

! mendapatkan bantuan Gk = il k4 i
Tarmget Kelompok Nelmsyan yang

4 Mendapatkan Bantuan i 1 ik 12 18

3 Persen 231 175 168,75 350 3B8

Sumber : Divos Periboman Kah. Beme Tofwn J0ET

Besarnya capaian cakupan bina kelompok nelayan disebabkan
pendampingan pada kelompok perikanan tangkap melalui pengadaan
sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa alat tanghkap, mesin kapal,
GPS dan Kapal motor tidak hanyva DAU namun juga DAK melalui 2
Kegiatan yaitu kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap dan pengadaan saranan dan prasarana perikanan tangkap.
Produksi perikanan kelompok nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan
jumlah produksi ikan ([Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan
jumlah produksi ikan di daecrah yang dinyatakan dalam persen. Produksi
perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel

berikut.
Tabel 2.214
Prudul-r.sl pn:nl-r.anan kclnmpﬂk ncla}ra.n Kab. Ban‘u Tahu:n EEI lﬁ EDZEI
o Tabum omtribal hosd) Reinmpok nelayan  lkandidsesats Prowestase
1 2016 5.161,07 23.279.07 X217
2 2017 3.35B,57 24._148,03 22,19
3 2018 B174,37 2437241 35,53
4 2019 B_583,09 25.874,52 33,17
5 2020 12.555,58 25.733,90 48,79

Sumber : Dinas Perikmnan Kab. Berm Tahun 2021
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Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPIJMD, RKPD dan RTEW
yvang telah ditetapkan dengan PERDA/PFERKADA

Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD) dengan rentan
waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah
[RPJMD) dengan rentan waktu 5 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
[RTRW) dengan rentan waktu 30 tahun sedangkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yvang merupakan dokumen perencanaan
tahunan ditetapkan dengan PERKADA. Ketersediaan dokumen
perencanaan di Kabupaten Barma pada tahun 2016 — 2020 sclalu tersedia
sesuai peraturan perundang-undangan.

Rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah adalah sati
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan sebagaimana termuat
dalam UU Neomor 25 Tahun 2014 tentang Sisterm Perencanaan
Pembangunan Masional.

Pada tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD)} adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua
puhih) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yvang
mengacu pada RPJP Masional. Rencana Pembangunan Janghka
Menengah Daerah [RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5
[lima) tahun yang merupakan penjabaran dari wisi, misi, dan
Program Kepala Daecrah vang penyusunannya berpedoman pada
RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional , memuat arah kebijakan
keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,
dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja
Perangkat Dacrah, dan  program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yvang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKFPD) adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 ([satu] tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada REKP, memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
rencana kerja, dan pendanaannya, baik yvang dilaksanakan langsung
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oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan vang telah disusun
tahun 2019 adalah:

# Peraturan Daerah Kabupaten Barmu Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru MNomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah HKabupaten
Barmu Tahun 2018 Nomor 4);

# Peraturan Daerah Kabupaten Barmu Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah MNomor & Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
[Lembaran Dacsrah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1];

# Peraturan Bupati Barmu Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2019 nomor 20)

# Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Bupati NMomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 22).

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam REKFPD di Kabupaten

Barru dapat dilihat pada tabel berikout.

Tabel 2.215
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab.Barru
2016 - 2020

169 191 166 157 157

3 Berkenaan
Jumlah Program RPJMD yang

2 harus dilaksanakan Tahun 171 191 166 157 157
Berkenaan

3 Persen 9B8,83% 100846 100% 1 0¥k 100

Sumber - Bappedo Kob. Baru Tahun 2021

Penjabaran Konsistensi Program REKPD kedalam APBD

Konsistensi Penjabaran program REKPD kedalam APBD merupakan
perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah
program RKFD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen.
Angka 100% menunjukkan dokumen REKPD telah konsisten dan angka
dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD
dengan RKPD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.216

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabu patl:n Ea.rru Ta]'l.u.n 2016 2020

Jumlah P‘rn-grum APBD

1 e e 169 161 166 157 157
Jumlah Program RKPD

2 yang harus dilaksanakan 169 191 166 157 157
Tahun Berkenaan

3 Persen 100 B4, 29% 100R: 100 100

Sumber : Boppeda Kab, Barmi Tohun 2021
Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam REKPD adalah

perbandingan jumlah program REKFPD tahun berkenaan terhadap jumlah
program RPJMD yang hams dilaksanakan tahun berkenaan. Sementara itu,
Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan
jumlah program APED tahun berkenaan terhadap jumlah program RKFPD
yang hams dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RFPJMD
kedalam REKPD sebesar 100% dicapai pada tahun 2017, 2018, 2019 dan
2020 sedangkan dibawah 100% dicapai pada tahun 2016. Penjabaran
program RKPD kedalam APBD sebesar 100% dicapai pada tahun 2016,
2018, 2019 dan 2020 sedangkan dibawah 1007 dicapai pada tahun 2017.
Angka 100% menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD
dan RKPD telah konsisten dengan RPIMD. Program yang ada pada PJMD
telah dijabarkan sepenuhnya pada RKFD, dan program yang ada pada
APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

Adapun angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi
antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan
dokumen penganggaran. Jumlah program yang direncanakan pada RPJM
tidak seutuhnya termuat pada REKPD dan jumlah program yang
direncanakan di RKPD tidak seutuhnya mendapat penganggaran pada
APBD. Hal ini discbabkan karena belum diterapkannya aplikasi E-Planning
dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta kurangnya
pengawasan aparatur perencana  terhadap konsistensi program  pada
RPJMD ke dalam RKPD dan program yvang ada pada RKPD ke dalam APBD.
Sclanjutnya perlu peningkatan kualitas aparatur perencana  dalam
penyusunan dokumen perencanaan sampai pada penganggaran baik di

tingkat kabupaten maupun SKPD.

Keuangan
Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan
dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK terhadap
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pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel

berilouat.
Tabel 2.217
Opini BPK terhadap laporan keuangan Kab.Barru Tahun 2016 - 2020
1 2016 WTP
2 2017 WTP
3 2018 WP
4 2019 WTP
5 2020 WTP

Sumber : Badan Pengeioly Keuangan don Aset Doermah Kab. Barre Tahun 2021
Persentase SILPA

Silpa adalah =isa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara
surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase
SILPA merupakan perbandingan antara total SILPA dengan total APBD
yvang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA di Kabupaten Barru

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.218
Persentase SILPFA Kabupaten Barmu Tahun 2016 - 2020
1 2016 171,549,905,419.98 1,094, 126,775,699.72 15.71%
2 2017 171.858.012.411,98 1.357.790.897.071,00 12,66%
a 2018 141.476.534.480 84 992,656,086, 174,65 14.25%
a 2019 E3.717.109.87B,35 1.119.164.212.811,57 13,37%
5 2020 83.734.357.547.35 092 .414.128.554,56 B,43%

Sumber - Badan Persgelnin Keeongan dan Aset Daerah Kzh Borru Tokun 2021
Persentase belanja pendidikan [20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara
jumlah belanja bidang wuwrsan pendidikan dengan total APBD yang
dinyatakan dalam persen. Persentase belanja pendidikan di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barmu Tahun 2016 - 2020
No. Tahun Jmu“ " Im-m Bidang ‘Total APED Persentase
1 2016 3498 572,946, 117.50 1,094,126,775,699.72 27.29%
2 2017 276,889 975.580,7 1.357.790.897.071,09 20,39%
3 2018 273.979.301.209 00 992 656.0B6.174 65 27, 60%
4 2019 2B5 957.897.587,00 992 414.12B.555 25,550
1 2020 232.7209.629.587,00 1.015.385.318.265 2 92%

airmber : Bodan Fengelin Kewangaen dan Aset Daerah Keh. Borru Tofun ST
Persentase belanja kesehatan [10%)

Persentase belanja keschatan mempakan perbandingan antara
jumlah belanja bidang wurusan kesehatan dengan total APBD vang
dinyatakan dalam persen. Persentase belanja keschatan di Kabupaten

Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.220

P:rs:ntaf.c EfL&nJa HKeschatan [10%) Katrupa.tcn BEuTu Tahun 2016 - 2020
_No. Tanun Jopieh BeunjeRlane  TotalAPED Persentase

1 2016 162 958,451,694 68 1.094,136,775,699.72 14 B9

2 2017 148.650.285.899,00 1.357.790.897.071,09 10, %4%

3 2018 148 763.525.015,15 0992.656.086.174,65 14.99%

4 2019 190.954.022.675 992.414.128.555 19,249

5 2020 189.542.241.675 1.015.385.318.265 1B, 665

Sumber - Bodon Pengelola Keuaongan don Aset Doerof Kob. Boru Tohun 2021
Penectapan APBD
AFPBD ditetapkan dengan perkada yang sebelumnya telah dibahas
dengan badan legislatif [DPRD). Penetapan APBD di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berilout.

Tabel 2.221
_ Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020
1 2016 23 Desember 2015
2 2017 20 Desember 2016
3 2018 20 Desember 2017
4 2019 17 Desember 2018
5 2020 2% Desember 2019

Sumber : Badan Pengelolo Kewongan dan Aset Doeroh Soh. Barru Tohen 2021

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Salah satu kebijakan pemerintah dalam UU ASN nomor 3 Tahun 2014,
Sectinp ASN berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam
per tahun. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
dihitung beradsarkan perbandingan antara jumlah jam pelajaran yvang
telah diikuti PNS dengan jumlah PNS. Rata-rata lama pegawai mendaptkan
pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
beriloat.

Tabel 2. 222
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Kabu patcn El.arn.: Tahun 2016 - 2020

Jumlnsh JPL yang 'i-!lﬂ.h dl:l'lml:l
1 PNE Kab. B T4B10i 50125 39430 2104 64016
| Jumbiah PNS 4421 217 4122 4098 3219
3 Rata - Rata lama Dikdat (LJP) 16,92 11,89 9,57 539 16,56

Sumber data - Badan Kepegaiaan & Pengembangan SOM Kab. Harm Tahun 2021
Peracntase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan
jumlah seluruh ASN yvang dinyatakan dalam persen. Persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Barmu dapat
dilihat pada tabel berikut
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Tabel 2.223

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kabupatcn Ea.rru Tahun 2016 - 2020

. i URAIAN _ 3ol 3m7  aoas | 313 2030
1 Dilciat Teknis 4 109 217 1543 784
2 Jumbah PNS 4421 4217 4170 4098 3919
a Preaeninze ASN & yong menglladi  [oo0.  gage  soew  37.69%  7,95%

pendidikan dan pelatihan formal
Sumber dota - Badan Kepegawaion & Pengembaongan S0 Kab. Bermu Tohun 2021

3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah
mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan
dalam persen. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan structural di Kabupaten Barmu dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.224
Persentase Pejabat ASN yvang telah mengikuti pendidikan dan
pcla.uhan strubr.tural Kabupatl:n Ba.r:ru Tahu.n 21}16 2020
. L . Jumlah ASN wyang telah m.!ng:bcutl S— Hﬂ m S —
Diklat SLI'.\.IJEI'IJI.'-'IE 380 414 456 462 333
2 <Jumilah Total Jabatan 695 [ G54 B4 668

3 Presentase ASN  yang  mengikut a ~ . —a - = ;
Pendidikan dan Pelafihm Struktaral 54.6B% 62.35% B8.6T% 69.58% 57,34%

Sumber datn : Bodon Kepegmuaian & Pengembangaon SOM Kab. Barru Tohun 2021
4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan

administrasi, jabatan fungsional tertentu.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang aparatur
sipil negara, jabaatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan
yvang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan sedangkan jabatan
fungsional adalah seckelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional vang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi
pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan
Edmll‘lISETEI.:B:I Ja.hata.n I!'u.ngau:mat tertentu Kab.Barru Tahun 2016 - 2020
2016 2017 ' 3018 © 2019 i
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi 7 a3 26 33 3o
pada Instansi Pemerintab
Jumlah jabatan administrasi pado

2 Instnnsi Pemerintah S66 403 530 579 Sd4
Jumlab Pemanghkis Jabatan o
3 I il Instansi 2.7T15 2.695 2.695 2.654 2.546

X Chra Ora Crrar Oran oran
Pemerintah g . & " E
Sumnbsr dain | Sodon Kepvpasnion & Aengembongan 500 Ko Bam Tatun 021
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2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu penunjang
urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendorong kemajuan
suatu daerah dimana hasil penelitian dan pengembanganyang akurat
dalam bentuk konsep, model, scenaric maupun pilihan kebijakan yvang
tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah vang
timbul disuatu wilayah.

1. Persentase implementasi rencana kelitbangan

Persentase implementasi rENCANA kelitbangan merupakan
perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam REKPD dengan jumlah
kelitbangan dalam RPJMD yang dinyvatakan dalam persen. Persentase
implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.226
Pcnu:nt,a.a: J.mpli:mcntam TenCAnAa kclltbangan Kah E.El.rru Tahun 201& ZDIED
1. Jumlah kelitbangan dalam REPD 9 1I]' 'lI] 5 B
Jumilah kelitbangan
a. dalam RPJMD 9 ] 10 10 B
E | Persen 1008 10055 1040k 50 100

Sumber : Bappedn Kab. Barru Tahun 2021
2. Perasentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan
antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam hal ini hasil-hasil
kelitbangan yang sesuai dengan renja perangkat daecrah yang berkenaan
dimanfaatkan olch pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan
dalam renja perangkat daerah yang dinyvatakan dalam persen. Persentase
pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
berikout.

Tabel 2.227
Pcnu:nms: pcmsu‘tl'aatan hasil Iu:ltthan.gan Kab.Barru Tahun 201& 2020

2017 2018~ 2019 2020

100 BS 15 3 T

!'l..

1 Jumlah krl:lt'bu.nga.n YOng
" ditindak lanjuti
Jumlah kelitbangan dalam
renja perangkat daesrah

d Persen 90,91% 93.41% 88,24% 7o'k BT,5%
Sumber - Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

2 110 a1 17 4 B

3. Persentase perangkat daerah wvang difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah.

Persentase perangkat daerah wyang difasilitasi dalam penerapan

inovasi daerah adalah jumlah perangkat derah yang difasilitasi dengan

jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase
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perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 228
Persentase peranghat daerah yang difasilitasi dalam
p:ru:rapa:n inovasi daerah Kabupaten Eta.'rru Ta.hun Eﬂl-En 2020

_Ne 2016 2017~ 32018 ' 2019 ° 2030
1 j::_:!.::—aﬂpc rangkat doerah yang 5 15 17 19 40
2  Jumlah total peranghkat dasrah a7 36 da 1] +4
3 Persen 541% 41,66% 47 20 52, 77% D0, D%

Sumber - Boppedn Kab. Bora Tofwn 2021
Perasentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah
kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan.
Persentase kehijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 229

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam
penerapan kebijakan i :nuvasl da:rah Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020
Uraian 018 2017 3018 3015 2030
Jumlnh kebijakan inovasi yang diterapkan 3 15 17 19 50
36 36 kL 77

L5
33.33% 41,67 47.22% 52T 64.93%

HO
1
2

Jumbnh inovasi yang Diusulkan

3 Persen
Sumber : Bappedn Kab. Borma Tahun 2021

Tabel 2. 230
Daftar inovasi daerah I{abupau:n El.arru Tahun 2018 - 2021

MO WAMAOPD TAHUN 2018 - 2019 TAHUN 2020-2021 RV

Sistem pelayanan kepegawaian
Ilamcar efektif berkunlitas,
berintegrasi dan inovatif
{SIPAKALEBRRI)

Hadan
Kepegawaian dan
1 Pengembangan

Sumber Dava

i Tambahan Penghasilan

pegawai Berbasizs E- Kinerja

Kopi Pintar =

Peningkatan Mmat Baca
Pada Keluarga anak Pos

- PAUD dan Kelmpok Bermain
di Pendidikan anok Usia
Dini

Dinas
2 Perpustakoan dan
arsip Daerah

Percepatan Penerhitan
- Rekomendasi KIS, Melalus
Runng Pelayanan Publik

3 Dinas Sosial Penanganon Ormang  dengan
Gangguan Jiwa PO
melslui Pendampingan TKSK

di setinp Kecamatan

akta
short -

Percepatnn  penerbitan
kelahiran melwui
massage service [SMS)

JEBOL LADAKL  Elemput

Dinas - Bolan Layanan administrasi

Kependudukan
dan Pecatatan
Sl

kepedudulkan}

Percepatan penerhitan AKTA
Kematian Melahti Whats'up

LAFOR pada DUKCAPIL
{Peloyanan Informasi,
Pengaduan EKependudukan

dan Pencatatan Sipil)
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INOVASI INOVASI :
NO OFD
- TAHUN 2018 - 2019 TAHUN 2020 - 2021 HET
Agen Perizinan
5 Dinas Penanaman Inventarisasi asset dengan
Modal, PTSP & TK Barcode
- Prizinan di Ujung Jar
Pusk Baj
f weEsmAR - BU% catin Sehat
Baru
T Desa Pao-Pao Simp Desa Digital
Pelayanan Geratri 2020
& RSUD Pelayanan Pendaftaran
= 2020
Cmnline
9 Dinas Kesehotan PR
Posyandu Tenntegrasi
Klinik konsultasi
H Inspektorat E- Audit
L Daesrah
Asistensi APEDes
Aziztensi RKAS
Peninglkatan Mitigasi
Bencana
1 E:::?_Ru]anq,an Peninglkatan Penanganan
Bencana Daerah Drsrat Bt
) Analisis Kajian Bencano
LITL PASNAY
BUKA MATA {Membangun
Komitmen Menata
Aset /Klinik A=zet)
12 BPEAD Sigadis Pelka |Sistem
. Informasi dan Integrasi
Pengelolaan Erunngan
Daerah)
o Program Inovasi Pengolahon
13 .E-.d.kv."shﬂl'l_l:plﬂ & - Dats Kesbangpol Berbasis
Linmas
Internet
Klinik Lalip
14 BAPPEDA
! M-Water
Dt e-Paper
15 Komunikasi dan Register tnmmu secara digital
Informatika Agenda Rapat Dagital
- Klinik Desa
- Dinan :Ielmh.'lngunpe S:II.".;‘FFIJI:.:I.S
L F alum nanggulangan
e Ty kemiskinan berbasis
pemberdoynan masyarakat
Pemanfaatan sampakb
menjadi Biogas dan
Pembangkit Tenaga Listrik
e Dinas Lingkungan Peningkatan  Laboratoriam
L c
Hidup menjadi Laboratorium
Terakreditas
Pengurangan Sampah Kelols
Bank Sampah
Pemberdoynan Mosyarakat
Dinas melalui Kampung olahragn
18 Kepemudann dan Kolabornsi dan Sinergitas
Olahragn percepatan pengembangan
wirnusaha muda
P Pengembangan Kavwasan
Agribisnis Berkelanjutan
. . Pelayanan Kesehatan Hewan
19 Dinas Pertanian =

Berbasis Masvarakat

Pengentasan Kemiskinon
Berbasis Pertanian oleh BPP
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s INOVASI INOVASI 3
s i TAHUN 2018 - 2019 _TAHUN2020-2021  *ET
Permentasi pakan  alami
- untuk mengatur efisien don
20 Dinas Perikanan EEﬂf“ﬂl.ms i)
Aplikasi smart untul
= meEnjaga knalitas  benih
unggl
Dokter Parwisata
Event festival Budaya To Berru (Pendorong kemnajunn
21 Dinas Pariwisata Terpadu Pariwisata)
i Aplikasi Jelnjah Wisata
Pengembangan Destinosi Bana Eﬁrru g
Dinas Perumoahan - Terus Terang, Terang Terus
22 dan Kawason Pendatann RTLH Berbasis
Permukkiman : System Informasi (E-RTLH)
Literasi Sekolah
e Memperkenalkan Sastrm
e Thzus Pronitiilonn - Tutur|{Massure |Kepadn
Siswa
Taotal Jaring Eondom
. { Tindakan Operasional
2 Tambal Lubang jalan Erigasi
Ditime. Prlrrjisn Komdiai Objek Amanl
24 Umum dan T
Pesintain Biang Gerbang Putri Ayu (Gerakan
5 Membangun Penetaan dan
Pemanfoatan Ruang Aman
don Myaman)
Sinergitas stakeholder dalam
. Dt mndl.ililn.l.ng pelaksannan
25 z pengujian kendarnan
Petinbungp bermotor dalam  wilayah
Kabupaten Barm
Pencegahan Pelanggaran
PERDA mekafui Bintaro
- {Pembinaan, Penguatan
Habivain Polisi h-e!nm.bagaan&rntngnm.:-
26 Patrivanyg P Patrodi
Penanganon Kebakaran
Berbasis Masyvarakat Melalui
) Satuan Relawan Kebakaran
|SATLAKAR)
a7 Sekretariat E - Heses
Dewnn - E - Aspirasi
s6 R ra ki E P.5 Pujmnanting
Pujananting - Cebyar PEB
Laboratorium Desa
B Membangun
29 g:;:l:;;a;mja Strategi advokasi
E Penanganon Sampah  (Umnit
Layanan)
SIMPLE | Sistem Informaosa
Manajemen Peloyanan
Elekironik) Dengan
an Kecamatoan . Percepatan pelayanan
Malhisetnsi pencatotan sipil dan
Kependudukan dan
Pendistribusian Surak
Omline
. Pelayanan Adinistrasi
Kecamatan Pevpmthy —
3l P Pelayanan Perizinan
- {Aplikasi  penerbitan UMK
don Persuratan melalui WA]
E APESPEDE (Aplikasi SPPD)
Kecamatan
32 Anda  Puas Kami

Tanste Rilau

Senang
{Sistem Pelayannn)
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UG [ [ _TAHUN 2018 - 2019 _TAHUN2020.20m T
BERJUMPA BERLIAN
33 Kecamatan . {Bersama Mosyarnkat,
Tanete Riaja Jum'at pagi bersihkan
lingkungani|
34 Kecamatan Barru - Inovasi Pelayanan Terpadu
. Media Cmnline Produk
Hukum Daerah
3 aginn Hulism . Mempercepat Penyelesainn
TL dengan Apbkasi SIPTL
36 Baginn Human . ;:::;Js-::rehhdm Dlesa fKel
Excelent Service dengan
- Stop Reduplikasi
Adminstrasi Pemerintahan
; Pengumpulan Bahan
Bagian
= : Penyusunan Laporan
3 :::u:]nl::‘han Penyelenggaman
- Pemerintabhan Dasrah (LPPLY
melalui e mail pads semuon
Kecamatan di  Kabupaten
Barru
= Aplikasi 3 Sipa
k11 Bagian Umum Memberi Kenyamanan poada
E Pengguna Kamar Kecil
Kantor Bupati Barma
Bagian : F Flinile UMEM
39 Acdministrasi
perekonomian - Dewan CSH
. = - E- TUEI | Tugas Pokok dan
40 Bn Orga E
gan e FunE:.i secara Elektronik)
A . Penerapan AMEL | Aplikasi
41 ﬁm.‘m i . Monitoring Evaluasi Lokal)
Pe::.!l::: :—.::;n - Pabbicara Administrasa
i Penyedia Barjas
Reward Pemerintah Daszrah
Bagian kepada Imam Masjid,
42 Kesejahteraan E Pengawai Symra daon Gurmu
Rakymt Mengaji menuju Baitullsh
atas Prestasinya
Bagian Pengadann Sevn f Rental
43 Pengadaan - Mobil Operasional
Bamang dan Jasa Pemerintah |E- Katalog)

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tohuwn 2021

Ada 32 fase dalam proses inovasi yaitu : Inisiatif, Ujicoba dan
Penerapan. Oi Kabupaten Barru terdapat 10 (sepuluh) inovasi merupakan
fase penerapan, yvang dilakukan pada tabhun 2018-2019, 2 |dua) inovasi
dalam fase ujicoba, dilakukan pada tahun 2021 dan 75 (tujuh puluh lima)
judul inowasi masuk dalam fase inisiatif yang akan dilakukan di tahun
2021.

Untuk jenis kebaharuannya, Inovasi dilakukan untuk menciptakan
sesuatu yang lebih baik, lebih fungsional, lebih mudah dan semacamnya.
Hampir semua inovasi merupakan kebaharuan. Inovasi wyang telah
dilakukan di Kabupaten Barru mempakan kebaharuan untuk menunjang
kinerja dari perangkat daerah yang bermanfaat bagi Aparatur sipil Negara,
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masyarakat maupun bagi pemerintah daerah, sehingga dapat menghemat

energi dan biaya.

2.3.4.5. Pengawasan
1. Persentase tindak lanjut temuan
Persentase tindak lanjut temuan merupakan perbandingan antara
jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang
dinyatakan dalam persen. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten

Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 231
Pcra:ntaa-l: tmdal: lanjut l-:mua.rl. K,E.hupan:n Ea.rru Tahun EDlﬁ 2020
Juminh temuan yan
1 ditinedallanfti - 8 234 BT 51 171 156
2 Jumlah total temuan 293 98 ] 243 204
3 Persen ({1 /2)x100%:) 79 B6 BR.7T 91.67 T0,37 76,74

Sumber : Inspektonat Doerah Kab. Borme Tahun 2021
2. Persentase pelanggaran pegawai
Persentase pelanggaran pegawali merupakan perbandingan antara
jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yvang dinyatakan
dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 232
Fcrsl:ntasc c!a.n ATATN rwail T&hun 2016 - E'EI 20
Mo Ursan 016 2017 ' 2018 2019 " 2020
1 Juml::_.h ASN wvang dikenasi 20 7 T 0 o
sankesi
2 Jumlah total ASN 4421 4217 4.123 4.132 4.132
3 Persen {1 /2] 00945) 6,56 0.16 oa7 o i

Sumber : Inspeldorat Darmsh Koh Barru Tohn 02T
3. Jumlah temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah
rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPE] yang ditindaklanjuti
dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPFK RL

Tabel 2.233
_ Jumilah temuan BPK Kabupaten Barm Tahu.n 2016 - 2020
Ne Uralan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah temuan BPFK 30 12 9 10 10

Sumber : inspekivrat Daerah Koh, Beru Tahun 2021

2.3.4.6. Sekretariat Dewan
1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan
DFRD Provinsi/ Kab/Kota serta terintegrasi program-program DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke
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dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan REKPD) dan Dokumen Anggaran
Setwan DPFRD

Tabel 2. 234
Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD
ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

Tersedianya Rencana  Eerja Tohunan pada setiap
Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota ALA A A AR AR

Tersusun dan  terintegrasinya  Program- Program
Kerja DPRD untuk  melaksanakan  Fungsi
Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi ADA ADA ADA ADA ADA
Anggaran dalnm Dolumen Reocana Lima Tahunan
{RPJIM] maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD )

Terintegrasi Program-progrum DPRD untuk

melaksanakan fungsi pengewasan, pembentulkan oA A0 ADA

Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan A A
dan Dokumen Anggoaran Setwan DPRD

Bumber : Sekretnris DPRD Rab. Breru Takun 202

2.4
2.4.1

Aspek Daya Saing Daerah
Indeks Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral
pembangunan daerah dan roda penggerak pertubhan ekonomi. Oleh
karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini seagai motor
pembangunan suatu daerah. Jaringan transportasi merupakan salah satu
tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta
merupakan aspek penting dalam  peningkatan  produktivitas sektor
produksi. Ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan, terminal, irigasi, layanan
air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber
daya air yvang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Berbagai wupaya telah dilakukan pemerintah untuk
menyediakan fasilitas dan layanan infrastrukiur yang berkualitas, baik
dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka
investasi melalui rehahbilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas
infrastruktur yang masak, serta pembangunan bam. Kerangka kebijakan
regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan
fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur
perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, serta
lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor,
banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan.
Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel
berilout.
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Tabel 2.235
; Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2016 - 2020
Tahun

Lo e 2017 2018 2019 2020
1 Kemantapan Jalan 0,606 0,608 0,641 0651
2 Kemantapan Irgasi 465,53 45 G4 48 06 50,41
3 Alkcses Air Minum layak 5997 &83,02 95.30 95,61
4 Akses Sanitasi Layalk 90,04 94,89 100 100
5 Ketersediann Pelabuhan 3 5 ] 3

Indeks Layanan

Infra kt 77,61% 83,1T% 88,24% 89,26%

Sumber : Dinos Pekergoan Umum don Dinas Perhubungaon. Kobupaten Tahun 2021

Perasentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase mumah tangga yang menggunakan listrik merupakan

perbandngan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah

scluruh rumah tangga yvang dinyatakan dalam persen. Persentase rumah

tangga vang menggunakan listrik di Kabupaten Barm tahun 2017 -2019

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.236
_P:I:_EI.'E:I:.:!.']F,E_.EE 'Rumah Ta.n;ga _:.ra_ng_h'!_c_.ng_g!.lngm I_._i:strjk I{,ahBarn.:
1 Jumlah Fumah Tangga Berlistrik 44.007 47 546 57.154
2 Seluruh Rumah Tangga 54.707 56.657 59.635
3 Persentase B0 B3 9l1ns 95 540

Sumber : PLN Knbupaoten Borru Tehun 202 1

Produktivitas Total Daerah

Perkembangan produktifitas total daerah Kabuaten Barru dari Tahun

ke Tahun mengalami peningkatan. Angka partisipasi angkatan kerja vang

merupakan perbandingan angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas dengan

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka partisipasi angkatan kerja

di Kabupaten Barru berfluktuasi rentang tahun 2016 sampai dengan 2020.

Adapun capaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237
Produktifitas Total Daecrah Tahun 2016-2019
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Angkatan Kerja 91136 103996 102403 10677 107151
Proghykisites Totel 5 1634 416998 442093 479743 4.839.12

Daerah [Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Barmu Tahun 2021
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Evaluasi Capaian Target Indikator Stadar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penetapan SPM untuk urusan
pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2
tahun 2018. Penectapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak; dan mudah
distandarkan, yang berhak diperoleh oleh =setiap Warga Negara secara
minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.
Adapun capaian SPM Kabupaten Barmu berdasarkan Permendagri 100
Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal [SPM)} dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 2.238
Capaian SPM Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2020

) Jenis Layanan  Nasional 2016 = 2017 = 2018 = 2019 2020
SFM PENDIDIKAN
1 Pendidikan Anak wsia dini 100% 1000 TE,28% T79,21% B0,25%  B5,05%
2  Pendidilkan Dasar {30j 100% 100%,  93,67% 92,14% 9471%  93,99%
Pendidilan Dasar {SMP) 100% 100% B6,5E%  B5.61% 9042%  90,50%
3  Pendidikan Kesetaraan 100% 100%  37.16% 37,16% 36,10% 36,10%
SPM KESEHATAN
p PRy Keodhatan By G 1009 100%, 100%  90.53%  91,96% 100
Hamil
g Telomien Koxchaten Hapl (u 100 100%, 100%  O2.5% OB OEW  100%
Bersalin
5  Priomuan Geschetan Bexi Qe 1005 1005 1000  94.36%  97,64% 100
Baru Lahir
4  Pelayanan Kesehatan Bagi Balita 100% 100% 100%  T9.72%  95,94% 61%
g Teleomnan Koschatan Heghusia 100% 100% 100%  9538% O7.17% 64
pendidiknn dasar
E Pelayanan Kesehaton Bagl Usin " R e A o 3
6 s 100% 1000, 100 4Z7.49%  91,16% 5T%
g Prlomuah Reachatan Bagt Gks 100% 100%  100%  61.44% 9117 TOW
Lamjut
g Trleomaan Koschatan Proudedie 100% 100% 100%  T1.04%  100% 1009
Hipertensi
Pelay, Kesehatnn Bagi
R 100% 100 100%  100% 100% 100%
Dinbetes Militus
Peloyanan Kesehatnn Bapi
10 Orang dengan gangguan jiwa 1008 1008 100 100 1 O 1 O
ODGJ) berat
py; TEryerisi Relohato B 1009 100% 100, 1001, 100 100
tuberkolosis
g FEMyenia Keschatan Eag 100 100%, 100% 19% ogw, 7%

penderita HIV
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Nasional 2016 ~ 2017 2018 2019 2020
"SFM PEKERJAAN UMUM
j  Pemcmubaniebubihe perel 100%  53,53% 59.97H BE0IW O0530% 9561 %
air minum sehari-hari
penyedinan pelayanan ; s i ; ;
2 1009 90, 04%: 90,04% 94 80%; 95, 79% 104
pengolahan air imbah domestik
" SPM FERUMAHAN RAEYAT
penyedinan dan rehabilitasi
1 rumah yvang layak huni bagi 1005 a a o 13% o

korban bencana
kabupaten /kota

fasilitasi penyedisan rumah
yang layak humni bagi
2 masyarankat yang terkena 1008 i i 1] 1] o
relokasi program Pemerintah
Daerah knbupaten /ot

SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN '-j 3 i i g

pelyuipi Iiskerueramii den 100% 1007 100% 100% 100% 100%

1
ketertiban umum

peloyanan informasi rowan
bencana

" pelayanan pencegahan dan

. kesiapsiagaan terhadap bencana
pelayanan penyelamnotan dan

4 evakunsi korban bencana 1009 100G TO0ss 3% T T

kebalkaran

1009% 100 1000 BOr BOr BOR

1009 100k 100r, H0r H0r H0r

rehabilitasi sosial dasar
1 penyandang disabilitas telantar 1009 100% 100% 100% 63, 24%: 100

. di luar panti

2 r!"Lﬂ.L‘l:ll.It-'l_'.l:l saowsinl d::.-:.'l.r analk 100% 710 410 o 63 24% o0
telantar di luoar panti

" rehahilitasi scuinl dasar lnnjut

s : i 1009 3,900 8,00 T4 3T T5% 1009
. usia telantar di luar panti

rehabilitasi sosial das

ar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di
luar panti

1009 3,.B3% 7,499 10095 10095 1000

perlindungan dan jaminan sosial
pada saat dan setelah tanggap
darurat bencona bagi korban
bencanm kabupaten fkotn

1009% Q Q 1009 10095 1008

w

Sumber : Bappeda 2021
Berdasarkan tabel diatas capaian S8PM kabupaten Barmu masih perlu

perhatian karena pencapaian yang belum maksimal. Koordinasi integrasi

SPM ke dalam dokumen perencanaan  serta mengawal dan memastikan

penerapan SPM terintegrasi ke dalam REKFD dan Renja PD termasuk

pembinaan umum dan teknisnya sangat diperlukan. Adapun permasalahan

terkait pencapaian SPM adalah sebagai berikout.

i Belum optimalnya pendekatan integratif untuk pencapaian SPM
schingga program-program terkait SPM yang diupayakan belum dapat
mendorong akselerasi dan efektitas pencapaian target SPM menuju

100%.
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2. Pada jenjang Pendidikan dan HKesehatan diperlukan upaya
pememuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi
serta kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan. Tantangan yang
berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga
pendidikan dan juga keschatan oleh pemerintah namun juga
kesadaran masyarakat itu sendiri.

3. Belum optimalnya dukungan terhadap penanggulangan bencana
termasuk belum adanya Dokumen Penanggulangan Bencana, selain
itu luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan penanggulangan
bencana dalam hal ini bencana kebakaran serta belum terpenuhinya
fasilitas bencana.

4. Belum adanya inisiasi kebijakan rehabilitazsi sosial luar panti dalam
bentuk  home/day care services bagli penyvandang masalah
kesecjahteraan sosial tidak potensial. Untuk itu perlu adanya inisiasi
tersebut diatas sebagai upaya pemberian pelayanan dasar kepada
warga miskin tidak potensial.

3. Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan
kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk
mengembangkan kehidupan mereka secara layak.

Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistanable
Development Goals [TPB/SDGs)

Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa
negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan
berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan [TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah
Kabupaten Barmu juga ilut berkomitmen dalam mendukung pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Momor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator
SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota.

Kabupaten Barmru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220
indikator dengan 16 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Namun dari 220 indikator tersebut yang hkemudian
dilaksanakan hanya sebanyak 55 indikator. Adapun capaian S5DGs/TPB
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.239
Rekapitulasi Capaian 5DGs/TPB Kabupaten Barmu Tahun 2016 s/d 2021

Berdasarikan Tufuan

™ ams 2017  zo1s 3019 2030

Persentose  penduduk

yvang hidup di bawah

il Wiy S "N 9,71 5,04 857 BIG &11 Pekin)
nasional, menurut jenis Tercapai
kelamin dan kelompok

umur

Jumbnh rumah  tangga

Vg mendapathkan

bantuan funai  Orang 3044 3646 6332 6332 6430 6565
bersyarat)/ Program

Keluargn Harapan.

Belum
Tercapar

(]

Persentnss rumah

tangga  yang memiliki

akaca techadop layanan o gn7p gegn EE02 0530 0561 100 Dotz
sumber air minum Tercapai
lnyak dan

berkelanjutan

L

Persentnss rumah

tanggn yang memiliki el
akses terhadap layanan % 64,90 90,04 95,1 95,79 100 1] =i
sanitesi  layak  dan P
berkelanjutan

Angla Partisipasi Murm

- i Belum
|APM) SD/MIfederajat. % EQ 46 93,67 92,14 94,71 O399 a5

Tercapai

{1

Jumlah korban  Jmwa
meninggal, hilang, dan !
6  terkema dampak 1000 12 29 NA 0.30 0,002 o
bencana  per 100.000 O
arang R

Beham
Tercopai

Jumbah lokasi

T it ; Desa L}
PEREUTANgan risikn
bencann dasrah

wa
[~
J
[
(5]

Melampani

et kerugian 71508 5.556.60 259.04 147.230 Behim
8 chonomi langsung Rp F= G p d HA . e o
i S 05000  0.000 B.000 000 Tercapai

Proporsi sumber daya

yang dialokasikan oleh

pemerintah sECara

langsung untuk L 048 1,37 3.51
program

pemberantasan

kemislinan

]
]
[=]
#
=4
b
n
]

Melampanii

Prevalensi
Ketidakoukupan
10 Konsumsi Pangan * 73,29 T5.18 T3.51 T3.51
|Prevalence ol
Unidermourishment).

T6.8 Behum
Tercapai

-

Prevalensi pendudulk
dengan kerawanan

y Ppangan sedang atan I == F i
11 iy bk W 38,57 4658 26 42,01 41,87 46.94 Melampani

pada Skals Pengalaman

Kernwnman Pamgan.

Prevalensi mialmatrisi
|berat badan/ tinggi
12 badon| anak padn wsin
kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipee.

Eurus)

Poin 0,03 0,03 0.03 0,02 0,01 o Befum
Tercapai

Kualitas kansumsi
pangan yang
13 diindikasikan oleh skor
Pola Pongnn Harapan
(PPH} mencapai; dan
tingloat konsumsi ikamn.

Tercapar
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S = SRS M = A S
= Angka Kemation Ihu ey Belum
14 JAKT) Prin 233,49 131 4 22293 98 o Tercapai
Anglea Kematian f
15 Keonatal (AKN) per -“I::E'C 1,23 1,64 3,79 6,37 2 0,74 TE‘:;‘;;_
L} keedahiran hsdup. il X
Angka Kematianm Bayi 11000
6 |AKE) per 1 CH0D ek 2 1.97 231 9 BT 3 4 Melnmpani
kelahiran hidup. &
17 T;;'m“d"“m:n;“’“‘"“‘ pes 0,1 0,13 100 2 0,52 09  Melampeui
Prevalensi obesitas
16  pada penduduk umur = " 0,01 14 2.6 1.6 21 154 Melampanii
18 tahum.
Anglka PeEOEELTLANT
. me tode kontrasepsi " s . " & Melampanii
19 jangka panjang [MEJF] L1 10,51 10,18 10.27 13,62 13,90 10.3
carn modern
Cakupan Jaminan
20 Kesshatan Masiomnl L3 BB,55 6341 QB o9 o9 B2,55 Melampanii
RN
Persentnse S0 A Beham
21 berakreditasi - minimal L 55,16 67.55 T5.55 Bi, 24 B1,24 100 T B
o ercapai
22 E;:i::;’ifm rﬁ':fi:}:ﬁ 5 a7.25 67.92 6226 7436 7436 100 TE‘:CE;
Anglka Partistpasi Kasar i g - 4 - . Belum
23 |APK) 8D/ M/ sederajat. i 105,92 112,87 99,32 100,49 106067 103 Trrmamai
Proporsi  remaje  dan
dewa=n dengan Beham
24 {::r:;ilzsﬁulan Ieknnrﬁgn L o2 7391 L] NA B6.13 BB, TS5 Tercapai
komunilkas: (TIK].
Rasio Anglka Partisipasi
25 :ﬁ";nmn,laki.m'ﬂ: EO46 0367 9314 9471 o300 o4 Ml i
S0 /M) sederajat
Juminh kebijakan yang
responsif gender
26 mendulkung krg . 4 3 5 L] [i] Sesusal
pemberdoyaan
pEreEmpuan.
Pengetahuan dam
pemahaman  Pasangon Behim
27 Usia Subur [PUS L 71,24 T0.B6 £9.29 69.29 72,87 B7,29
temtang metnde Venkaputi
kontrasepsi modern
Persentnses rumah
tangga  vang memilild el
36 akses terhodap layanan % 53,53 5997 £8,02 95.30 95,61 1 eam
sumber air  minum e
lavak.
Proporsi populasi yang
memiliki akses layanan Belum
28  sumber air  minum L 53,33 5997 E8,02 95.30 95,61 ] 7
aman dan Tercapai
berkelanjutan
Persentoses rumah
30 n‘i‘:ﬁ“_e:::jnpmb'\::ﬁ 5 4,50 90,04 95,1 95,79 100 100 Sesuai
sanitosi layak.,
Jumibnh desa/kelu yang
y ‘Open Defecation Free Desaf g i
a1 {ODF)/ Stop Buang Air Kel & 13 16 3B 55 41 Melampanii
Besar Sembarangan.
Jumlah kecamatan
yong terbangun
32  infrastrukiur air mbah Kec 1 3 6 T T T Sesuni

dengan sistem terpusat
skala komunal.
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Reatisasi Target
. . : pesicde i
IOLE 01T _ml I':I:B: IOI0 m
Proporsi rumah tangga

gy; YO vl mistem 300 350 450 IE10 1810 550 Melampani
prngelolaan air Embah
terpassat.

Kumfitms mir  sumgad el

34 =cbogai sumber air % 40 534 66.22 61.67 50 10 CRAm
bt Tercopai
Lajus pertumbuban Perse & ety Sy = & Belum

as PORE per kapita o 53,59 53,93 6.51 6,13 6,02 739 Tercapai

Juta Belum
36 PDRB per kapita. Rurpin 31,78 34,56 37,15 41,71 42,43 47,15 7
h Tercapar
Tingkat pengangmumn
- berbulka berdasarkan ™ = = Behum
a7 jenis Vo Y dici L 0,67 3.6 5,32 5,79 6,39 5.34 Tercapai
kelompok umur,

ag Jumbsh wisalmean . 9530 5100 345 NA A 3500 Behum
MANCAnegara. Tercapai

3g Jumish  lumjungan o g3gsp 44250 54590 NA NA 31500  Melampaui
wisatnwan nusantara,

gy Pominm eluc keeta ] [ 50.35 5035 50,35 30 M)
api. {kmj
Proporsi nilai  tnmbah R

41 selctor industn Hu i:|| 1 456 1727 181 181 181 2812 Belum

" manufakiur  terhadap i 493.6 6447 #36.94 436.94 436594 249 Tercapai
per kenpita. -
Lajus pertumbuhan Beham

42 PDRB industri L 6,11 4,66 5.12 5.12 5.12 6,46 'I:--v.:n :
manninkhar. o

43 Koefisien Gini. 0,36 0,37 0.39 0,38 0,36 0.34 Bekom

Tercapai
Persentase  penduduk
vang hidup di bawanh " & & = iy Belum

44 Zaris Stk % 9,54 9,71 9.04 8,57 B.26 8,11 Tercapai
masional

45  Jumbnh desa tertinggnl. Diesa 21 21 0 0 L] 12 Melampan:
Jumbah korban
meninggnl, hilang dan .

46 terkena dampak  jiwa 1,2 29 NA 0,30 0,002 0 .IE“’“"“
bencann  per 100,000 R
arang.

Jumbah krrogian 2 150 5 556 5904 147330 Beham

47  ehonomi langsung m BOS e L HA - L] S
et Berians 000 GO0 D B.000 .Doo Tercapai
Jumbah limbah B3 yang
terkelodn dan  proporsi
limbah B3 yang diclah ‘ = z * i Belum

M peraturan ™ 7,03 12,28 1B 1] 21 33,28 Tercapai
perundangan iselctor
indhustri).

Jumlah korban
meninggal, hilang dan Belum

49 terkena dampak JIWA 12 29 NA 0.30 0,002 L] T A
bencana per 100,000 ACR
arang,

Proporsi tutupan hutan

50 terhadop luas lmhan ¥ 51,1 51,1 51.26 5126 69,77 551 Melampan
keseluruhan
Diokumen rencana

=y pemanfastan Behum

a3 kennelcaragnman Bk : ! 9 a “ 3 Tercapai
hayati.

Jumkah kasus
gy, Shhibmpenlosinhin L 1 3 0 0 0 0 Sesuai

padn satu tabmn
termlchir.
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Proparsi pendudul
vang menjadi  korban
53 kejghatan  kekerasan F‘T" “'DJDDE‘ 000075 NA 0,10 0,002 0 TE:E'““‘.
dalam 12 bulan ¥
teralchir.
Persentass keterwakilan
perempuan sebagni Belum
54 pengambilan keputusan T 11,11 11,11 11.11 11.11 11,11 15,50 T .
di lemboga  eksskutif s
[Exelon | don IE).
Proporsi amak omur di
bawah 5 tmhun yang
leslahirammya dicatat Belum
55 1 lemt % BEW 96 £9.09 02,05 92 9B Tercapai

pencatatan sipil,
menurut umur.
Sumber : Bappeda Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa indikator TPB yvang telah
dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian
dalam perencanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2016-
2021 untuk dipenuhi target pencapaiannya itu sebanyak 35 Indikator. 46
indikator sampai dengan Tahun 2019 belum tercapai, 2 indikator yvang
sesuai dan 6 indikator TPB yang telah mencapai target. Adapun beberapa
kendala dalam pencapaian TPB/SDGs dikarenakan penerapan S5GDs dari
keseluruhan stakeholders terdapat kurang pemahaman akan pentingnya
implementasi SDMGs, wyaitu dari segi masyarakat. Masyarakat tidak
sepenuhnya paham akan pentingnya  pencrapan pembangunan
berkelanjutan ini. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan SDGs. Schingga harapannya
para stakeholders dapat saling memaksimalkan dan mendukung akan

implementasi dari Sustainable Development Goals.

2.7 Capaian Hinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2020
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten
Barru Tahun 2016 - 2020 diukur melahii indikator kinerja yang
menunjukkan bahwa dari 199 vang diukur, terdapat 39 indikator yang
telah melampaui target yvang di tetapkan pada tahun 2020, 57 indikator
yang sesuai target 2020 dan 83 indikator yang belum mencapai target 2020.
Kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Barmu Tahun
2016 - 2020 dengan berbagai indikator dan capaiannya disajikan
sebagaimana pada tabel berikut.
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Tabel 2.240
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barmu
Tahun 2016 - 2020

‘Bidang Urusan | Realisasi Btandart
014 | 2017 | 2008 3019 e 2T Tahunm
Daerah Bl bl
B S i e
1|1 HESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EXONOMI
11 1 gt 945 | 071 | w04 g,57 8,26 8,11 Hehun
Jemiskinan Tercapai
11| 2 Pestiprilindin % | 609 | 648 | 681 | 7.41 0,87 6,95 b
Ekonomi Tercapai
o Justa ey : i . az Belum
1]1 3 PORE per kapita Rp 31,70 | 34,48 | 37,15 432 203 47 Tercapai
11] 4 Indelks Gini Poin | 0361 | 0,389 | 038 [ 0,36 0,36 0,34 Rt
Tercopai
111]| 5 Laju inflasi % 211 343 1,96 245 1,61 29 Melampan
1|1 & Indeks Williamson Pain 0,25 0.24 0,37 0,39 0,29
1|3 HESEJAHTERAAN SOSIAL
Indeks
112 L Pembangunan Pain 69,07 | 69,56 | 69,63 70,6 71 70,1 Melampan
Manusia [IFM)
Tingkat I
12| 2 PEngangguran 6,67 5,6 5,38 5,79 6,39 5.4 TE_";E"‘ -
terbulca i
1 Angka Harapan Tahu | ... wEE | E o 5 i o Belum
12| 3 Lama Sekolah B 13.54 | 1355 | 13.56 13,57 13,58 13,65 Teroapmi
12| 4 Anglts rals Taly Talm | 2en | 785 | 786 7,96 823 812 Melampaui
lamas seleoiah n
1|2 s 'i““‘]“" b Tabu | oz 16 | 6830 | sE60 | s891 | 6902 69 Melampaui
harapan hidup n
Indeks
1|2 & Pembangunan Pain - 95,51 | 9544 95,42 95,52
Gender (1G]
Indeks
2] 7 Pemberdayman Pain i 63,54 | 69,24 83,31 63,96
Giender (104G
1{2] a omicin ol NA | NA | Baik | Bak | mape | Soed insigh
Masyarakat Baik Tercapai
Pendidilean Anak = X . i Behmm
[ 3 TR 3 L = 7
2|2 L 1 Usia Diini [PALUDY 1 73,91 | 78,28 | 79,21 80,25 835,05 BG6,T8 Tl
Anghs Partisipasi
2|l2| 1|2
Angka partisipasi 2
2|2 E 2| 1 | kasar (APK ) % JD;'IT llj].ﬂ 99,32 100,29 100,67 LD Mlelampanii
SO/MIJ Paket A
Angka partisipasi iy
z|z2| t |2| 2| kasariaPx) % | 10001138 10821 10782 | 112,00 | 1065 | Melampaui
SMP/MTs /Paket B g
Anmghn Partisipasi
23| 1|3 ik
Angka Poritisipasi Bel
2|2 I [ 3] 1 | Murmi (APM) B9 46 | 93,67 | 92,14 4. 71 93,99 oL .1.1r.|1_
S0/ MIJ Paket A e
Angka Partisipasi
2|2 1 3| 2| Murmi (APM) % BE 5% | B6,58 | BS,61 90.42 050 o0 Semua
SMPMTs /Paket B
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Bidang Urusan / Realisasi Btandart
Indifeator dnerja {Target
Penyelenggaraan APJMD Interpretasi
Pemerintah 2010 2017 2018 2019 030 Tahun
Daerah 2O30)
Anghkn partisipasi
&) 2 sekolah
Angka partisipasi
212 4 | 1| sekolah B9.46 | 93,67 | 92,13 1004 47,69 0% Melampanii
SOy M1/ Paket A
Angka partisipasi
2|2 4| 2 | sekolah BB,5% | 86,58 | B561 | 107,38 | 93,41 LT Bohum
SMP/MTs/Palcet B e
Anghka Putus
= g Selkolah:
Anghka Putus . .
2|2 5| 1| Sekolah (APS) 0.12 | o 3g%. | 0,180 | 0,38 0,44 0,3 Bl
SD/MI a tercapai
Anghka Putus e
2|2 5 | 2 | Sekolah (AP B4l | psow | 035k | 1,08 1.19 0,5 I:E';':'V.']:r;
SMP/MTs e
3|2 a AnghaKelninsan:
~ | - | Angka Kehulusan - . - .
2|2 o0 o C 1 o0 o0 )
2|2 61 AL} SO/MI1 11D 100 K] 98.81 11D LD Sesi)
Angka Eebolusan _ o S e &
2 | 2 2 & o0 o 97 o0 o0
212 6|2 AL} SMP, 10} 100 L] 37,11 10} Lk Sesusan
Amghka
b * Melanjutican
Angka Melanjuthkan 1017 | 1058
2|2 71 1| |AM] dar: SD/MI ke 96,52 '1' 3 I'" 114,23 122,23 99 Melampanii
SMP/MTs b
Angla Melamjutkan Bebum
2(2 7| 2 | (AM) dari SMP/MTs NA HA 94 Tercamms
ke SMIA/SME /MA e
Fasilitas
ok B ks Pendidikan:
Sekolah
- | pendidilcan S0yMI = — - Behum
33 B 1) foncisi bangumnan Bl SLEE |RA, %4 m e T3 Tercapai
baik
Sekolah
2 e i pendidilean = & 7 h o < Behim
212 B 2| SMP/MTs kondisi 96,13 98.07 | 50 55 55 83 Tercapai
bangunan baik
Rasio
2|2 9 ketersediaan
selolah
Rasio ketersediaan S R 2
2|z 9| 1| sekolahy W | AR |l nies | seaRd | mbay | U
penduduk usia S0 ) ! Crospas
Rasio ketersediaan
i % selcalahf PR arh Wiz 40,50 b etk R Befum
2|2 g | 2 e Sk 53,1 33,9 53,07 0,5 40,59 35,9 Weriaigiai
SMPF
|3 :. Rasio garo)/ muarid
Rasio gurefmurid aia e — &
2|2 111 | Pendidilan Dasar 0 | ML (A0S, | s 10ED i
L] |5D) 1 57 24 4 Tercapai
Rasso guems fmurid _— - ——
2|2 o | 2 | pendiian dasar peecall Il ol R T40 Melampaui
SMF [SMF)
Penduduk yang
2|2 : e s 98,5 o885 | 9897 [ sa71 | e9ea | 9915 | Melompaui
buta aksara)
Gura yang . === = E
2|2 .Ih I'I:IE menuhi 92,89 95,15 | 9007 | g g4 %4 89 953 T[EL'.!Jm :
. kualifikasi 51/D-IV ' : eGP
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Bidang Urusan / Realisasi Btandart
Indifeator dnerja & {Target
FPemerintah — 2010 2017 2018 2019 2020 Tahun
Daerah 2O30)
23| = Heschatan
Angka Kemat angha
Bayi |(AKH) Bayi per per o e - Belum
35| 4 : Ll 2 L 2 9,87 3 9
e 1000 kelahiran 100.0 = LT, | A i i Tercapai
hidup 00
e angha
= Anglca per . . —— = — Behum
22| 2 |2 Kelangsungan 100.0 9.8 99.8 99,77 99.13 99,7 949, B8 Tercnpui
Hidup Bayi 00
o oy angha
2| .‘.w_lwrn 2 per ¥ = = . Behmm
2(2| 2 |3 Balita per 1000 amnn | ET 0,33 0,99 1,59 1 0,21
dceTmbiran hid 100.0 Tercapai
elahiran hidup a0
e T angha
i 'II'."-"R_:'_&':""-'""':' per e i i o - Belum
2|12 2 & Neonatal per 1000 4 . 7.34 591 },29 6,37 2 4.7
i 100.0 Tercapai
kelahiran hidup 0o
5 angka
Angka Kematian . z
7|3| 2|s Tbux per 100,000 per | 2334 | peq | gmig | oz2ea ug 65,3 Rekum
kelahi hicias 100.0 ] Tercapai
=lahiran hidup 00
Rasio dokter per 3 o < & Behum
T X [ satuam penduduk 015 17 B3 0. 013 017 Tercapai
Rasio tenagn medis Bel
3|2 2 |7 persatuan 028 | 023 | 032 0,41 0.30 0,43 Tef;!:"":_
pendudulk i o
Cakupan
komplikasi e ik - . Belum
2 (2| 2 |8 5 44 | B9 3] 7
i | 0 B kehidanan yang o e gk S N Tercapai
chitangani
Cakupan
periolongan
persalinan oleh P
222w tenaga kesehatan 9g,18 | 95,68 | 92,5 | 9599 g ug TL?I'_'_!‘"'
vang memilii i, ol
kompetensi
kehidanan
2|2 2] Ibimiatine= TR L oos | ooe | ooz | 003 0,04 005 | Melampeni
0 Gz baern .
Calkupan Balita
1 Gid Buruk L - . L =
2 2 2 (11] (1] (1 1] (14] N Llh
2|2 2 1 st plat 1(eD 100 Loo oo 1D LD Sesumi
perawaton
2|2l 2 (] Calupan 016 | ypig | o7,1 | o713 | esm 10D Behum
2 kunjungan bayi L] Tercapai
Caloapan ’
22| 2 L kunjungan Thu 92,56 | 914 | e052 | 9196 | 93m 93.8 Trf"'_f’"'_
3 hamil K4 ercapai
ata| o 1 Caloopan a129 | o642 | o073 9357 o8 8T 988 Befum
! . pelayanan nifas T, iy s i G E Tercapai
1 Cakupan neonatus
222 | dengan komplilasi ¥ 512 53,63 34,47 (1] 52.B Melnmpanii
: yvang ditangani
Cakupan 5
a|z| 2 |} pelayanan anak W% 9301 | 7972 | 79.84 0.60 92 Hehon
6 e 3 Tercapai
balita
Cakupan
pemberian
1 maknman Bebum
2|12 2 i pendamping AS] 3B, TH 6,42 (1] 5,04 1] B, T TD:\v.:u pai
pada anak usia & -
24 |
miskin
2 | 2] 2 ! 2426 | 09 | 22,47 02 83 54 100 Belum
212(2 (g 2 o, 22,47 2.8; 0 Tercapai
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Bidang Wrusan / Realisasi Btandart
Indifeator dnerja & {Target
FPemerintah — 2010 2017 2018 2019 2020 Tahun
Daerah 2O30)
2|3l 3 Pelerjaan Umum dan Penataan Ruang
Proporsi pamjang i
22| 3|1 fucae julin Angk | nee | g1 | o608 | ose1 | oes: 0,72 i
dalkam kondisi baik " e o
Per mse jalan
3l al 3 5 rpaten dalam - ER A V8 -1 7 =3 55 o Belum
212 b= baik | = 40 62,71 | BB 41 &0, 1,72 73,55 B304 Termaqai
I
A | = i Persentmse rumah 90.0 > . GER =) B
212 3 |4 90,04 | 90,04 | 95,79 95,79 93,29 Mlelnmpanai
tinggal bersanitasi o
Presentase
Drainase dalam Beham
2(2| 3 |5 kondizi bailk 239 3,88 3.BB LD s
N Ercapai
pembuangan aliran
air tidak tersumbat
Persenimse irigasi
212 3 |6 lnbupaten dalam 46,53 | 46,61 | 49,94 48,06 30,41 47,26 Mlelnmpanai
kondisi baik
al2| 3|7 s duitn 18,15 | 1856 | 189 | 277 27,73 | 2223 | Melompaui
Presentase
2|2 3 |=a pendudule beralses 5353 | 607 | BBO2 | 953 | 9561 100 Hatigm
4 e Tercapai
AT O
2|2( 3|9 s e ek 02 | 026 | 026 | op02 0,02 0,06 Melampani
kawasan kumuh i
23| # Ferumahan Rakyat dan Hawasan permmiriman
afz2] 4|1 P s et | Ao | x| ope | o | o 0,24 E Melompaui
2|2| 4|2 Rasio permulman | Angk | nog | pos | 099 [ 099 0,99 0,1 Melampaui
layak huans o =
ala|l s Hetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyam ot
Cakupan petugmss Per
2|z s |1 Pl 1000 [ nag | o4 | 08 0.6 0.47 0,49 | Melampeui
akat ] N
[inmas) pdidk
Tingkat
penyelesaian
pelanggnran K3
2|12| 5 |2 |ketertiban 100 100 Loo oo 100 1] Sesumi
2(2| 5 (3 10,16 | 52,98 | 73,25 100 69,99 Melam pani
2(2| 5 (|4 100 100 100 100 100 Seswa
najemen
Kebakaran (WAK)
2(2| 5 |3 Penegakan PERDA 100 100 100 100 100 10D Sesuai
ala -] Bosial
Preseniase PMES - i
2126 |1 yang memperoleh 2476 | 3LO7 | 939 95 68 45,15 100 Sesuai
bantuan so )
alal & |2 Presentase PMES 2-!..TI':- 3 I. 07 | g33 95.68 4515 100 - —
yang tertangomni h
a|a Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
ala| x Tenaga Herja
Angka sengloeta
213 | pengusaha- pelkena 1] i 3.09 0,02 [+] 2 Melampanii

PErianun
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Besaran kasus
vang disslesa
dengan Perjonij
Ber=ama FB)
Besaran pencari
kerjo yang terdaftar
vang ditempatkan
Besaran

pekeraf buruh
wvang memnjadi
peserta program
Jamspstel

I1-168

2010

T.29

2017

w
n
@

16,15

0,73

Sesuai

Bllelm prarai

Melampanii

Perselzsihan buruh
dan pengusaha
terhadap kehijakan
Pemerintah Dacrah
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatican
pelatihan berbasis
kompetensi
Besmran tensgs
kecja yang
menlapatkan
pelatihan
kewirsusahaan

100

LoO

1]

100

100

50

Seswai

Melampanii

Bllelm prarai

Persentase
partisipa=i
perempuan di
lembagn
pemerntah

(5]

Proparsi kursi yang
diduduli
perempuan di PR

1B,51

Tl
9

n
1

Belum
Tercapai

20

30

Belum
Tercapai

L)

(5]

(5]

1]

(%]

Rasio KORT

Cakupan
perempusan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatican
penanganan
pengadusan oieh
priugas terlatih di
dalam unit
pelayvanan terpadu
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerazan yvang
mendapatkan
leyoman kesehatan
aleh tenogn
kesehatan terlatih
di Puskesmns
mampu
tatalaksana KiP/A
dan PPT/PKT di
Rumah Sakit
Cakupan yanan
rehabilitasi sosial
vang diberian aleh
peiugas rehabibibasi
sosinl terlatih bagi
perempusan dan
anak korban
kekerasan di dolam
unit peloynnan
terpadu.

1]

100

103

100

0,02

100

1]

0,02

100

100

100

1]

0,005

L0

LD

LD

Belum
Tercapai

Semuni

Sesuai

Seswai
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Cakupan penegakan
hulcum dari tingkat

-:I:r.;a.-_u Pu

kasus kekerasan
terhadap perempuan
dan anak

Il-169

2010

2017

100

i)

100

e 4]

Sesuai

(%]

L)

(5]

L)

(5]

Cakupan
perempuean dan
anak karban
kekerasan yang
mendapathkan
lsvanan bantean
hukum

Cakupan ayanan
pemulangan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerazan
Cakupan ayanan
reintegrasi sosial
bagi perempasan
dan anak korban
kekerazan

Pangan
Ketersedizan
pangnn utama
Pengawasan dan
pembinman
kenmanan pangan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4379

0,423

L0

L0

46,43

Sesuai

Semseni

Semseni

Belum
Tercapai

Belum
Tercapai

Lingknngan Hidup

Ters [EEL ]

RPPFLH Eabupaten

Adaf
Tdak
mdn

Tidak

Tidok

Tidak

Adm

Adn

Ada

Seswai

wn

3

w

Termtegrasinym
RFPLH dalam
TETCama
pembangunan
Daerah
Terselenggaranya
ELHS untuk
E/R/P tingkat
daerah

Hasil Pergukurasn
Indeks kunlitas Air

Ao
Tidak
adn

Adaf
Thdak

mdn

Tidalk

AA

Tidak

ADA

L
ka
ES

Tidak

ADA

i)

Ada

Ada

ADA

100

Sesuai

Seswni

Belum
Tercapai

ka

n

L)

w

- -]

Hasil Pergmukurann
Indeks kualitas
Udara

Hasil Pengukurann
Indeks kuanlitas
tutupan Lohan

Pemhinsan dam

ketzatan penanggung

jawab usahn

Peningkatan
kapasitas dan
Surann Prasarana

Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup
di Deerah [PPLHD|

di daerah

94,02

4,2

n
ka

513

4,80

9, D0k

B, Dk

0,05

L
ka
ES

n
4=

Behum
Tercapai

Semuni

Melampanii

Sesuai
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Bidang Urusan / Realisasi Btandart
Batu {Tasg
No APJMD Interpretasi
—- 2010 2017 2018 2019 030 Tahun
2030)
Adn}
2(3]| 5 (9 Tedak | ADA ADA ADA ADA ADA ADA Sesuai
adn
1 Prese=niase jumiah Bebum
2135 |, sampah yang 97,82 | 97,92 | 98,01 BO.41 93 T Tercapai
tertangani Eroapas
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Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan hingga periode RPIJMD Kabupaten Barru tahun 2020 dapat
dilihat bahwa terdapat indikator-indikator yang tercapai sesuai target dan
melampaui target namun masih didominasi oleh yang belum memenuhi target
yvang ditetapkan. Untuk indikator indeks Williamson, Indeks Pemberdayaan
gender, indeks Pembangunan Gender belum dapat diinterpretasikan
dikarenakan pada periode RPJMD 2016 - 2021 belum ditetapkan target
terhadap tiga indikator tersebut. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan
tidak tercapainya target tersebut antara lain:

1. Ketidaktepatan dalam menentukan target (terlalu tinggi), yang
diantaranya discbabkan oleh ketidaktepatan dalam menentukan formula
perhitungan atau definisi operasional, sehingga secara riil sulit untuk
dicapai;

2. Pencapaian beberapa target kinerja juga terhambat oleh kapasitas
pemerintah  yvang kurang memadai, dilihat dari aspek pendanaan,
kebijakan maupun keterbatasan kemampuan kontrol  terhadap faktor
cksternal yang sangat mempengaruhi.

3. Masih terdapat belanja kegiatan vang tidak tepat dan tidak mendukung
pencapaian target secara langsung.

4. Merebaknya wabah pandemic Cowid 19 pada taun 2020 juga
mempenganthi  capaian-capaian indikator pembangunan daerah
Kabupaten Barru, terutama sector perckonomian yang secara langsung
terpapar dampak dari pandemi ini.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah [BUMD} di Kabupaten Barmu sampai
dengan Tahun 2021 terdiri dari 2 jenis pelayanan, vaitu pelayanan air
bersih [(PDAM TIRTA WAESA) dan Pelayanan kepelabuhanan yang
sementara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

PDAM Tirta Waesa Kabupaten Barru resmi berdiri sejak tanggal 16
Desember 1991 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9
Tahun 1991 Perda tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir
diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barmu Nomor 2 Tahun 2013
Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barma Nomor 9 Tahun
1991,

Yang kedua, Perusahaan persercoan daerah [PERSERODA) Samudra
Nusantara Barrmu yang secara resmi berdiri pada tahun 2021, namun
belum diatur dalam peraturan daerah. Peraturan Daecrah terkait entitas

Perseroda Samudra Nusantara Barmu masih sementara berproses.
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Kerjasama Daerah

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa
dalam wupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah
dapat melakukan kerja sama daecrah dengan mempertimbangkan prinsip
cfisiensi dan efekktifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerja
sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerjasama antar daerah dan
kerja sama dengan pihak ketiga.

Kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan untuk terwujudnyva
kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
Penyelenggaraan kerja sama antar daerah bersifat wajib dan sukarela.
Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swata, NGO, dan lembaga non
pemerintah  lainnya) dilaksanakan dalam keranghka pelayanan publik,
pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan
pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi.

Jumlah kerja sama antar daerah yang telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Barmu pada kurun waktu tabhun 2016
sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1635 [Seratus Enam Puluh Lima)
naskah kerjasama, yvaitu seperti yang diuraikan di bawah ini.

A, Tahun 2016 sebanyak 11 Kegasama, antara lain :

1. Perjanjian HKerjasama Antara Pemerintah kabupaten Barru

dengan Pemakai Perumahan Dinas di Kabupaten barma

2. Perjanjian Kerjasama tentang Kontrak Kerjasama Media,

diantaranya : RAKYAT SULSEL. HARIAN PARE POS UJUNG
PANDANG EKSPRES. BERITA KOTA MAKASSAR FAJAR

a. Nota Kesepahaman Antara Sekretaris Jendral Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia dengan Bupati Barmu tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkhungan Pemerintah
Dacrah Kabupaten Barru dari Pegawai Tidak Tetap Pusat.

4. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyvelenggara Jaminan
Sosial (BFJS] Keschatan Cabang Parcpare dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Barru tentang Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan mnasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Barm.

3. Perjanjian  Kerjasama  antara  Direktorat Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jendral Cipta
Karya Kementrian PU dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah
Kabupaten Barm tentang Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi
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Bebasis Masyarakat dan Tempat Pengelolaan Sampah dengan
Pola Reuse, Reduse, Recycle (TPS 3R] di Kabupaten Barru.
Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Keschatan [BPFJS] Cabang Pare-Pare
tentang Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan
Kesehatan Nasional.

Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Percekonomian
Masyarakat Desa melalui Penguatan dan Pemberdayaan
BUMDesa dalam Program BNI Masuk Desa di kabupaten Barra
Perjanjian kerjasama Bank Sulselbar dengan Pemerintah
Kabupaten Barru tentang penempatan ATM

Mota Kesepahaman Antara Sechkretaris Jendral Kementrian
Pertanian RI dengan Bupati Kabupaten Barma tentang
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di
Linglkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barmu Dari tenaga
Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang Pare-Pare dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barmu tentang Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Barm

Perjanjian Hibah Daerah [PHD]) untuk Hibah Daerah Non Kas
dalam rangka Penyelesaian Hutang daerah

Tahun 201 7 sebanyak 28 Kegasama, antara lain :

i

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barma
dengan Harian Pare Pos tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.

Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barmo
dengan Koran Sindo Makassar tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Rakyat Sul-Sel tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Barra Tahun 2017.

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Ujung Pandang Ekspres tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.
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3. Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Fajar tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Barma Tahun 2017.

6. Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barruo
dengan Berita Kota Makassar tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.

T Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Perum Bulog Kota Pare-Pare tentang Subsidi Program
Beras wuntuk keluargas penerima manfaat beras sejahtera
Kab.Barru tahun 2017,

a8 Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan LPP TVRI Sulsel tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.

o. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jendral Cipta Karya
Direktorat Bina Penataan Bangunan Satuan Kerja Penataan
Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Seclatan dan
Pemerintah Kabupaten Barmu Provinsi Sulawesi Selatan tentang
penyusunan dan legalisasi peraturan Bupati tentang IMB, SLF,
TABG dan Penataan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2017.

10. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barm dengan
Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen.

11. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola
Keuangan Dacrah (PPKD] Pemerintah Kabupaten Barru dengan
FT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Batar Kantor Cabang Barru tentang Pengelolaan Uang Daerah.

12. Amandemen Perjanjian HKerjasama antara Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD] Pemerintah Kabupaten Barru dengan
FT Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru tentang Pengelolaan
Uang Daecrah.

13. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD] Pemerintah Kabupaten Barru dengan
FT Bank Negara Indonesian (Persero) TBK Kantor Cabang Pare-
pare / Kantor Cabang Pembantu Barmu tentang Pengelolaan
Uang Daerah.

14, Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Perum Bulog Sub Divre Kota Pare-pare tentang Subsidi
Program Beras untuk Keluarga Penerima manfaat Beras

Sejahtera Kabupaten Barru Tahun 2017,



15.

16.

i

18.

19,

20.

21.

22,

23.

24,

RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
I1-181

Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan
Pengembangan S5DM Pemkab Barru dengan Badan
Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan tentang
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Pemkab Barmu.
Perjanjian HKerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang Pare-Pare dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barru tentang Pendaftaran Peserta Jaminan
Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan
Pekerja melalui Kantor Kecamatan.

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Usaid Indonesia Urban Water Sanitation & Hygiene,
penyehatan Lingkungan Untuk semua [(luwash Plus)
Amandemen Perjanjian kerjasama antara Pemerintah kabupaten
Barru dengan Rakyat Sulsel tentang Peliputan & Publikasi
Kegiatan Pemerintah kabupaten Barru Tahun 2017.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barmuo
dengan Ujung Pandang Ekspres

addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten
Barru dengan Harian Pare Pos tentang Peliputan & Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kab.Barma Tahun 2017.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barmi dengan
Perwakilan Badan Pengawasan HKeuangan dan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengembangan manajemen
Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barm
Tahun 2017.

MNota Kesepahaman antara PT. Bank MNegara Indonesia (perscro)
TBK dengan FPemerintah Kabupaten Barru tentang Pemanfaatan
Fasilitas Jasa & Layanan Perbankan serta dukungan pasar
online ([market place) untuk peningkatan sektor usaha mikrokecil
& menengah (UMKM) di Dacrah Kab.Barru

Mota Kesepahaman antara Kepolisian Resort Barmu dengan
Pemerintah Daerah Kab. Barmu tentang Penyelenggaraan
program pembinaan dan pelatihan calon Anggota Polri bagi Putra
Daerah berprestasi di Kab. Barru

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barma
dengan PT.Perusahaan Listrik Megara (Persero) Area Pare-Pare
tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan
dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah.
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Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten
barm dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Kantor Cabang Pare-Pare tentang Cakupan Semesta Jaminan
Kezsehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Barru

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan PT. Bank Sulselbar tentang penggunaan Lahan Kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.

Perjanjian Kerjasama antara Bupati Barmu dengan lembaga
Pengembangan Kesatuan nasional Independen (LPEKMNI)

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barmu
dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang
Pare-Pare tentang Penyelenggaraan jaminan keschatan nasional
bagi Penduduk Kabupaten Barru Dalam Rangka Universal

Health Coverage.

Tahun 2018 sebanyak 28 Kerjasama, antara lain :

1.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Dacrah Kabupaten Barmu
dengan Kota Pare-Pare tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan
Pengawasan Kemetrologian

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Ujung Pandang Ekspres tentang Peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Rakyat Sulses tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan
Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Harian Pare Pos tentang Peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018

Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barmo
dengan PT. Media Fajar Koran tentang Pelaksanaan Kerjasama
Publikasi di Pro Otonomi Harian Fajar

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barm
dengan Berita Kota Makassar tentang Peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Harian Tribun Timur tentang Peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018
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Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Media Pijar Barm tentang Peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018

Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barruo
dengan Macca MNews tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan
Pemerintahan Kabupaten Barmu Tahun 2018

Perjanjian HKerjasama antara Bank Sulselbar dengan Dinas
Pendidikan tentang Penempatan ATM

Perjanjian Kerjasama antara Bank Sulselbar dengan Dinas
Pendidikan tentang Penempatan ATM

Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Keschatan Bagi Staf
dan Pekerja antara Hutama Karya Bumi Karsa, KSO dengan
REUD Barru

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Perwakilam Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan PT.Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Surat Perintah
Pencairan Dana Online

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Kejaksaan MNegeri dan Kepolisian Resort Barru tentang
Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah [AFIP] dengan
Aparat Penegak Hukum [AFPH) dalam penanganan Laporan atau
pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi
pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten Barru
dengan Bank Sulselbar tentang Implementasi Sistem Non Tunai
Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota/Kab.Barru
Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keschatan di
Cabang Pare-Pare tentang Optimalisasi Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kabupaten Barru melalui mekanisme PTSF dan
Paten.

Perjanjian Kerjasama antara KPF3M dengan Badan
Penyelengaraan jaminan Sosial kesehatan Cabang Pare-pare
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barma tentang
kepesertaan dan penegakan hukum program jaminan keschatan

Masional.
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Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan FPT.TASPEN (Persero) tentang Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan gaji PNS Daerah & Pelayanan Proalktif.
Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Barmu dengan Harian Pare Pos tentang Peliputan dan Publikasi
kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018

Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Barm dengan Media Fijar Barru tentang Peliputan dan Publikasi
kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018

Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Barmu dengan Harian Fajar tentang Peliputan dan Publikasi
kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018

Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Barru dengan Ujung Pandang Ekspress tentang Peliputan dan
Publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018
Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Barmu dengan Panrita News tentang Peliputan dan Publikasi
kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018

Mota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barma dan
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial
Ketenagakerjaan Cabang Makassar tentang Kepesertaan Program
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
pegawai Non ASN Kab.Barru

Kesepakatan bersama antara Pemkab Barmu dengan Direktorat
Jendral Pajak Parcpare

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Binjai dengan
Pemerintah Kabupaten Barru tentang Percepatan Pembangunan
Dacrah Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik,
Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Barru dengan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Keschatan Cab.Pare-Pare
tentang Penyelenggaraan Jaminan Keschatan bagi Penduduk
Kab.Barr dalam rangka Universal Health Coverage

Perjanjian Kerjasama antara Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementrian Dalam Negeri Regional Makassar dengan
Pemerintah Kabupaten Barmu tentang Kerjasama Peningkatan
dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintah Kab. Barra

Tahun 2019 sebanyak 66 kerjasama, antara lain ©
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Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Fajar tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Barma Tahun 2019,

Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barmu
dengan Ujung Pandang Ekspres tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Harian Rakyat Sul-Sel tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barmu
dengan Koran Sindo Makassar tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barr
dengan Harian Pare Pos tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.

Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barruo
dengan Berita Kota Makassar tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Harian Tribun Timur tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Media Pijar Barmu tentang peliputan dan Publikasi
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.

Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Macca MNews tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Barra Tahun 2019.

Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Sul-Sel dengan
Pemerintah Kabupaten Barm tentang Pembangunan Rest area
Kezsepakatan Bersama Antara Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi dengan Pemkab Barm tentang Pengkajian, Penerapan
& Pemasyarakatan teknologi untuk mendulkung Pembangunan
Dacrah Kab. Barru Prov Sul-Sel.

MNota Kesepahaman Antara Ombudsman RI dengan Pemda Barru
tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan percepatan
penyelesaian laporan masyarakat.

Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Barru dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang
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Makassar tentang Kepesertaan Pegawai Non ASN Pemkab Barru
dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Kezsepakatan Bersama antara Pemkab Barm dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
tentang Pembayvaran dan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah secara Online Sistem.

Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Barmu dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat tentang Pembayaran dan Pungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem.
Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kab.Barru dengan
Kantor Pertanahan Kab.Barm tentang Kerjasama di Bidang
Pertanahan dan Pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, Penyelesaian asset Pemerintah Kabupaten
Barmi, Pembuatan dan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah serta
dukungan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistemastis
lengkap.

MOU antara PT.Wijaya Karva Beton dengan Pemkab Barru
tentang Kerjasama usaha terkait pengelolaan dan Produksi Batu
Alam di Kab.Barru Sul-sel.

Nota Kesepahaman Antara Bupati Barru dengan PT. Global
Lindo Prunetwork tentang Program pendampingan tekhnik
penyelenggaraan MPP Kab.Barmu

Perjanjian Kerjasama antara BPEKAD dengan PT.Bank Sulselbar
tentang Penempatan dana Deposito

Nota Kesepahaman antara Pemkab Barmu dengan Universitas
Bosowa tentang Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian

PKS antara Pemkab Barmu dengan PT. Sang Hyang Seri (Peraero)
Kantor Unit Bisnis Regional VI Sidrap tentang jual beli benih
padi Produksi Instalasi Pembenihan/Pembibitan Bottolampe
[IFF)

Nota Kesepahaman antara Pemkab Barru dan Badan Pusat
Statistik Kab. Barmru tentang Penyediaan, Pemanfaatan serta
pengembangan data dan Informasi statistik dalam rangka

Perencanaan dan Pembangunan Daerah
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Perjanjian Kerjasama antara Ombudsman Rl perwakilan Provinsi
Sul-5el dengan Pemkab Barmu tentang Peningkatan kualitas
Pelayanan Publik dan Percepatan Penyelesaian serta tindak
lanjut Laporan Masyarakat

PKS antara Akademi tehnik dan Keselamatan Penerbangan
Makassar dengan Pemkab Barmu tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.

Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan kabupaten
Barru dengan Harian Fajar tentang peliputan dan publikasi
kegiatan Pemerintahan kabupaten Barru tahun 2019

Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan kabupaten
Barru dengan Tribun Timur tentang peliputan dan publikasi
kegiatan Pemerintahan kabupaten Barru tahun 2019

Perjanjian Hibah Daerah Pemkab Barru dengan KPU Kab.Barru
tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Walkil
Bupati/Wakil Walikota

Perjanjian Hibah Daerah Pemkab Barmu dengan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kab.Barmu tentang Pelaksanaan Dana Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru
Tahun 2020.

Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan kabupaten
Barmu dengan | News TV dengan Tribun Timur tentang peliputan
dan publikasi kegiatan Pemerintahan kabupaten Barma tahun
2020

Adendum PHKS antara Pemkab Barmu dengan PT. Sang Hyang
Seri (Persero) Kantor Unit Bisnis Regional V1 Sidrap tentang jual
beli benih padi Produksi Instalasi Pembeniban/Pembibitan
Bottolampe (IPF)

Nota Kesepahaman antara Pemkab Barmu dengan Pengumpulan
Pengusaha dan Pemotongan Sapi-Kerbau [PPPSK] Kab.Barm
tentang Pengelolaan Rumah Potong Hewan [RFH)

Nota Kesepahaman antara Pemkab Barm dengan UNHAS
tentang Kerjasasma jasa pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan
Pengambdian kepada Masyarakat

Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barmu dan Kantor Wilayah
Direktorat Jendral Pajak Sulselbar tentang kerjasama dalam
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penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik
Kab.Barr.

Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barma dan PDAM Kab Barru
tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal
Pelayanan Publik Kab.Barru.

Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barmui dan UPT Pendapatan
Wilayah Barru tentang kerjasama dalam penyelenggaraan
Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barrua.

Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barma dan PT.Bank Sulselbar
Cab.Barm tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan
pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barr.

MNota Kesepahaman Antara Pemkab Barm dan PT. POS Indonesia
[(Persero] tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan
pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barm.

MNota Kesepahaman Antara Pemkab Barmu dan BPJS
Ketenagakerjaan tentang kerjasama dalam  penyelenggaraan
Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barm.

Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barmu dan Polres Barmu
tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal
Pelayanan Publik Kab.Barru.

MNota Kesepahaman Antara Pemkab Barmru dan PT.PLN Unit
Layanan Pelanggan Barru tentang  kerjasama dalam
penyelenggaraan  Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik
Kab.Barru.

Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barmu dan Kementrian
Agama kab.Barmru tentang kerjasama dalam penyelenggaraan
Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barm.

Nota HKescpahaman Antara Pemkab Barru dan BRJS
Ketenagakerjaan tentang kerjasama dalam penyelenggaraan
Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barmna.

MNota Kesepahaman Antara Pemkab Barmu dan BPN tentang
kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal
Pelayanan Publik Kab.Barru.

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan Kantor Wilayan Direktorat Jendral Pajak Sulselbar
tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik
Kab. Barru



45,

46.

47,

48,

49,

51.

52,

53

RPIMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026
I1-189

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Maodal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barmu
dengan PDAM Kab.Barmu tentang Penyelenggaraan Pelayanan
dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barmu
dengan UPT Pendapatan Wilayah Barru tentang Penyeclenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian HKerjasama Antara Dinas Penanaman Maodal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barmu
dengan PT Bank Sulselbar Cab.Barru tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Maodal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan FT. POS Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian HKerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barmu
dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian HKerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan Kantor Kepolisian Resort Barru tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian HKerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan PT. PLN |{Persero) Unit Layanan Pelanggan Barru tentang
Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab.
Barmi

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan Kementrian Agama Kab. Barru tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan BPJS Kesechatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan
dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barmu
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Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Maodal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barmu
dengan Badan Pendapatan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Maodal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barmu
dengan Dinas Kesehatan Kab Barmu tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Maodal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang
Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab.
Barm

Perjanjian HKerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru
dengan Dinas Hependudukan dan Pencatatan Sipil tentang
Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab.
Barm

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barm
dengan Dinas Sosial Kab.Barru tentang Penyelenggaraan
Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN ([Persero}] Unit Induk
Wilayah Distribusi Area dengan Pemkab Barmu tentang
Pemungutan & Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan
Pembayaran Rekening Listrik Pemda

Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Dava Manusia Pemerintah Kabupaten
Barru dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Penilaian
Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Barra.
Perjanjian Kerjasama Baznas Barru dengan BFJS
Ketenagakerjaan Cab. Makassar dengan Pemkab Barru tentang
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Kepesertaan Program badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Renta Kab.Barra

Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementrian Keuangan RI dan Pemkab Barm tentang
Implementasi Rencana Aksi Peserta Program Interiship Pemda Ke
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 20019,

Nota Kesepahaman Tentang Implementasi Rencana Aksi Peserta
Program Interiship Pemda Ke Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan 2019 antara Rukijo Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Abustan Pj. Sekda Kab.Barru
Perjanjian Herjasama antara Pemerintah Kabupaten Barm
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keschatan Cabang
Pare-Pare tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Bagi Penduduk Kabupaten Barm dalam rangka Universal Health
Coverage

Perjanjian kerjasama antara Pemkab Barmu dengan Bank Hasa

Mitra tentang Pemberian Fasilitas Kredit Serba Guna (KSG)

Tahun 2020 sebanyak 32 Kerjasama, antara lain ;

1.

Perjanjian Kerjasama Antara badan Pengembangan Sumber
Daya manusia Prov Sul-sel dengan BKPSDM Kab.Barru tentang
Pelaksanaan Pengembangan SDM Pemkab Barm.

Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM dengan Pusat Pelatihan,
Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN RI
Makassar tentang penyelenggaraan penilaian potensi dan
kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten Barru

Perjanjian Kerjasama pencrimaan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara elektronik
antara Pemerintah  Kabupaten Barmu  dengan FT.Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Cabang Barru.

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
Barru dengan HKantor Imigrasi Kelas [I Pare-Pare tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Dalam Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Barru

Nota Kesepahaman antara pemkab Barmu dengan Kantor
Imigrasi Kelas II TPl Pare-Pare tentang kerjasama dalam
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pemyelenggaraan pelayanan pada Mall Pelayvanan Publik
Kab.Barru

MNaskah Kesepahaman antara Universitas Fajar Makassar dengan
Pemerintah Kabupaten Barr

Mota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barm dengan
PT.Pertani [(Perseroj] Kantor jalan poros Makassar Pare
Kab.Pangkep tentang Jual beli benih padi produksio instalasi
perbenihan/perbibitan bottolampe (IPF]

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah kabupaten Barru
dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia [Persero) tentang Fasilitasi
asuransi pertanian.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Barmru dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia [Persero] tentang
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

MNota Kesepahaman antara Bupati Barm dengan Kepala
Kejaksaan Negeri Barru tentang Pendampingan dan Pengawalan
Akuntabilitas dana penanggulangan dan pencegahan corona
virus disease 2019 [Covid-19) di Kabupaten Barru

Mota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kab.Barru
dengan Gugus Tugas Percepatan penanganan corona virus
disease [Covid-19) lingkup Pemerintah Kabupaten Barru
Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan PT.Pertani [Persero) Kantor jalan poros Makassar Pare
Kab.Pangkep tentang Jual beli benih padi produksio instalasi
perbenihan /perbibitan bottolampe [(IPF]

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barmu
dengan BPJS Kesehatan cabang Pare-Pare tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk
Kabupaten Barmru dalam rangka Universal Health Coverage
Perjanjian kerjasama BAZNAS dengan BPJS Ketenagakerjaan
cabang Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Barru tentang
kepesertaan program BPJS bagi penguras, TA, relawan BAZNAS,
Penyuluh Kemenag & TK non ASN Kejaksaan Negeri Kabupaten
Barm

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru
dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
tentang Penyelenggaraan fasilitasi penilaian potensi  seleksi
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terbuka anggota direksi perusahaan perseroan daerah
(PERSERODA] Samudra Nusantara Barrua

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barmu dengan
Universitas Muhammadiyah Pare-pare tentang Kerjasama bidang
Pendidikan Penelitian dan Pengabdian

Nota Kesepahaman antara PT Kawasan [Industri Makassar
(PFERSERQO)] dan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Kerjasama
pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Barrua

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten barra
dengan BFJS Keschatan cabang Pare-Pare tentang optimalisasi
penyelenggaraan Jaminan Sosial Kabupaten barma melalui
mekanisme FTSP dan PATEN

Nota kesepahaman antara Bupati Kabupaten Barmu dengan
Rektor UNHAS tentang HKerjasamadibidang  pendidikan,
Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan
bangsa

Nota kesepahaman pengadasn melalui swakelola antara kabag
perckonomian dan SDA Kabupaten Barmu dengan pusat
pengembangan kebijakan pembangunan (P2ZKP] Universitas
Hasanuddin Makassar

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan pemerintah Kabupaten Barma tentang percepatan
dan kemudahan investasi

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan pemerintah Kabupaten Barmu tentang percepatan
dan kemudahan investasi

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan pemerintah Kabupaten Barm tentang pembentukan
gerai pelayan perizinan & non perisinan

MOU antara Pemerintah Kabupaten Barm dan Perum LKBN
Antara tentang media layanan Informasi Publik

Perjanjian Kerjazsasma antara Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barru dengan Antara Digital Negara

Perjanjian HKerjasama antara Pemerintah kabupaten Barru
dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Kedeputian Cabang
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Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barma tentang konfirmasi
status wajib pajak Daerah di Sulawesi Selatan

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu satu pintu dan tenaga kerja Provinsi
Sulawesi Selatan dan BPFD Kabupaten Barru tentang penerapan
konfirmasi status wajib pajak Daerah Kabupaten/Kota Se-
Sulawesi Selatan dalam pemberian layanan perizinan 7 non
perizinan di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan

Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Sclatan dan Dinas Penanaman Modal FTSPF dan TK
Kabupaten Barmu tentang penerapan konfirmasi status wajib
pajak Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan dalam
pemberian layanan perizinan & non perizinan di Dinas
Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu Kabupaten/Kota Se
Provinsi Sulawesi Selatan

Kesepakatan bersama antara Pemkab Barmu dan Pemprov Sulsel
tentang akselerasi pengarusutamaan gender dalam
pembangunan penyedia layanan perlindungan perempuan dan
anak yang komprehensif sesuai standar dan pembangunan di
propinsi Sulsel

Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Barmu dengan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Cab.
Pare-pare tentang Penyelenggaraan jaminan keschatan nasional
bagi penduduk Kab.Barmu dalam rangka Universal Health
Coverage

Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Barmu dengan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cab Makassar
tentang kepesertaan pegawai non ASN Pemkab Barmru dalam
program Badan Penyelenggaraan.



BAB Il
GAMBARAN KEUANGAN
DAERAH
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BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan
daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan
urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai
pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urisan yang diserahkan
kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik
kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiscal,
menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan
yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara. Hal ini merupakan
konsekuensi dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah;

2. FPemberian sumber keuangan MNegara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan  desentralisasi  adalah  dengan memperhatikan  stabilitas
perckonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah
dan antar dacrah;

3. Perimbangan keuangan Negara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
merupakan suatu sistem  yang menyeluruh dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan atas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka pengelolaan keuangan daerah

merupakan hal yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah
secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah yang
meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian keuangan
daerah merupakan satu rangkaian proses yang harus saling mendulkung satu dan
vang lainnya.

FPenyusunan Gambaran keuangan daerah adalah untuk menyajikan analisis
pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan
daerah terakhir. Analisis tersebut mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan
pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan. Bagian ini
ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun
terakhir sebagai kondisi eksisting, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam
memproyveksi kemampuan keuangan daecrah untuk satu periode kepemimpinan

daerah, selama lima tahun yang akan datang. Dengan melakukan analisis keuangan
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daerah vang tepat mengenai kemampuan daerah akan melahirkan kebijakan yang
efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai ketentuan pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa
APED mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan
stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah
anggaran daecrah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah
harmis diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah
menjadi alat untuk memeliharan dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menjelaskan mengenai perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan serta tata cara pertanggungjawaban keuangan
Daerah. Untuk Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah
menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penckanan
penganggaran dari yvang berfolus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja
terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan
ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja
dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari
pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan
Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan
dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan
pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menentukan Proses pelaksanaan dan
penatausahaan dalam praktiknya juga harms memperhitungkan Kinerja yang sudah
ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerjs yvang
sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang
direncanakan biza secjalan sebagaimana mestinya dan jumtah kesalahan dalam
proscs pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Peraturan Pemerintah ini
juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, schingga pelimpahan kewenangan
penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD vang merupakan wujud dari
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pelimpahan tanggung jawab pelaksansan anggaran belanja dapat sesusi dengan
tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Proses pelaksanaan
dan penatausahaan ini hams meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam
pendrusunan laporan keuangan berbasis akruaal. Dokumen pelaksanaan dan
penatausahaan juga haris mengalir schingga bisa mendukung pencatatan berbasis
akrual. Basis akrual ini merupakan basis yvang baru untuk Pemerintah Daerah
schingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah
diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis alkuntasi akrual.
Peraturan pemerintah ini juga menjelaskan bahwa Pertanggungiawaban
Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan
tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait
dengan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan
keuangan yang haras dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi
anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan
perubahan ekuitas, laporan arms kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain
berbentuk laporan keuangan, pertanggrungjiawaban Keuangan Daerah juga berupa
laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana
Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk
menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang
dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat
hal yang hams diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan
di tahun berikutnya.
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah. Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Barmu dilaksanakan dalam
suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggunggjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD
yang sectiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD
Kabupaten Barmu yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daecrah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya
dizgiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan

pendapatan maupun belanja daerah.
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Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran
untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis hars
didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang
diinginkan, dan pokok- pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini
akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial
masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan
dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang
akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke
depan. Terkait dengan kapasitas riil kenangan daerah, desain penganggaran
sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas
pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Kinerja keuangan masa lalu dalam hal ini kinerja untuk Tahun 2016 -
2020 terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah.
Kinerja pelaksanaan AFPBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target
dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan dacrah berupa perkembangan dan
analisis neraca keuangan daerah. Sampai dengan Tahun 2019, pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barru masih bertumpu pada
sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan Pemerintah
dan Pemerintah Provinsi. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Barmu Tahun
2016 — 2020 meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan
belanja daerah dan pembiayaan daerah dapat dijabarkan sebagai berilout.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan
daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.Untuk itulah
sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek
kebijakan keunangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Proses perencanaan dan
penganggaran dalam Pemerintah Daecrah menggunakan pendekatan kinerja,
dimana penckanan penganggaran pada kinerja yang terukur dari aktivitas
dan program kegiatan.

Pendeckatan penganggaran berbasis Kinerja dilaksanakan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanasan dengan Keluaran vang
diharapkan dari Kegiatan, Hasil dan manfaat yang diharapkan serta efisiensi
dalam pencapaisn Hasil dan Keluaran. Penyusunan dokumen perencanaan
penganggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan
kinerja berpedoman pada indicator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja
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sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan
BMD dan Standar Pelayanan Minimum. Yang disajikan dalam bentuk
informasi keuangan daerah yang paling sedikit memuat informasi
penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akan
digunakan untulk membantu Kepala Daerah dalam membantu Kepala Dacrah
dalam menyusun anggaran dacrah dan laporan Pengelolaan Keuangan
Daerah, membantu Kepala Daerah dalam mermumuskan kebijakan Keuangan
Daerah, membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah, menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah,
mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, mendukung
penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah serta melakukan evaluasi
Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi keuangan daerah ini dituangkan
dalam system pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan
keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
yang memuat penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana  kerja
Pemerintah Dacrah, penyusunan rencana kerja SKPD, penyusunan anggaran,
pengelolaan Pendapatan Daerah, pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan
Daecrah, akuntansi dan pelaporan dan pengadaan barang dan jasa.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBED Kabupaten Barma Tahun
anggaran 2016 — 2020 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja
pembangunan daerah  yang telah  berkontribusi dalam mendukung
pencapaian target-target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Barru sesuai yvang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2021.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBED) Kabupaten Barru
terdiri atas (1) Pendapatan, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
{2] Belanja, vang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah,
vang didalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 7
Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan
dacrah adalah semua hak daerah wvang diakui scbagai penambah mnilai
kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan. Lebih lanjut
dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua

pencrimaan uang meclalui rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu
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dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang seusai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui scbagai penambah ekuitas
vang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Jenis
Pendapatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 PP Nomor
12 Tahun 2019 terdiri atas (i] Pendapatan asli daerah; (ii] Pendapatan
transfer, (iii} lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan
daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi
ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Kapasitas
fiskal selama periode 2016 - 2020 menggambarkan kondizsi yang semakin
membaik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,63%.

Grafik 3.1
Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020
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Komposisi kapasitas fiskal di Kabupaten Barru masih didominasi
Pendapatan Transfer yaitu scbesar 73,71 % pada tahun 2020 dari
keseluruhan pendapatan. Namun jika dilihat dari pertumbuhan  pendapatan
asli daerah [PAD} bertumbuh cukup besar yaitu scbhesar 2,96 % dibanding
dengan Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. dapun
kinerja pertumbuhan dan postur Pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik
berikut.

Grafik 3.2
Postur Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020
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Sumber : BPKAD Tahun 2021
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua

pencrimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu

dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui schagai penambah eluitas

vang merupakan hak daerah dalam 1 (satu] tashun anggaran. Pendapatan

Daerah terdiri atas:

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli dasrah (PAD]) merupakan salah satu komponen dari
pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang
merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan
berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD secring dijadikan
parameter kemandirian fiscal suatu daerah dalam aspek kemampuan
keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah
merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiscal
[fiscal gap). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
pasal 31, Pendapatan Asli Daerah dibagi menurit jenis pendapatan yang
terdiri dari ; (i) pajak daerah; {ii}] retribusi daerah; [iii) hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah. Adapun kinerja pendapatan asli daerah Kabupaten
Barru dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 3.3
Kinerja Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016 - 2020
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun
kinerja pendapatan asli daerah Kabupaten Barmu —mengalami
pertumbuhan yang fluktuatif. Setelah meningkat pada tahun 2017
scbhesar 130.579.970.000 kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar
Rp 113,328 226,000.
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Adapun rata-rata pertumbuhan PAD selama periode 2016 - 2020
scbesar 2,96%. Rata- rata Kontribusi untuk masing-masing komponen
adalah untuk pajak daerah sebesar 16,56%, retribusi daerah sebesar
7,8%, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar B,65%
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 66,8%. Untuk postur
pendapatan asli daerah pertahunnya dapat dilihat pada gambar berikut

ini.
Grafik 3.4
Postur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 — 2020
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Sumber : BPKAD Tahun 2021
Pertumbuhan rata-rata PAD wvyang besar mencapai 2,96% tidak

sepenuhnya mencerminkan kinerja pendapatan asli daerah yang
sesungeguhnya karena pada tahun 2017 terdapat kebijakan Pusat yang
mengamanatkan dana transfer BOS SD dan SMP ke satuan pendidikan
dicatatkan /dimasukkan scbagai komponen Lain-lain Pendapatan Asli
Dacrah yang Sah. Pendapatan Asli Daecrah dibagi menuruat jenis
pendapatan yvang terdiri dari @ (a) pajak daerah; (b} retribusi daerah; (c)
hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan; dan [d]) lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Pajak daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengathir mengenai pajak daerah
dan retribusi daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah diatur dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daecrah, serta pelaksanaannya diatur
dengan Peraturan Daerah.

Pajak Dacrah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
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digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Barmru tahun 2016 -
2020 dapat dilihat pada table berikut :

Grafik 3.5
Perkembangan Pajak Daerah
Tahun 2016 — 2020
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung
Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea
Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adapun postur pajak daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2020 dapat dilihat pada grafik berikout :
Grafik 3.6
Postur Pajak Daerah Tahun 2016 - 2020
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Dari segi postur pajak daerah Kabupaten Barma Tahun 2016 - 2020
masih didominasi oleh pajak penerangan jalan yaitu  scbesar
Rp.6.929.679.185,- pada tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar
4,2 persen. Pajak Penerangan Jalan ini merupakan salah satu jenis
pajak yvang bertahan dikondisi Pendemi Covid 19,

Selain  pajak penerangan jalan, beberapa pajak lain yang tetap
bertumbuh dalam kondisi Covid 19 antara lain : Pajak Reklame scbesar
110 persen dan Pajak Restoran sebesar 5 %. Sedanghkan Pajak Daerah
vang menurin sangat drastis pada kondisi covid 19 antara lain: pajak
hiburan menurun sebesar 62 % _ pajak parker menurun sebesar 96 %,
pajak pengambilan bahan galian C menurin sebesar 61 %4,

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danj/atan
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan
Dacrah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahasn milik daerahf
BUMD, milik pemerintah/ BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran
BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakan
ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi
pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan
dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing
maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daesrah memberikan
multiplier effect yvang besar. Pendapatan asli daerah yvang berasal dari
Retribusi Daerah berkontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan
Daerah tetapi tetap dilakukan upava meningkatkan penerimaannya
dengan perbaikan regulasi pengelolaan retribusi. Peraturan Daerah yang
mengatur Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha telah diperbarui sesuai
dengan kondisi saat ini dan dilakukan penyesuaian terhadap potensi
obyek dan tarif retribusi yang menyesuaikan kondisi perkembangan
ckonomi. Langkah ekstensifikasi juga dilakukan dengan penambahan
jenis retribusi baru vang dipungut berdasarkan kewenangan vang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Realisasi retribusi daecrah dapat
dilihat pada table berikut :
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Grafik 3.7
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2020
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Dampak Pandemi Covid 19 menyebabkan realisasi retribusi daerah pada
tahun 2020 mengalami penurunan cukup besar dengan rata-rata
penurunan scbhesar 40 %, Rincian penurunan retribusi daerah tersebut
berdasarkan jenis retribusi antara lain retribusi jasa umum memirun
sebesar 31, 34 persen, retribusi jasa usaha menurun sebesar 46 44
persen dan retribusi perizinan tertentu menurun sebesar 44,04 persen.
Untuk postur retribusi berdasarkan tiap jenis retribusi dapat dilihat
pada grafik berikut:

Grafik 3.8
Postur Retribusi Jasa Umum Tahun 2016-2020
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Pada tahun 2016 - 2020, postur retribusi jasa umum didominasi oleh
pertama, Retribusi Pelayanan Kesehatan dan kedua, Retribusi Pelayanan
Kesehatan. Walaupun besaran penerimaan cukup tinggi pada kedua
jenis retribusi ini, pada tahun 2020 dampak pandemic covid 19 menjadi
salah satu penyebab turunnya penerimaan di kedua jenis retribusi ini
masing — masing sebesar Rp. 2.480.207.984 untuk Retribusi Pelayanan
Kesehatan, menurun sekitar 24,63 persen dibanding tahun sebelumnya
dan sebesar Rp. 918.5394.9530,- untuk retribusi Pelayanan Pasar,
menurun sekitar 45,82 persen.

Grafik 3.9
Postur Retribusi Jasa Usaha Tahun 2016-2020
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Pada tahun 2016 — 2020, postur retribusi jasa usaha didominasi

oleh pertama, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan kedua,
Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan penumpang dan bus
umum. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memingkat culkup besar
pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 354,13 % .
Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu scbhesar 57, 11
persen atau senilai Rp. 512.399.909 -,
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Sedangkan untuk Retribusi Perizinan Tertentu dikontribusi oleh
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan yaitu sebesar Rp. 1.469.625.730,-
pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 822 827.550,-.
Adapun postur retribusi perizrinan tertentu tahun 2016 — 2020 schagai
berikoat :
Grafik 3.10
Postur Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2016-2020
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan
Penerimaan Daecrah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis
penerimaan jenis ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas
penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar.

Grafik 3.11

Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Tahun 2016-2020
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